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vi  KATA PENGANTAR   Sepak terjang kaum santri dari kalangan Muslim tradisionalis dalam  aksi-aksi kolektifnya yang berkaitan dengan isu-isu kerakyatan seperti kemiskinan, ketidakadilan, perubaan sosial dan demokratisasi, menjadi perhatian serius para ilmuwan, terutama pada dekade 1990-an akhir. Saat itu, aktivisme kaum santri dalam dunia pemberdayaan masyarakat sipil (civil society empowerment), sebagai implikasi dari depolitisasi yang dilakukan oleh rezim berkuasa, cukup tinggi. Ruang lingkup dan fokus gerakan sosial mereka pun sudah sangat variatif, tidak sebatas berkutat dengan perjuangan kelompok ataupun kelas untuk memperebutkan akses sumberdaya ekonomi dan politik kekuasaan negara. Melampaui hal itu, gerakan sosial mereka telah merambah jalan baru dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sipil, terciptanya perubahan sosial dan ruang demokrasi. Dalam aktivisme pergerakan sosialnya itu, kaum santri tidak lagi menjadikan agama sebatas sebagai aspek normative-metafisik yang hanya berkaitan dengan urusan ibadah (dalam pengertian formal seperti kewajiban shalat, puasa, zakat dan lainnya). Agama juga tidak hanya dikapitalisasi menjadi modal politik dan simbolik (politic and symbolic capital) untuk keberhasilan gerakan-gerakan sosial-keagamaannya. Seiring dengan keberhasilan sejumlah intelektual santri progresif dalam mentransformasikan cara pandang, penafsiran dan pemikiran keagamaan, agama dapat diaktualisasikan secara lebh substansial, sebagai sumber nilai, etika, pengetahuan, spirit dan ideologi progresif bagi gerakan perubahan sosial. Setidaknya hal ini dapat ditangkap dari wacana gerakan sosial kaum santri era 1990-an yang mengaitkan agama dengan isu kemiskinan, hak asasi manusia (HAM), ekologi, toleransi, pluralisme, nasionalisme, dan demokratisasi pada umumnya. Pada tataran praktis, agama oleh aktivis santri digunakan sebagai metodologi (manhaj) dalam memperjuangkan agenda kerakyatan. Aswaja yang merupakan paham keagamaan utama di kalangan kaum santri, tidak lagi dipahami sebagai doktrin ataupun dogma yang bersifat normative-metafisik dan statis tanpa memiliki 
vii  relevansi dengan kenyataan empiris yang menyejarah. Di kalangan aktivis santri, Aswaja dikonstruk sebagai manhajul fikr (metode berpikir) dan sekaligus menjadi paradigm ideasional yang melandasi setiap gerak langkah ataupun aksi kolektif mereka. Melalui manhaj ini pula, tidak ada alasan bagi kaum santri untuk tidak terlibat dalam berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan secara lebih luas, tidak sebatas berkutat pada masalah ‘ubudiyyah (peribadatan formal). Membela kaum lemah, fakir-miskin, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, dipahami kaum santri juga merupakan bagian dari ibadah pula.  Melaui kerangka berfikir keagamaan semacam itu pula, kaum santri meneguhkan visi dan misi keagamaam (Islam) yang tidak lagi bersifat sectoral ataupun primordial, melainkan universal. Menurut mereka, visi dan misi utama keagamaan Islam itu, saah satunya, adalah pembebasan manusia (apapun identitas teologinya) dari belenggu ketidakberdayaan baik secara sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Spirit dari teologi pembebasan yang didengungkan dan menjadi platform dari gerakan civil society di berbagai negara yang tengah memperjuangkan harkat dan martabat negaranya seperti di sejumlah negara Amerika Utara, bukan sebatas nilai-nilai teologis eksklusif pada masyarakat tersebut. Menurut kaum santri, dalam  Islam pun spirit anti status quoa dan penindasan juga ada. Apa yang dipraktekkan oleh Nabi Saw dalam membela dan membebaskan kaum tertindas Arab yang mayoritas adalah para budak, merupakan  referensi autentik akan spirit teologi perlawanan dan pembebasan. Spirit teologis inilah, yang dihidupkan kembali oleh aktivis santri dalam praksis gerakan sosialnya. Wacana dan praksis gerakan sosial kaum santri yang telah merambah ke berbagai lingkup kehidupan sosial (tidak sebatas didominasi oleh isu-isu normative keagamaan) dan cukup menonjol mewarnai sepak terjang pergerakan mereka pada decade 1990-an, tampak mulai meredup pada era demokratisasi pasca Orde Baru. Pasca reformasi, wacana gerakan sosial kaum santri justru lebih banyak didominasi oleh isu teorisme, radikalisme, ekstrimisme, dan pertarungan ideologi dan teologi keagamaan seperti Sunni versus Syi’i, Sunni versus Salafi atau Wahabi dan sejensinya. Meskipun dalam pertentangan ideologi tersebut berkaitan pula dengan persoalan pluralisme, toleransi, dan demokratisasi, namun isu-isu kerakyatan seperti 
viii  persoalan kemiskinan, penindasan rezim negara terhadap kaum miskin, gerakan agrarian, dan isu-isu pemberdayaan masyarakat sipil, kurang tampak di permukaan dan sedikit mendapatkan perhatian dari para ilmuwan. Aktivisme kaum santri dalam dunia perpolitikan justru sempat mendapatkan ekspose besar dari para ilmuwan seiring dengan mobilitas kaum santri dalam perpolitikan praktis pasaca reformasi. Pembentukan partai-partai politik (parpol) oleh kaum santri dan aktivisme mereka dalam dunia perpolitikan praktis seiring dengan keterbukaan akses politik pasca reformasi, justru tampil dominan menghiasi wajah pergerakan sosial kaum santri. Kritik sejumlah ilmuwan terhadap pergeseran aktivisme kaum santri (meski sebagian memakluminya di mana perubahan itu sebagai sesuatu yang wajar), yang bersifat state sentered dan turut berpengaruh terhadap kemerosotan sikap progresif mereka dalam memperjuangkan agenda perubahan dan demokratisasi, dapat digunakan untuk memahami wajah pergerakan sosial kaum santri pasca reformasi.  Kendatipun arus dominan pergerakan aktivis santri bergeser ke perpolitikan praktis dengan karakternya yang konservatif dan pragmatis, namun tidak lantas menjadikan semua aktivisnya memiliki orientasi pergerakan yang seragam. Masih terdapat sejumlah kecil aktivis santri yang tetap concern memperjuangkan isu-isu kerakyatan dengan temperamen ideologi-politiknya yang reformis. Secara factual, sejumlah kecil aktivis inilah, yang sesungguhnya menjadi tulang punggung bagi gerakan sosial progresif dalam memperjuangkan agenda perubahan sosial. Dalam bahasa Hefner, proses demokratisasi di mana pun, sangat tergantung pada sekelompok kecil kaum reformis yang tidak jenuh untuk terus bergerak menyuarakan dan mendesakkan perubahan sosial.  Di tangan sekelompok kecil aktivis santri progresif itu pula, citra agama sebagai sumber nilai, norma, etika, spirit dan ideologi perubahan ataupun –meminjam istilah Asghar Ali Engineer-- teologi pembebasan tetap terjaga. Dengan kata lain, di tangan minoritas aktivis santri progresif ini, agama dapat memainkan peran penting dalam kehidupan publik (public sphere). Agama tidak lagi terasing dari kehidupan umatnya yang sebagian besar masih berkutat dengan persoalan ketidakberdayaan dan kemiskinan. Melalui tangan-tangan aktivis santri, umat 
ix  beragama tidak lantas menjadikan agama sebagai mitos untuk survive (daya tahan kehidupan warga miskin) ataupun sebatas janji-janji surgawi bagi perubahan nasib kehidupan mereka kea rah yang lebih sejahtera. Dalam kasus perlawanan tambang di Paseban, agama dapat digunakan oleh para penolak kebijakan negara, sebagai ideologi dan/atau teologi perlawanan terhadap berbagai bentuk sistem sosial-politik yang dominatif.  Bagaimanapun, kajian mengenai aktivisme sosial kaum santri dalam memperjuangkan agenda kerakyatan, sebagaimana kasus penolakan tambang di Paseban, Jember, masih jauh dari kata tuntas. Diperlukan lebih banyak waktu untuk memperkaya data dan sekaligus merefleksikan hasil temuan. Waktu penelitian selama hampir tiga bulan (pertengahan September sampai pertengahan Desember 2016), dirasa kurang memadahi untuk kerja-kerja riset. Meski demikian, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, penelitian ini dapat dilaksanakan sampai tahap pelaporan.  Seiring dengan selesainya laporan hasil penelitian ini, peneliti memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang sudah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik ini. Apresiasi secara khusus peneliti sampaikan kepada, pertama-tama dan terutama, pihak Diktis, Kemenag RI yang sudah memberikan kesempatan berikut pendanaannya kepada tim untuk pelaksanaan projek riset ini; kedua, pihak institut (IAIN Jember) yang memberikan dispensasi waktu, di tengah-tengah kewajiban menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian, kepada tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian; ketiga, kepala desa Paseban yang memberikan izin dan sekaligus informasinya tentang persoalan yang diteliti; keempat, segenap informan dari kalangan warga masyarakat Paseban, aktivis santri, elit pesantren, pengurus PCNU Jember dan PCNU Kencong,  dan lainnya yang sudah mau berbagi pengalamannya terkait dengan aksi kolektif penolakan tambang yang pernah diikutinya; kelima, tim field worker yang turut membantu melacak data dari erbagai sumber; dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan dan palaporan hasil penelitian.  Mudah-mudahan semua jerih payah dan kontribusi semua pihak menjadi jariyah akademik bagi peningkatan mutu keilmuan, keislaman dan peradaban 
x  bangsa. Semoga, secuil pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian ini, bisa menstimulasi wacana pemikiran dan perdebatan di kalangan public, tidak sebatas kalangan akademisi dan ilmuwan kampus, sehingga bisa merangsang kajian lanjutan terkait dengan topik serupa dalam sudut pandang dan lokus permasalahan yang berbeda. Saat bersamaan, perkembangan wacana pemikiran juga berdampak terhadap realitas pergerakan sosial berorientasi pada perubahan dan demokratisasi, yang kian semarak demi perbaikan mutu kehidupan masyarakat yang lebih demokratis pula.    Jember,     September 2016  Tim Peneliti 
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1  BAB I PENDAHULUAN   A. Latar Belakang Masalah Keterlibatan kaum santri –istilah lain dari Muslim tradisionalis dan bukan dalam pengertian Geertz1— dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban, Jember –salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur--, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sama sekali baru. Sebelumnya, kaum santri telah menunjukkan peran aktifnya dalam sejumlah gerakan sosial seperti aksi protes atas penambangan emas dan mangan di Silo (2000-an), perlawanan petani terhadap korporasi negara (state corporation), Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), dalam kasus sengketa lahan di Jenggawah dan Ketajek (1990-an), dan gerakan reformasi dalam mendesakkan perubahan sosial dan demokratisasi (1998). Hampir dalam setiap peristiwa yang bersentuhan dengan persoalan publik, kaum santri kerap –meski tidak selalu— tampil dan berperan penting sebagai agen pergerakan di dalamnya.  Sebagaimana lazimnya gerakan sosial kontemporer, peran kaum santri dalam aksi-aksi protes tersebut dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan, berorientasi pada tujuan tertentu, menggunakan isu, sumberdaya, strategi dan bentuk gerakan yang beragam2. Hasil penelitian sendiri menegaskan jika aksi-aksi protes yang dilakukan oleh kaum santri dalam kasus tambang di Paseban (berlangsung sejak 2005 dan mencapai puncaknya pada 2008), merupakan gerakan                                                           1 Geertz, menggunakan istilah santri dalam relasi dan kontradisksnya dengan abangan. Santri mengacu pada sekelompok orang yang memiliki tingkat ortodoksi keagamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan abangan. Kalangan abangan dinilai tidak acuh terhadap doktrin, cenderung terpesona oleh detail upacaya, sedangkan santri perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual Islam yang telah menipis. Seluruh Muslim Indonesia yang memiliki tingkat ortodoksi tinggi dapat diklasifikasikan ke dalam varian santri. Hanya saja dalam tulisan ini, santri dialamatkan kepada kalangan Muslim tradisionalis yang tidak saja perhatian terhadap doktrin, melainkan juga terhadap detail keupacaraan ataupun tradisi lokal. Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, hal., 172-173.  2 Snow, misalnya, mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif yang terorganisasi dan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk menentang otoritas institusi maupun kultural. David Snow, “Framing Process, Ideology dan Discursive Fields”, dalam The Blackwell Companion to Social Movements, Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2004, hal., 381-412. 
2  sosial dengan dimensi pluralistik. Mengikuti pendapat Singh, gerakan sosial kontemporer, ditentukan oleh keragaman dalam hal pencarian tujuan, sarana dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial. Konsekuensinya, gerakan sosial semacam itu sifatnya adalah plural, jamak dan majemuk, --mengikuti berbagai jejak, mengejar tujuan berbeda dan menyuarakan kepentingan yang beragam3.  Selain itu, gerakan sosial kontemporer juga tidak mengambil bentuk, pendekatan dan strategi tunggal berupa demontrasi massa yang disertai dengan kekerasan (anarkhi). Diplomasi, negosiasi, advokasi, pendidikan kewargaan (civic education), pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat akar rumput (social empowerment), penggalangan tanda tangan, menulis dan mempublikasikan berita protes di media, dan sejenisnya merupakan varian-varian baru yang muncul dari gerak perjuangan sosial kontemporer. Penggunaan instrumen organisasi-organisasi civil society dalam bentuknya asosiasi kewargaan, organisasi massa (ormas), organisasi non-pemerintah (ornop), sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun Non-Gevernment Organizations (NGO), juga menjadi ciri penting dari gerakan sosial kontemporer4.  Satu hal yang cukup menarik dalam kajian gerakan sosial (dan kerap dipandang sebelah mata) oleh para ahli ialah soal keterlibatan agama di dalamnya. Dalam pandangan Marxisme, agama cenderung dipandang kurang potensial dalam mendukung gerakan perubahan sosial. Impotensi agama dikaitkan dengan kenyataan bahwa para pemuka agama di Eropa abad pertengahan, telah menjadi bagian dari oligarki yang menindas. Karena penindasan itulah (yang diberikan                                                           3 Rajendra Singh, Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique, New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publications, 2001, hal., 102-103. 4 Dalam melakukan aktivitas sosialnya, berbagai organisasi civil society (ornop, ormas, NGO, dan LSM), banyak dilatarbelakangi oleh ruang lingkup gerakan dan pilihan ideoligi-politiknya. James Petras, memetakan polarisasi di kalangan NGO, pertama, NGO yang bersedia menjadi agen kepentingan wacana global neo-liberalisme; kedua, NGO reformis yang berusaha mengkritisi dan mereformasi gerak langkah WTO, IMF, World Bank, dan sejenisnya; ketiga, NGO radikal yang lantang melakukan perlawanan terhadap gerak langkah globalisasi. Sedangkan menurut Mansour Fakih dkk., polarisasi NGO di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam, pertama, NGO developmentalis yang merupakan kepanjangan tangan dari proyek pemerintah; kedua, NGO grass roots yang memilih strategi bergerak di komunitas masyarakat level paling bawah; dan ketiga, NGO transformatif yang memilih bergerak di kalangan masyarakat menengah kota. Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi, Malang: Intras Publishing, 2012, hal., 55-56.   
3  melalui pemberian dukungan politik kepada penguasa maupun hegemoni kesadaran), rakyat menjadi semakin pasif, pasrah dan tidak tergerak untuk mengubah keadaan yang buruk tersebut dengan cara memperjuangkan nasibnya melalui kekuatan dan energi yang dimilikinya5.  Dalam era kontemporer pun, agama tidak jarang dimanpulasi oleh kekuatan-kekuatan dominan, untuk memperkuat dan memelihara stabilitas kekuasaan mereka.  Pengalaman Indonesia selama Orde Baru, misalnya, menegaskan betapa rezim berkuasa terus menerus mengontrol agama dan sekaligus memanfaatkannya untuk kepentingan status quo. Dalam kaitannya dengan kapitalisme global, agama tidak hanya menampilkan kontradiksi kerasnya sebagaimana dieskpresikan oleh kalangan Islam politik ataupun Islamisme6. Sebaliknya, Islam dapat dikomodifikasi oleh agen-agen kapalis, baik lokal maupun global, untuk kepentingan ekonomi bisnisnya. Menjamurnya aneka produk konsumsi seperti makanan, pakaian, fashion, perbankan, dan aneka properti kehidupan yang berlabelkan syari’ah (popular dengan sebutan syar’i), dipandangsebagai manifestasi dari bukan dominasi spirit keislaman, melainkan lebih merefleksikan etos kapitalisasi (komodifikasi berlabelkan agama). Sebaliknya, cara pandangan lebih progresif terhadap agama, memahami agama potensial bagi aksi gerakan dan perubahan sosial. Engels, misalnya, tokoh Marxisme ini melihat adanya kesamaan dalam pola pendukung gerakan antara agama Kristen primitif dengan sosialisme modern, agama sebagai alat perjuangan bagi kaum tertindas dan teraniaya. Keduanya bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan ketidakadilan. Perbedaannya, Kristen                                                           5 Dalam konteks relasi antar kekuasaan yang menindas dan kesadaran para korban itulah, Marx menjelaskan posisi agama. Pengetahuannya yang terbatas soal agama, membuat Marx mengambil kesimpulan yang sederhana pula bahwa agama tidak saja menjadi relasi spiritual yang kodrati dan abstrak, tetapi juga terkait dengan relasi kekuasaan yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari umat manusia. Dalam German Ideology, Marx menyatakan bahwa agama merupakan ideologi yang ‘dibentuk’ oleh produksi material dan berkaitan erat dengan hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………………., hal., 82. 6 Untuk catatan detail mengenai Islam sebagai ideologi radikal yang impotensial bagi perubahan sosial kea rah yang lebih demokratis, lihat, misalnya, Khamami Zada, Islam Radikal, Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia, Jakarta: Teraju (2002); Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press (2004); Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia, Disertasi Ph.D, Universiteit Utrecht, Belanda (2005), dan lain-lain. 
4  primitif mengalamatkan pembebasan pada kehidupan alam akherat kelak. Sedangkan sosialisme cenderung menempatkannya pada kehidupan di dunia saat ini7.  Demikian halnya dengan Islam, agama ini juga menampilkan unsur progresif dalam gerakan sosial. Dalam tulisannya, Asghar Ali Engineer, menegaskan bahwa Islam diartikulasikan oleh sebagian pengikutnya sebagai (bukan sebatas ideologi perlawanan) teologi pembebasan. Sebagai teologi pembebasan, Islam pada dasarnya, pertama, tidak menginginkan status quo yang memihak kepada golongan kaya dalam berhadapan dengan golongan miskin; kedua, kehadiran Islam justru memainkan peran sebagai pembela kelompok yang tertindas (mustadz’afin) dan tercerabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan dan/atau mengimbangi kekuatan yang menindasnya; dan ketiga, Islam tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam sejarah kehidupan umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri8.    Dalam konteks gerakan sosial di Indonesia, Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo, menampatkan agama sebagai unsur penting dalam gerakan sosial. Agama kerap digunakan oleh kekuatan oposisi sebagai sumber legitimasi dan bahkan ideologi perlawanan. Para elit agama, kyai, dan pimpina tarekat menjadikan otoritas dan jaringan keagamaan yang dimilikinya, untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan kaum kolinialisme. Tidak jarang pula agama digunakan masyarakat kelas bawah sebagai kekuatan supranatural yang bersifat mitologis, baik untuk bertahan ataupun melawan berbagai situasi dan kondisi yang mensubordinasikannya. Gerakan Mesianisme atau Ratu Adil dapat dipandang sebagai eksemplar dari aksi-aksi protes masyarakat bawah, yang menggunakan spirit mitologis keagamaan.                                                            7 Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………………., hal., 83. 8 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal., 1-2. 
5  Sementara itu, Robert W. Hefner memberikan catatan khusus terkait peran progresif agama (Islam) dalam konteks Indonesia pasca kolonialisme. Melalui asosiasi kewargaan dan organisasi civil society Islam (Hefener menyebutnya dengan istilah civil Islam) yang dimotori oleh tokoh-tokoh intelektual Muslim berhaluan liberal-progresif, Islam telah berhasil menampilkan diri sebagai kekuatan reformis dalam mendesakkan perubahan sosial. Sepanjang periode 1980-an sampai 1990-an, Islam benar-benar menjelma menjadi kompetitor paling tangguh bagi dominasi rezim Orde Baru dan sekaligus kekuatan Islam politik. Melalui kerja-kerja kulturalnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sipil (civil society), Islam membuktikan diri sebagai agen pergerakan sosial yang lantang menyuarakan perubahan dan demokratisasi9.  Kendatipun sudah banyak tulisan yang mengulas kaitan antara agama dan gerakan sosial menurut cara pandang progresif, namun tidak semua studi yang ada sudah mengelaborasi secara cukup komprehensif peran agen-agen agama dalam melakukan gerakan sosial dalam kontradiksinya dengan kekuasaan negara dan pemodal. Menonjolnya pendekatan Weberian membuat studi-studi yang ada, lebih banyak mengelaborasi dimensi etis, moral, dan ideologis yang bersumber dari ajaran agama sebagai varibles utama dalam men-driving kaum santri untuk terlibat dalam berbagai gerakan sosial. Kajian-kajian semacam ini, cenderung melihat kaum santri sebagai agen perubahan progresif dalam segala situasi dan kondisi.    Tulisan ini sendiri memang cenderung mengikuti cara pandang progresif yang melihat agama memiliki peran penting dalam setiap gerakan perubahan sosial. Sulit dipungkiri jika keterlibatan kaum santri dalam aksi-aksi protesnya itu, lepas sama sekali dari motif, tujuan dan kepentingan luhur yang bersumber dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Meski demikian, tulisan ini juga menyadari bahwa cara pandang yang terlampau empatik dan progresif terhadap agama, tidaklah sepenuhnya tepat digunakan. Sebagai agen agama, aksi-aksi kolektif yang dilancarkan kaum santri, tidaklah mutlak dimotivasi oleh ajaran dan ujaran                                                           9 Robert W. Hefner, Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia, United Kingdom: Princeton University Press, 2000; Robert Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” Sociology of Religion, 32/4, 2001, 498. 
6  agamanya. Bagaimanapun, mereka itu bukanlah Nabi yang tidak memiliki jenis kepentingan apapun, kecuali menunaikan titah ketuhanan berdasarkan tuntutan dan tuntunan risalah kenabian. Mereka adalah manusia biasa yang hidup dan berada dalam tuntutan kehidupan yang bersifat materialistik. Karenanya, aksi-aksi protes yang dilakukan kaum santri tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan ataupun tujuan perjuangan yang bersifat politis. Berbeda dari pandangan mainstream yang cenderung memahami gerakan resistensi kaum santri atas kekuasaan, sebagai bentuk kapitalisasi agama untuk kepentingan politik atau sebaliknya memanfaatkan gerakan sosial untuk tujuan agama, tulisan ini memahami keduanya sebagai entitas yang saling berkelindan dan bahkan overlapping. Sulit dipungkiri jika sebagian dari kaum santri, yang terlibat dalam aksi penolakan tambang itu, tidak memanfaatkan agama sebagai kapital kultural dan simbolik guna mendapatkan keuntungan politik dan material. Saat bersamaan, elemen-elemen santri yang terlibat dalam gerakan oposisional itu, bukanlah segerombolan pemburu rente yang tidak segan-segan memanipulasi agama untuk tujuan ekonomi-politik semata. Bagaimanapun, agen-agen pergerakan dari kaum santri itu adalah entitas social yang jamak dan majemuk, maka corak kepentingan yang mewarnai perjuangan mereka pun, hampir dipastikan, tidaklah tunggal apalagi seragam.  Spesifik, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih jauh mengenai pergumulan kaum santri dalam dunia gerakan sosial kontemporer. Kajian difokuskan pada pemahaman mengenai peran kaum santri dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban, Jember dalam konteks sosial-politik pasca Orde Baru. Hal ini dipandang menarik mengingat kecenderungan umum pasca Orde Baru, pola relasi antara kelompok-kelompok sosial dan organisasi-organisasi sipil pada umumnya dalam interaksinya kekuasaan, relatif lebih akrab, terbuka dan cair. Dalam pola relasi demikian, tentunya menarik mencermati posisi oposisional yang diambil kalangan santri dalam berhadapan dengan negara dan pemodal dalam kasus eksplorasi tambang pasir besi di Paseban. Mengutip pendapat Jose Casanova, penelitian ini berpandangan bahwa tidak semua ekspresi kaum santri tradisional itu adalah konservatif ataupun ekslusif, sebaliknya agama di tangan mereka dapat 
7  menjadi bagian penting dari kekuatan politik progresif untuk mendesakkan perubahan dan demokratisasi10. Bagaimanapun pilihan topik kajian ini dipandang cukup menarik jika dikaitkan dengan dominasi kajian-kajian gerakan keagamaan yang melihat potensi destruktif dari agama dalam menciptakan tatakan kehidupan sosial yang demokratis. Sebagaimana diketahui, kajian mengenai gerakan Islam radikal sangat mendominasi wajah kajian gerakan sosial-keagamaan dewasa ini. Selain itu, topik kajian juga dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan sejumlah kritik yang dialamatkan kepada fragmentasi, polarisasi, dan konflik di kalangan internal agen-agen gerakan sosial dari kalangan santri. Tren yang berkembang pasca Orde Baru adalah bangkitnya kekuatan Islam di ranah publik yang tetap mengalami kesulitan untuk mengonsolidasikan diri ke dalam blok kekuatan reformis. Alih-alih berkembang menjadi kekuatan reformis yang semakin kohesif, agen-agen Islam public justru terjebak dalam aksi-aksi sosial-politik yang pragmatis dan konservatif. Tentunya, kemunculan kaum santri yang memperjuangkan agenda reformis dalam aksi penolakan tambang di Paseban, menjadi satu perkecualian yang menarik untuk dijadikan bahan kajian. B. Rumusan Masalah Sejumlah pertanyaan yang penting hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:   1. Siapa saja kaum santri yang terlibat dan melibatkan diri dalam gerakan social menolak tambang di Paseban, Jember? 2. Jenis pertimbangan dan kepentingan semacam apa yang mendorong kaum santri untuk terlibat dan melibatkan diri dalam gerakan social kontra tambang di Paseban, Jember?  3. Bagaimana pengaruh gerakan sosial kontra tambang yang dilakukan kaum santri bersama-sama elemen civil society lainnya terhadap perkembangan demokrasi di Jember?                                                              10 Jose Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press, 1994.  
8  C. Tujuan Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi actor-aktor gerakan social dari kalangan santri dan peran sertanya dalam memperkuat gerakan civil society untuk menolak tambang di Paseban, Jember. Sudah tentu, keterlibatan kaum santri melahirkan pengalaman social yang sifatnya khas dan unik, yang boleh jadi, tidak akan sama persis dengan pengalaman sosial yang dialami agen-agen civil society lainnya yang terlibat dalam aksi serupa. Dengan menfokuskan pada kekhasan pengalaman unik aktor, penelitian ini diharapkan bisa mengungkap berbagai hal yang tidak sempat terungkap, muncul, dan bahkan terpinggirkan oleh wacana dominan yang muncul di pemberitaan media massa, pembicaraan tokoh, dan kajian-kajian akademik yang memang kurang memberikan porsi proporsional terhadap keberadaan dan peran aktor sosial ini.     Lebih lanjut, melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran lebih detil, kompleks dan sekaligus kontekstual mengenai: (1) keragaman actor gerakan social dari kalangan santri dalam menentang kebijakan pemerintah soal eksplorasi tambang pasir di Paseban, Jember; (2) alasan dan motif yang turut mendorong kaum santri dalam melancarkan gerakan sosial kontra tambang di Paseban, Jember; (3) pengaruh gerakan sosial kontra tambang terhadap perkembangan civil society dan demokrasi di Jember. D. Manfaat Penelitian Keterlibatan kaum santri dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban, Jember, dapat dijadikan sebagai kasus menarik guna melakukan penilaian terhadap peran kaum santri dalam gerakan dan perubahan social di tingkat lokal. Apakah kaum santri merepresentasikan kekuatan civil Islam yang dalam aksi sosialnya berorientasi pada agenda perubahan dan demokratisasi, ataukah sebaliknya sebagai kekuatan uncivil Islam yang dalam setiap gerak social-keagamaannya justru kontraproduktif dengan semangat demokrasi. Tentu saja, semua ini akan sangat tergantung dengan motif dan kepentingan aktor gerkan sosial kontra tambang. Kendatipun posisi kaum santri berada di barisan civil society yang berseberangan 
9  dengan kekuasaan (negara dan pasar), tidak lantas menjadikannya sebagai agen Islam reformis jika hidden agenda-nya adalah kepentingan politik jangka pendek.  Dalam ranah diskursus keilmuan, tentu saja hasil kajian ini diproyeksikan untuk dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana pemikiran yang lebih segar mengenai peran agen-agen agama (dalam hal ini kaum santri) dalam gerakan dan perubahan sosial. Sejumlah karya mengenai agama dalam ruang publik (public sphere), sebagaimana diwariskan oleh para ahli seperti Jose Casanova, Robert N. Bellah, Philip E. Hammond, Ronald F. Thiemann, D. Herbert, Robert W. Hefner, dan lain-lain, menegaskan bahwa keberadaan agama dinilai positif dan cenderung memberikan sumbangan penting bagi perubahan social-politik demokratis. Menurut mereka, alih-alih Islam semakin tenggelam, teralienasi dan termarginalkan dalam kehidupan masyarakat modern, sebagaimana prediksi teori modernisasi ataupun sekularisasi, justru ia kian eksis dan memiliki peran penting dalam ranah publik dan politik11. Sebagai kelanjutannya, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diramu menjadi pengetahuan yang tidak sebatas berujung pada justifikasi keberadaan dan peran penting Islam dalam ranah publik di era pasca reformasi.  Penelitian ini sendiri tidak akan keluar dari argumentasi dasar sebagaimana dikemukakan para ahli public religion tersebut. Namun demikian, kajian ini akan lebih mengelaborasi hubungan dinamis antara agama (Islam) dalam interaksinya dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya di ranah publik dan politik. Karena itu, hasil penelitian bisa memberikan wawasan teoritis baru mengenai hubungan agama dan negara; agama dan masyarakat sipil; dan agama dan gerakan perubahan sosial. Konteks lokal dan periode pasca Orde Baru yang menjadi setting penelitian ini, dipastikan bisa menjadikan temuan kajian semakin aktual, kontekstual, dan unik, yang tidak akan persis sama dengan hasil temuan kajian yang mengambil setting sosial-politik makro.                                                           11 Sumanto Al Qurtuby, “Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics,” Studia Islamika, Vol. 20, No. 3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013. 
10  Pemilihan kaum santri sebagai aktor public Islam, sudah barang tentu memberikan nilai lebih tersendiri. Dengan demikian, hasil kajian juga diharapkan dapat mengangkat kembali pamor kaum santri dalam diskursus Islam Indonesia yang tidak hanya berkutat dengan isu-isu keagamaan seperti pedidikan Islam, dakwah, dan deradikalisasi. Lebih dari itu, kaum santri akan semakin diperhitungkan sebagai agen civil society Islam yang aktif dalam gerakan social baru (new social movements) untuk merespon isu-isu sosial dan politik kontemporer seperti kemiskinan, krisis ekologi, hak asasi manusia (HAM), keadilan gender, hak-hak reproduksi perempuan, perubahan social dan demokratisasi12.   Tidak sebatas memperkaya dan memperluas wawasan dan diskursus yang bersifat konseptual-teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan humanis. Temuan-temuan riset tentunya dapat disosialisasikan dan dinegosiasikan oleh pihak-pihak berkepentingan kepada para pemangku kebijakan, sehingga dalam membuat keputusan mereka mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan. Demikian pula, para aktivis lingkungan, advokat kemanusiaan, dan praktisi pemberdayaan, dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai bahan aksi sosial dalam melakukan literasi dan edukasi terhadap setiap elemen masyarakat, sehingga persoalan tambang bisa menjadi persoalan dan keprihatinan publik pada umumnya. E. Struktur Pembahasan Bab I, pendahuluan, menjelaskan persinggungan agama dengan gerakan sosial dengan focus pada peran kaum santri dalam aksi-aksi kolektif yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Di samping latar belakang masalah, bab I memuat pula ulasan mengenai rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (research question) yang hendak dijawab dalam penelitian, tujuan, manfaat dan struktur pembahasan.                                                            12 Dalam hal ini, penelitian akan mengembangkan kajian-kajian senafas sebelumnya seperti karya Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1974; Nurcholish Madjid, “Pesantren dan Tasawuf”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1974; Abd A’la, Pembaruan Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2006. 
11  Bab II, kerangka teori, mengulas sejumlah konsep dan teori serta literature reviews yang relevan dengan topik bahasan. Di antara sejumlah teori yang dikemukakan dalam bab ini antara lain adalah gerakan sosial baru: kritik, teori dan tipologi; agama dan gerakan sosial baru; kaum santri dalam dunia pergerakan sosial baru. Kombinasi antara literature reviews dan kajian teoritis ini, di samping berfungsi menjadi acuan teoritis dalam mengkaji pokok persoalan, sekaligus juga untuk memastikan posisi penelitian ini di antara sejumlah hasil penelitian yang mengkaji persoalan yang serupa. Bab III, metode penelitian, membahas pendekatan dan prosedur-prosedur penelitian mulai dari penentuan informasn, penggalian data sampai analisis data. Uraian mengenai metode penelitian ini tidak hanya bertolak dari konsep atau teori tentang metode penelitian sebagaimana dalam teks, namun yang lebih penting dari semua itu adalah abstraksi dari pengalaman-pengalaman lapangan peneliti dalam mempergunakan kerangka konsep metodologi itu dalam kancah.   Bab IV, mendeskripsikan gambaran geografis dan sosiologis pesisir Paseban yang menjadi setting penelitian dan sekaligus pusat bagi rencana eksplorasi tambang. Di antara sub-pokok bahasan yang dikemukakan dalam bab ini adalah ekologi pesisir Paseban, lahan dan pekerjaan, kehidupan sosial dan keagamaan, jalan lintas selatan (JLS), potensi sumberdaya alam pasir besi, derap langkah pemilik modal dalam soal tambang, dan gejolak sosial dan polarisasi warga masyarakat dalam merespon kebijakan tambang. Bab V, memaparkan keterlibatan dan aktivisme kaum santri dalam aksi-aksi protes menolak tambang. Sejumlah sub-pokok bahasan yang diulas antara lain adalah aktor-aktor gerakan sosial dari kalangan kaum santri (elit santri pedesaan, aktivis santri mahasiswa, aktivis LSM, pengurus ormas Islam), basis sosial dan pola relasional kaum santri dalam gerakan sosial, dan bentuk-bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum santri dalam menolak tambang. Bab VI, mengelaborasi aneka jenis motif dan kepentingan yang mendasari kaum santri untuk terlibat dalam aksi-aksi sosial menolak tambang. ada dua sub-pokok bahasan penting, yaitu argumentasi penolakan tambang dan persaingan kaum 
12  santri dalam memperebutkan akses dan control pengelolaan sumberdaya alam tambang. Bab VII, membahas keterkaitan antara gerakan sosial dan dampaknya terhadap demokratisasi di tingkat local. Tiga sub-pokok bahasan yang dibahas dalam bab ini, yaitu kapasitas kaum santri sebagai agen civil society, perubahan sikap dan kebijakan negara, dan pola relasi antara keduanya. Bab VIII, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran ataupun rekomendasi. 
13  BAB II ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL BARU DI INDONESIA SUATU KERANGKA TEORITIK    Gerakan social tidak hanya dipahami sebagai bentuk aktivitas sekelompok orang atau tepatnya aksi kolektif yang berkorelasi dengan usaha-usaha untuk mendesakkan terjadinya perubahan. Di sisi lain, terdapat pula aksi-aksi kolektif yang justru bertujuan untuk mendukung, mempertahankan dan melindungi status quo. Jenis gerakan social pertama kerap digunakan oleh sejumlah ahli untuk menandai sejumlah eksemplar gerakan bernada reformis ataupun progresif, seperti gerakan pro-perubahan, gerakan pro-demokrasi, dan sejenisnya. Sebagai anti-tesanya. jenis gerakan social kedua dialamatkan kepada berbagai gerakan yang berorientasi pada kemapanan (status quo), gerakan kontra demokrasi, dan sejenisnya. Kedua jenis gerakan sosial ini kerap terlibat persaingan untuk menentukan format dan arah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.  Sementara itu, diskursus tentang gerakan sosial itu sendiri, kerap berkelindan dengan agama. Aksi-aksi kolektif yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok umat beragama, dapat dikatakan sebagai bagian dari gerakan sosial. Dalam kaitan keduanya, sebagian ahli berpandangan jika agama justru berperan sebagai alat politik, sumber legitimasi dan justifikasi bagi gerakan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan status quo. Sebagian lainnya berpandangan sebaliknya, agama kerap menjadi sumber legitimasi, nilai, etik, spirit, dan kekuatan moral bagi gerakan sosial yang berkepentingan untuk mendesakkan perubahan sosial ke arah yang lebih demokratis.  Bab ini memaparkan ulasan teoritis mengenai keterkaitan antara agama (Islam) dan gerakan sosial baru. Sejumlah teori yang berkaitan dengan kedua konsep (variable) utama itu, akan digunakan sebagai suatu perspektif dalam memandu peneliti dalam memahami pokok persoalan, yakni keterlibatan kaum santri dalam gerakan sosial melawan rencana eksplorasi tambang pasir di Paseban, Jember. 
14         A. Gerakan Sosial Baru: Kritik, Teori dan Tipologi Istilah gerakan sosial baru (GSB) digunakan oleh para ahli sebagai penanda untuk membedakan diri dari gerakan sosial lama (GSL). Teori-teori GSB hadir untuk memberikan respon kritis dan bahkan counter-discourse terhadap teori-teori GSL. Menurut para proponen teori GSB, teori-teori yang ditawarkian oleh GSL dinilai sudah ketinggalan zaman, dan tidak memadahi lagi untuk bisa menjelaskan fenomena-fenomena aktual dalam kehidupan masyarakat modern. Kelemahan mendasar dari teori GSL antara lain adalah gagasannya yang terlampau deterministik, monolitik, dan tentu saja reduksionistik. Teori tindakan kolektif, misalnya, cenderung memahami gerakan social sebagai respon massa yang bersifat emosional terhadap situasi yang tidak stabil dengan menafikan peran individu dengan segenap kesadarannya1. Kebalikannya, teori pilihan rasional (rational choice) justru memberikan bobot berlebihan terhadap otonomi dan rasionalitas individu dan mengabaikan kesadaran kolektif (massa) yang terlibat dalam gerakan sosial. Teori ini berargumen bahwa berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, korporasi atau organisasi sosial dan keagamaan, merupakan manifestasi sebuah tindakan individu-individu yang rasional dan dilakukan secara sadar. Keterlibatan individu-individu dalam gerakan social itu tidak lain adalah untuk mengejar kepentingan individual bukan kepentingan kolektif yang bersifat objektif2.                                                            1 Pandangan senada dikemukakan oleh para teoritisi perilaku kolektif. David Popenoe (1977: 259) melihat perilaku kolektif seringkali muncul sebagai respon atau stimulus terhadap sebuah situasi yang tidak stabil secara spontan dan tidak terstruktur. Neil Smelser (1962) perilaku kolektif dalam bentuk gerakan social merupakan efek samping dari transformasi social yang berjalan begitu cepat dan dalam skala besar. Ralp H. Turner dan Lewis M. Killian (1972) menjelaskan bahwa perilaku kolektif hanya terjadi, meskipun tidak harus selalu, ketika organisasi negara dan masyarakat berhenti memberikan arahan dan menyediakan saluran bagi masyarakat. Tumbuh suburnya perilaku koektif dalam bentuk gerakan social didorong oleh, keterasingan social, ketiadaan norma yang menjadi kapasitas individu dalam masyarakat, dan lumpuhnya mekanisme control social. Baca Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal., 6-11. 2 Olson berpendapat bahwa jika anggota-anggota dalam beberapa organisasi memiliki kepentingan dan tujuan sama, jika mereka akan menjadi lebih baik jika tujuan bersama tersebut dapat dicapai, mereka akan bertindak untuk mencapai tujuannya sebagai bentuk rasionalitasnya dan kepentingan pribadinya. Individu-individu yang rasional dan berpijak kepada kepentingan atas dirinya, tidak akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompoknya. Dalam hal ini, mereka tidak akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan kolektif, namun ketika 
15  Tidak jauh beda halnya dengan teori-teori gerakan sosial yang bercorak Marxisme seperti teori perjuangan kelas (class struggle), vanguard dan hegemoni budaya. Jamak dietahui bahwa konsep perjuangan kelas, cenderung menempatkan aksi-aksi kolektif dalam bentuk revolusi, gerakan sosial dan politik perlawanan yang sifatnya radikal, sebagai bentuk pilihan rasional masyarakat kelas bawah untuk dapat keluar dari situasi penindasan. Hanya melalui cara perjuangan kelas, kelompok yang tertindas bisa keluar dari jebakan penindasan. Mereka yang tertindas tidak bisa berharap pada lembaga-lembaga negara, peradilan dan lembaga-lembaga social seperti organisasi keagamaan. Sebab, semua jenis lembaga ini, telah terkooptasi dan menjadi alat yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya3. Sedangkan, konsep vanguard (sebagaimana dikemukakan oleh Lenin) lebih memahami bahwa sekumpulan individu-individu yang terlatih, professional, terpimpin dan berdisiplin tinggilah, yang dinilai akan memberikan sumbangan berarti dalam melengkapi teori perjuangan kelas. Dalam teori ini, penindasan dinilai bukan sebagai satu-satunya faktor tetapi diperlukan organisasi dan kepemimpinan untuk mendorong terwujudnya perjuangan kelas yang dipergunakan oleh para akademisi gerakan social dalam mengembangkan teori mobilisasi struktur di kemudian hari. Terkait dengan kesadaran palsu (yang dinilai Marx sebagai penghambat keberhasilan gerakan social), Lenin justru berpandangan jika revolusi social akan berhasil bila para penggerak perjuangan kelas memulainya dengan membentuk partai revolusioner sebagai pemimpin buruh, yang selanjutnya dikenal dengan vanguard4. Adalah Antonio Gramsci yang mencoba menutupi kekurangan dua pandangan di atas dengan menggagas teori hegemoni budaya. Menurutnya, partai revolusioner saja (sebagaimana dikemukakan Lenin) tidak cukup untuk mewujudkan perjuangan kelas, diperlukan sosok-sosok intelektual organik dari kalangan buruh, untuk dapat mengimbangi dominasi budaya-budaya kelas kapitalisme yang sudah menggurita dan merasuk ke jantung masyarakat dan                                                           tujuan kolektif tercapai maka otomatis mereka akan menikmatinya jugaAbdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik……………., hal., 11-12. 3 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik……………., hal., 17-19. 4 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 20-21. 
16  intelektual tradisional dan individu-individu yang berasal dari luar kelas buruh. Menurut Gramsci, tidak munculnya kesadaran kelas para buruh untuk melakukan perjuangan kelas juga disebabkan oleh upaya kelompok borjuis mempergunakan para intelektual yang ada di masyarakat seperti pendeta, tenaga pengajar, untuk melakukan berbagai upaya menjustifikasi penindasan yang dilakukan oleh pemilik alat produksi melalui ajaran agama, penelitian dan ketokohan mereka di masyarakat5. Selain menjadi pembeda, tentu saja teori GSB juga merepresentasikan suatu cara pandang, pendekatan, dan paradigma yang diklaim lebih baru dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Meski demikian, teori GSB tidak dapat dikatakan sebagai teori baru yang sama sekaliberbeda dari teori GSL. Di samping sebagai revisi, kehadiran teori GSB juga merupakan kesinambungan dari teori GSL. Dalam hal ini, para proponen teori GSB berusaha menawarkan suatu wacana alternatif dan berkelanjutan sebagai respon kritis terhadap masyarakat yang membutuhkan paradigma baru dalam menghadapi tantangan-tangan baru yang kompleks seperti dominasi baru, hegemoni baru, dan penindasan baru. Secara umum, teori GSB memiliki ciri-ciri utama, antara lain adalah, pertama, GSB memandang dan menempatkan aktivitas gerakan social sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif; kedua, memperbaiki dan mengontekstualisasikan teori-teori gerakan social sebelumnya ke dalam era kekinian seperti mengeneralisasi teori eksploitasi kelas Marx menjadi teori keluhan yang dinilai lebih cocok digunakan untuk konteks saat ini; ketiga, teori GSB dinilai berhasil dalam mengidentifikasi factor-faktor yang turut menfasilitasi tumbuhnya gerakan social, kuat lemahnya dan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan social6.  Rajendra Singh, salah seorang pioner GSB dari India, menjelaskan bahwa teori GSB memiliki empat karakteristik penting, yaitu pertama, ruang civil society semakin berkurang keberdayaannya karena kuatnya kontrol negara dan ekspansi pasar yang berakibat pada self defence dalam komunitas untuk menentang hal                                                           5 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 22-24. 6 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 24. 
17  tersebut; kedua, merevisi pandangan Marxis yang melihat semua bentuk perjuangan adalah perjuangan kelas, dan menjelaskan jika banyak perjuangan yang muncul di era kontemporer sekarang ini tidak berbasis pada kelas dan menekankan isu non-materialistik; ketiga, gerakan sosial baru umumnya mengembangkan politik akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan dasar kelembagaan yang terbatas; dan keempat, struktur gerakan sosial baru ditentukan oleh pluralitas pencarian tujuan, sarana dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial. Konsekuensinya, berbagai aksi sosial adalah plural, mengikuti berbagai jejak, mengejar tujuan berbeda dan menyuarakan kepentingan yang beragam7. Lebih lanjut, Singh menjelaskan bahwa GSB pada dasarnya juga meliputi teori mobilisasi sumberdaya dan teori berorientasi identitas. Asumsi dasar dari teori mobilitas adalah bahwa gerakan kontemporer membutuhkan bentuk komunikasi dan organisasi yang canggih daripada sekedar terompet dan drum sebagaimana dilakukan oleh gerakan sosial lama. GSB merupaka sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional. Sedangkan teori berorientasi identitas mengajukan pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. Teori ini sebenarnya bertolak belakang dengan teori mobilisasi yang dinilai cenderung memaksakan model rasional voluntaristik dan neo-utilitarian untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Sebuah gerakan tidak selalu merepresentasikan strategi kalkulasi untung dan rugi.  Secara umum, kedua teori ini menyatakan bahwa aktor yang berpartisipasi dalam mobilisasi kolektif itu dilandasi oleh kesadaran, rasional, berintegrasi dalam derajat tertentu, dan merupakan anggota masyarakat yang terorganisir8. Senada dengan Singh, seorang ilmuwan Perancis, Jean Cohen, juga memberikan empat karakteristik dari GSB, yaitu: pertama, umumnya actor-aktor GSB tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia di masa lalu; kedua, actor-aktor berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberbagaian, tanpa                                                           7 Rajendra Singh, Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique, New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publications, 2001, hal., 102-103. 8 Rajendra Singh, Social Movement……………, hal., 106-114. 
18  menolak partai politik, prinsip egaliter, demokrasi, parlemen dan hukum; ketiga, para actor melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui pengalaman; dan keempat, para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar9.  An Swidler, seorang sosiolog Jerman, menjelaskan bahwa GSB harus diperhatikan dalam tiga level utama, yaitu: pertama, level konteks di mana dan kapan ia muncul; kedua, level simbolik yang mampu mejelaskan apa yang menjadi gerakannya; dan ketiga, level organisasinya, seperti apakah bentuk organisasinya, voluntarisme dan strukturnya. Ketiganya harus dibaca dalam kesatuan cultural power yang memberikan penekanan pada adanya kontinuitas gerakan dan kesinambungan actor penggeraknya10.  Beragam karakteristik teori-teori GSB, sebagaimana dikemukakan para ahli di atas, relevan dengan sejumlah teori GSB yang selama ini sudah dikenal. Di antara teori-teori GSB yang penting dipertimbangkan dan relevan dijadikan sebagai perspektif dalam menjelaskan keterlibatan kaum santri dalam gerakan social menolak tambang pasir di Paseban, Jember, dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini. 1. Teori Keluhan Teori ini memodifikasi gagasan-gagasan utama Marx terutama berkaitan dengan konsep eksploitasi kelas yang kemudian dimodifikasi dan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam mempelajari gerakan social dan berbagai bentuk politik perlawanan lainnya. Teori keluhan ini juga dipergunakan untuk menjebatani perdebatan para ahli gerakan sosial dalam menganalisis pemicu utama gerakan social dan bingkai produk berbagai bentuk eksploitasi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Ketimpangan pola relasi antara laki-laki dan perrempuan, misalnya, dipahami oleh teori keluhan sebagai factor penting dalam melahirkan gerakan social11.                                                           9 Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam……………, hal., 246. 10 Ann Swidler, “Cultural Power and Social Movement”, dalam Cultural Sociology, Lyn Blacwell, UK, Spillman, 2002, hal., 324-332. 11 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 26. 
19  Dalam pandangan Alberto Melucci, gerakan social baru –sebagai bentuk reaksi dan keluhan baru—justru ingin melakukan perlawanan terhadap intervensi negara dan pasar yang terlalu besar dalam ruang privat individu-individu dan berupaya merebut kembali otonomi sebagai individu yang telah dihancurkan oleh sebuah sistem yang sangat manipulative. Karena itu, gerakan social baru tidak akan berhenti hanya pada level untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan usaha produksi yang lebih berimbang dengan para pemilik modal, tetapi lebih pada upaya untuk melaukan perlawanan terhadap lembaga-lembaga negara yang telah melakukan intervensi melalui apparatur birokrasi dalam kehdiupan sehari-hari12.  Sependapat dengan para ahli gerakan social di atas, Joe Fowerker, mengutip Mouffe, berpandangan bawha keluhan baru mendorong gerakan social baru dalam konteks negara-negara di Eropa Barat. Keluhan itu berupa bentuk baru dari subordinasi kapitalisme, komersialisasi kehidupan social, ekspansi kapitalisme yang mengooptasi budaya, kebahagiaan dan seksualitas, birokratisasi masyarakat dan sejenisnya13. Di Indonesia, tidak meratanya pembangunan, tindakan represif pemerintah dalam bentuk penggusuran, perkembangan industrialisasi, penolakan kebijakan populis atau dukungan terhadap kebijakan populis seperti pendidikan gratis, Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), adalah sebagian dari bentuk-bentuk keluhan yang dipergunakan oleh para actor baru dalam membangun gerakan social.  2. Teori Struktur Kesempatan Politik Sebagai bagian penting dari pendekatan proses politik, teori struktur kesempatan politik menfokuskan kajiannya pada momentum aksi kolektif dan hasil dari aktivitas gerakan. Peter Eisinger, salah seorang perintis teori kesempatan politik, menjelaskan bahwa aksi kolektif muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi yang dalam kondisi tertentu mengalami keterbukaan dan dipergunakan oleh para penantang untuk melakukan perlawanan. Eisinger, dengan memodifikasi gagasan Tocqueville (revolusi terjadi tidak di saat kelompok social berada dalam kondisi tertekan, melainkan dalam kondisi keterbukaan), dengan                                                           12 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 27. 13 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 28. 
20  mengujinya melalui riset fenomena protes-protes masyarakat Amerika di wilayah perkotaan. Ia tertarik untuk melihat sejauh mana peran kelembagaan politik mempengaruhi berkembangnya aksi-aksi kolektif; apakah ketika kelembagaan politik dalam posisi tertutup, menjadikan aksi-aksi kolektif berkurang secara kuantitas atau sebaliknya, ketika lembaga politik terbuka, justru protes mengalami peningkatan. Dalam berbagai studinya itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa protes justru berkembang ketika kesempatan politik terbuka14. Mc Adam dan Tarrow, menjabarkan teori struktur kesempatan politik secara lebih rinci. Ada empat varibel yang dapat digunakan untuk menjelaskan kenapa aksi kolektif muncul, pertama, ketika tingkat akses terhadap lembag-lembaga politik mengalami keterbukaan; kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai, sementara keseimbangan politik baru belum terbentuk; ketiga, ketika para elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan; dan keempat, ketika para pelaku perubahan menggalang dukungan para elit yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan15. Spesifik, Sydney Tarrow, menekankan kembali bahwa bentuk-bentuk ketegangan politik mengalami peningkatan ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumberdaya eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam hal ini, teori struktur kesempatan politik selalu berkaitan dengan sumberdaya eksternal yang dimanfaatkan oleh pelaku perubahan melalui terbukanya akses kepada kelembagaan politik dan perpecahan di tubuh para elit politik16. 3. Teori Struktur Mobilisasi Sumberdaya Teori ini concern pada jaringan informal, organisasi gerakan social dan kelompok-kelompok perlawanan di tingkat meso. McCarthy mengungkapkan                                                           14 Peter Eisinger, “The Conditions of Protest Behavior in American Cites”, American Political Review 67, 1973, hal., 11-28. 15 Baca Sydeny Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge: Cambridge University, 1998, hal., 15;  Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 34. 16 Sydeny Tarrow, Power in Movement………………, hal., 15. 
21  bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan social melebur dalam aksi kolektif termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan social. Struktur mobilisasi memasukkan pula serangkaian posisi-posisi social dalam kehidupan sehari-hari dalam struktur mobilisasi di tingkat mikro. Dalam hal ini, unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat bekerja dan elemen-elemen negara itu sendiri menjadi lokasi-lokasi social bagi struktur mobilisasi mikro17. Dalam pemikiran McCarthy tersebut, struktur informal –di samping struktur formal tentunya— menjadi contributor penting dalam gerakan-gerakan social local. Dalam perkembangnnya, konsep itu berkembang menjadi lebih luas ketika dihubungkan dengan mobilisasi gerakan. Woliver, menekankan pentingnya factor ingatan. Sedangkan, Gamson dan Scheidler mengidentifikasi beberapa factor jaringan struktur informal seperti perbedaan dalam sub-kultur dan infrastruktur protes. Dengan mempergunakan mekanisme mobilisasi mikro, Mc Adam ingin menyatakan bahwa hubungan formal dan informal di antara masyarakat dapt menjadi sumber solidaritas dan menfasilitasi struktur komunikasi ketika mereka mengidentifikasi perbedaan kebijakan pemerintah secara bersama-sama18. 4. Teori Framing Process Keberhasilan gerakan social akan sangat ditentukan oleh, salah satunya, sejauhmana para actor gerakan memenangkan pertempuran atas arti. Ini adalah suatu proses di mana actor gerakan social menciptakan dan menggelindingkan wacana yang dapat bergema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi. Ini berkaitan dengan upaya agen-agen perubahan dalam memengaruhi makna dalam kebijaksanaan public. Dalam hal ini, agen perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah social dan ketidakadilan. Ini adalah sebuah cara untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong untuk mendesakkan perubahan19.                                                           17 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 39. 18 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 40. 19 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 41. 
22  Framing dapat dirumuskan pula sebagai seni mengomunikasikan pesan untuk membujuk massa dan meraih dukungan dan partispasi. Karena itu, berbagai isu dan symbol dipilih dan dikontekstualisasi untuk mencapai gaung bingkai (frame resonance), yakni respon-respon memadahi yang akan mengubah mobilisasi potensial menjadi mobilisasi actual. Gaung bingkai aksi kolektif ini menjadi dasar bagi actor gerakan untuk menciptakan identitas kolektif mereka, suatu rumusan orientasi aksi yang bersifat interaktif dan peluang serta rintangan di mana aksi itu berlangsung. Rasa identitas yang kuat menentukan keputusan yang akan diambil oleh para actor dan cara mereka menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mereka dengan situasi yang terus berubah20.  Zald mengidentifikasi beberapa topik yang tidak saja berhubungan dengan proses framing, namun juga memainkan peran penting dalam membentuk framing. Topik pertama adalah kontradiksi budaya dan alur sejarah. Bagi Zald, kesempatan politik dan mobilisasi, seringkali tercipta melalui ketegangan budaya dan kontradiksi yang telah berlangsung lama berkembang dan menjadi bahan proses pembentukan atau penyusunan framing seperti keluhan dan ketidakadilan, sehingga aksi kolektif menjadi mungkin. Topik kedua terkait dengan proses framing sebagai sebuah aktivitas strategi. Keretakan dan kontradiksi budaya menyediakan konteks dan sekaligus kesempatan bagi kader-kader gerakan, yaitu pemimpin, partisipan inti, aktivis dan simpatisan. Ada sebuah proses aktif framing dan pendefinisian ideologi, symbol, peristiwa yang mampu menjadi ikon oleh para pengusaha moral21. Untuk bisa sampai kepada kelompok sasaran, actor gerakan membutuhkan alat dalam menjalankan framing, yakni media. Media termasuk target utama bagi upaya proses framing dalam gerakan social. Dalam hal ini, Zald berpendapat bahwa pengkontesan framing terjadi dalam interaksi berhadap-hadapan dan melalui beragam media cetak dan elektronik, buku, panplet. Aktivis gerakan social mempergunakan warung kopi, café, dan ruang-ruang pertemuan sebagai media                                                           20 Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Geneologi, dan Teori, Yogyakarta: Suka Press, 2012, hal., 134-135. 21 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 43. 
23  berdebat untuk mensosialisasikan isu sehingga kelompok masyarakat berkeinginan untuk terlibat dalam gerakan tersebut22.  B. Agama dan Gerakan Sosial Baru  1. Eksistensi Agama dalam Kehidupan Publik  Teori sekularisme memprediksikan jika agama akan tenggelam dan tidak punya peran penting dalam ruang publik dan politik seiring dengan pertumbuhan akselerasi modernisasi di berbagai belahan dunia. Para penganut teori ini berpendapat bahwa agama akan semakin terprivatisasikan, termarginalkan, dan secara politik kian tidak relevan. Tiga tesis utama dari teori sekularisme yang sangat popular adalah, pertama, dan yang paling utama, dikenal dengan tesis diferensiasi, suatu konseptualisasi modernisasi sebagai proses diferensiasi dan emansipasi fungsional ruang sekuler –negara, ekonomi, pengetahuan—dari ruang agama. Kedua, dan yang merupakan sub-tesis dari tesis pertama adalah usaha untuk menjelaskan hasil dari proses sekularisasi, salah satunya tesis tentang kemerosotan agama. Ketiga, dikenal dengan tesis privatisasi, mempostulasikan bahwa proses sekularisasi akan membawa privatisasi dan marginalisasi agama dalam dunia modern23.   Dalam kenyataannya, apa yang diprediksikan oleh kalangan sekularisme tersebut tidaklah sepenuhnya tepat sesuai dengan kenyataan. Alih-alih termarginalisasikan, agama justru semakin eksis dan memainkan peran penting dalam kehidupan publik. Jose Casanova, dalam karyanya Public Religion in the Modern World memberikan ulasan mendalam tentang peran agama dalam ruang publik di era modern. Menurutnya, agama terus mengalami proses deprivatisasi melintasi dunia global. Agama, sebagai realitas diskursif, telah menjadi fakta sosial global yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Agama memainkan peran penting dalam                                                           22 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………., hal., 44-45. 23 Jose Casanova, Public Religions in the Modern World……..., hal., 3-6; ______. Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism and Prospective Reflections on Islam, Social Research 68: 4, 2001, hal., 1041. 
24  tiga area berbeda dari politik demokratik modern; negara, masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society)24. Di berbagai belahan dunia, termasuk dunia Muslim, perkembangan modernisasi atau tepatnya proyek modernisasi yang didesain oleh Barat, justru berimplikasi pada kebangkitan dan kelahiran kembali agama (Islam). Daniel Lerner, misalnya, dalam buku klasikya The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East menjelaskan bahwa pemerintah adidaya merancang politik modernisasi ke negara-negara dunia berkembang, termasuk negara-negara Muslim di Timur Tengah. Tujuan dan kepentingan dari modernisasi itu, bukan semata-mata untuk memodernkan ataupun mensekulerkan Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya melalui proyek pembangunan dan demokrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan kultural. Harapannya, dengan membangun dan memodernisasikan masyarakat berkembang dan terbelakang –tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga Asia dan Afrika—negara-negara itu, satu sisi, kebal dari pengaruh komunisme dan di sisi lain, mendukung kapitalisme. Bagaimanapun, proses modernisasi ekonomi dan politik di dunia ketiga, tidak dapat dipisahkan dari kampanye global Amerika untuk membendung ideologi komunisme Soviet25. Satu hal yang tidak pernah diantisipasi oleh para ahli modernisasi dan sekularisasi adalah bahwa proses modernisasi itu ternyata membuahkan hasil berupa kebangkitan Islam dan politik Muslim. Dalam konteks ini, kemunculan pembaruan Islam tidak hadir dalam ruang hampa atau secara sederhana dipahami sebagai produk pemahaman dan penafsiran teologis dari kalangan Islam politik. Menurut Said Arjomand, fenomena kebangkitan Islam dan terutama Islam publik di Timur Tengah, Asia dan Afrika, dipengaruhi oleh modernisasi dan pembangunan negara-bangsa, serta mobilitas politik. Singkatnya, politik modernisasi dan sekularisasi                                                           24 Jose Casanova, “Rethinking Public Religion”, in Rethinking Religion and World Affairs, edited by Timothy Samuel Shah, Alfred Stepan, and Monica Duffy Toft, 25-35, New York: Oxford University Press, 2010. 25 Sumanto Al Qurtuby, “Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics,” Studia Islamika, Vol. 20, No. 3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013. 
25  telah menghasilkan dan berkontribusi, langsung maupun tidak langsung, terhadap politik Islam, termasuk kemunculan Islam publik26.  Di Indonesia sendiri, keberadaan agama tidak pernah berhasil diprivatisasikan oleh agen-agen modernism atau sekularisme. Sejak periode kolonialisme dan pasca kolonialisme yang ditandai oleh dinamika modernisasi dalam berbagai sector kehidupan masyarakat, fungsi dan peran agama semakin vital tidak saja dalam ruang publik, melainkan juga dalam ranah politik. Para sarjana Islam seperti Azyumardi Azra, Robert Hefner, Asef Bayat, John Esposito, dan masih banyak lagi telah menguji dan menemukan bukti kuat terhadap kaitan antara Islam, gerakan social, dan demokrasi di negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia27. 2. Fungsi dan Peran Agama  Agama selalu terbuka untuk diinterpretasikan dan sekaligus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok social tertentu, termasuk agen agama itu sendiri. Satu sisi, agama kerap dimanfaatkan oleh kalangan status quo untuk memberikan legitimasi dan justifikasi terhadap kekuasaan. Agama kerap dimanipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan untuk tujuan politik praktis seperti perebutan dan pelanggengan kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh rezim Suharto ketika memanfaatkan kalangan konservatif Muslim guna men-support kekuasaannya dan sekaligus melawan agen-agen Islam reformis yang berusaha mendesakkan perubahan, merupakan contoh nyata bagaimana agama dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan status quo28. Dalam konteks ini, agama kerap menjadi –meminjam istilah Marx— candu bagi masyarakat kelas bawah. Alih-alih agama dapat membangkitkan kesadaran kritis untuk bangkit melawan ketidakberdayaan dan ketidakadilan, justru menjadikan mereka semakin tidak berdaya akibat ideologisasi dan mitologisasi agama yang diinjeksikan oleh elit agama yang berorientasi pada status quo.                                                            26 Sumanto Al Qurtuby, “Public Islam in Southeast Asia…………., 2013. 27 Baca Azyumardi Azra, Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context, Denver, CO: Soltice Publishing, 2004; Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movement and the Post-Islamist Turn, Stanford, CA: Stanford University Press, 2007; Robert Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.  28 Robert Hefner, Civil Islam………………, 2000. 
26  Dalam cara pandang Marxisme ortodoks, agama memang kerap dianggap kurang mampu berperan dalam mendobrak ketidakadilan sosial, terutama yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Alih-alih berfungsi sebagai counter-capitalism, agama justru dapat dimanfaatkan secara efektif oleh agen kapitalisme untuk meracuni kesadaran kritis masyarakat bawah. Disfungsionalisme agama dikaitkan dengan kenyataan bahwa para pemuka agama di Eropa saat itu, telah menjadi bagian dari oligarki yang menindas. Karena penindasan itulah (yang diberikan melalui pemberian dukungan politik kepada penguasa maupun hegemoni kesadaran), rakyat menjadi semakin pasif, pasrah dan tidak tergerak untuk mengubah keadaan yang buruk tersebut dengan cara memperjuangkan nasibnya melalui kekuatan dan energi yang dimilikinya29. Menurut Michael Lowy, dalam buku yang ditulisnya Teologi Pembebasan, kajian Marx yang kritis tentang agama dipahami sebagai suatu kenyataan sosial dan sejarah yang baru dimulai. Kata-kata Marx “agama adalah candu rakyat” merupakan penggalan kalimat yang sering dikutip dengan dipisahkan dari konteks yang ada. Sebagai catatan, kalimat yang kontroversial itu ditulis oleh Marx saat ia masih muda dan berposisi sebagai sayap kiri pemikir neo-Hegelian di bawah pengaruh Feurbach. Dalam bukunya Toward the Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1844), Marx melihat adanya dualism dalam praktek agama di Eropa. Satu sisi, agama sebatas menjadi alat legitimasi penguasa, di sisi lain, agama mempunyai dimensi penentangan atas kekuasaan yang mapan30. Cara pandang lebih progresif terhadap agama dikemukakan oleh sejumlah pemikir neo-Marxisme seperti Engels. Tokoh ini melihat adanya kesamaan dalam pola pendukung gerakan antara agama Kristen primitif dengan sosialisme modern, agama sebagai alat perjuangan bagi kaum tertindas dan teraniaya. Keduanya                                                           29 Dalam konteks relasi antar kekuasaan yang menindas dan kesadaran para korban itulah, Marx menjelaskan posisi agama. Pengetahuannya yang terbatas soal agama, membuat Marx mengambil kesimpulan yang sederhana pula bahwa agama tidak saja menjadi relasi spiritual yang kodrati dan abstrak, tetapi juga terkait dengan relasi kekuasaan yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari umat manusia. Dalam German Ideology, Marx menyatakan bahwa agama merupakan ideologi yang ‘dibentuk’ oleh produksi material dan berkaitan erat dengan hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………………., hal., 82. 30 Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………………., hal., 82. 
27  bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan ketidakadilan. Perbedaannya, Kristen primitif mengalamatkan pembebasan pada kehidupan alam akherat kelak. Sedangkan sosialisme cenderung menempatkannya pada kehidupan di dunia saat ini31.  Mengikuti cara pandang kedua, agama kerap dimanfaatkan oleh sebagian umat beragama untuk kepentingan gerakan transformasi sosial. Dalam banyak kasus, agama bisa dimanfaatkan oleh sebagian umat beragama sebagai sumber pengetahuan, sistem nilai, etika dan bahkan ideologi yang mampu menjadi suatu ‘kontra diskursus’ atau ‘kontra hegemoni’ terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominatif32. Selama periode kolonial, agama terbukti mampu menjadi simbol, spirit dan bahkan teologi perlawanan rakyat dari segala bentuk penindasan yang dilakukan rezim negara kolonial. Terbaru, agama cukup efektif digunakan agen-agen agama berhaluan progresif dalam menggerakkan aksi-aksi sosial-politik untuk menentang rezim otoritarianisme Orde Baru. Hasilnya, gerakan reformasi 1998 yang mendapatkan dukungan kuat dari elemen-elemen sipil Islam, berhasil melengserkan Suharto. Dalam kasus gerakan sosial di Paseban, agama juga berperan penting dalam merangsang aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh warga masyarakat desa bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya, dalam menolak tambang. Keterlibatan agen-agen agama, baik di tingkat lokal pedesaan maupun di tingkat regional, menjadi kata kunci bagi keberhasilan aksi protes masyarakat dalam menolak kepentingan investor yang telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah kabupaten Jember. Bagaimanapun, keterlibatan agen-agen agama dalam gerakan social, sebagaimana terjadi di Paseban, tidak bisa dikosongkan dari ide-ide keagamaan. Keberhasilan agen-agen agama dalam meyakinkan warga masyarakat Paseban, untuk bersama-sama menolak tambang karena dinilai banyak madharat-nya dibandingkan maslahat-nya, bukan tanpa ada kaitkan dengan ajaran agama. Saat bersamaan, ketika warga masyarakat menjelaskan bahwa tindakan mereka dalam menolak                                                           31 Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………………., hal., 83. 32 Ignas Kleden, Agama dan Perubahan Sosial dalam Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984, Jakarta: LP3ES, 1985: 215) 
28  tambang dan sekaligus melindungi kawasan pesisir yang menjadi ekologi kehidupan sosial-kultural mereka, sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama, maka agama pun telah menjelma menjadi seperangkat struktur makna yang berfungsi sebagai penjelas dan pengonstruk kenyataan sosial33. 3. Gerakan Sosial Baru dan Demokratisasi Ibarat dua sisi mata uang, antara gerakan sosial dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dan kuat. Hampir tidak ada gerakan sosial baru tanpa bersinggungan dengan perjuangan demokrasi. Sebaliknya, tidak ada demokratisasi tanpa melibatkan aksi-aksi kolektif yang dilakukan sekelompok orang dalam mendesakkan perubahan dan demokratisasi. Karena itu, tidak berlebihan jika Laclau dan Mouffe, menyebut gerakan social baru (new social movement) dengan istilah ‘perjuangan demokratik baru’ (new democratic struggle). Menurut keduanya, esensi dari gerakan sosial ini tidak lain adalah suatu perlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru, dominasi ataupun hegemoni baru, yang muncul dalam kehidupan masyarakat kapitalisme maju34. Jika perjuangan kelas yang bersifat materialistic menjadi isu utama dalam gerakan sosial klasik, maka demokrasi dapat diposisikan sebagai satu penanda utama dalam aksi-aksi kolektif yang muncul pada era modern. Gerakan sosial baru yang secara umum dipahami sebagai ekspresi aksi perlawanan atas intervensi negara dan pasar dalam kehidupan sehar-hari (Melucci); perjuangan untuk cita-cita otonomi, pluralitas dan keberbagaian, tanpa menolak partai politik, prinsip egaliter, demokrasi, parlemen dan hokum (Jean Cohen); membebaskan civil society dari intervensi negara dan pasar (Rajendra Singh); dan sejenisnya, berkaitan dengan upaya untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial-politik yang demokratis.                                                           33 Agama sebagai sistem makna dan/atau tindakan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu epifenomena dari hubungan-hubungan produksi sebagaimana terungkap dalam kategori Marxia-Ortodoks, ataupun sebagai sistem makna pra-nasional dalam pemikiran Weberian. Lebih dari itu, agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dan mengonstruk dunia social di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, 1999, hal., 3; Muhammad A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: LP3ES,  1996, hal., 147.  34 Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemoni dan Strategi Sosialis, Post-Marxisme dan Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta: Resist Book, 2008, hal., xxxiv-xxxv. 
29  Terciptanya tatanan kehidupan yang humanis (berkeadaban), toleran, egaliter, saling menghargai keragaman dan perbedaan, tidak saling mendominasi dan intervensi, serta perimbangan kekuasaan terutama antara negara, masyarakat sipil (civil society) dan pasar, merupakan agenda perjuangan gerakan sosial baru yang tidak lain juga agenda perjuangan demokrasi.  Demikian pula, munculnya beragam corak dan tipologi gerakan sosial baru yang semakin plural dan kompleks, tidak bisa dilepaskan dari isu demokratisasi. Gerakan persamaan hak sipil (civil rights), muncul sebagai respon terhadap masalah ketidakadilan yang dialami oleh kelompok kulit hitam melalui berbagai kebijakan dan praktek diskriminasi. Gerakan perempuan, didorong oleh berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan di berbagai level baik domestic, public ataupun politik. Gerakan lingkungan hidup (ecology, deep ecology, eco socialism), memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hiduo secara lebih berkeadilan. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi manusia terhadap lingkungan alam dan eksploitasi industry kapitalisme yang merusak alam dan sekaligus kehidupan sosialnya. Gerakan petani, sebagai aksi perlawanan kaum petani baik karena dorongan moral maupun rasional35.  Dalam diskurusus demokrasi sendiri, demokrasi yang sering dimengerti sebagai institusi politik yang memungkingkan government ruled by the people, sebagai metode politik untuk memilih pemimpin, sebagai nilai, perilaku dan budaya pada level mikro (seperti toleransi, menerima pluralitas, dialog, kesediaan untuk berkompetisi) dan kerangka perimbangan kekuatan terutama antara kelas-kelas sosial di masyarakat, semuanya juga berkelindan dengan gerakan sosial. Bagaimanapun, perwujudan lembaga-lembaga demokrasi, pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil dan/atau penyebaran budaya demokrasi, semaua ini selalu didahului oleh upaya dan perjuangan kelompok dan kelas sosial yang berkepentingan dengan demokrasi36.                                                            35 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial……………, hal., 55-81. 36 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, Boston: Beacon Press, 1966. 
30  Kajian yang mengaitkan gerakan sosial baru dengan demokrasi, juga marak di Indonesia pasca Orde Baru. Demos (2003), sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia bekerjasama dengan ISAI Jakarta dan SAREC-Swedia, melakukan studi mendalam terkait dengan gerakan demokrasi pasca Suharto. Mereka melakukan studi tentang politik dan gerakan para buruh, kelompok miskin kota, gerakan petani dan upaya-upaya advokasi, gerakan pemberdayaan masyarakat local, gerakan kelompok-kelompok wachtdog, gerakan keadilan gender, dan sejenisnya, sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi di Indonesia. dalam kajiannya itu, mereka tertarik untuk mengetahui sampai sejauh mana aktivisme gerakan pro-demokrasi berhasil mewarnai proses demokrasi dan nasib demokrasi itu sendiri ke depan37. Kebangkitan gerakan Islam dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi juga tidak kalah maraknya. Pada umumnya, perbincangan mengenai gerakan Islam tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi positifnya, melainkan juga problem bagi perkembangan demokrasi. Menguatnya gerakan Islamisme ataupun Islam radikal, marak diperbincangkan dalam kaitannya problema demokrasi. Sedangkan gerakan Islam sipil (civil Islam) banyak dikaitkan dengan perkembangannya bagi transisi dan konsolidasi demokrasi. C. Pergumulan Kaum Santri dalam Gerakan Sosial Baru  Istilah kaum santri di sini tidak digunakan sebagai penanda terhadap umat Islam Indonesia secara umum, melainkan dibatasi pada Muslim yang memiliki latar belakang keagamaan tradisionalis. Secara relasional, Muslim tradisionalis kerap dikaitkan (kalua tidak dipertentangkan) dengan Muslim modernis. Varian Muslim pertama diidentikkan dengan Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan varian Muslim kedua dengan Muhammadiyah. Kedua varian Muslim ini merupakan representasi dari mayoritas umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Sunni). Kedua varian Muslim Indonesia ini digambarkan oleh para ahli sebagai Islam moderat yang kerap terlibat dalam persaingan internal dan sekaligus juga                                                           37 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial……………, hal., 82. 
31  eskternal, terutama antara keduanya dengan kalangan fundamentalisme dan radikalisme Islam.   Khusus kaum santri tradisionalis, keberadaan dan kiprahnya dalam dunia publik maupun politik di Indonesia, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Melalui sikap moderat dan akomodatifnya, kaum santri dinilai memainkan peran penting dalam proses-proses gerakan dan perubahan sosial di Indonesia. Dalam catatan para ahli, kaum santri telah membuktikan diri sebagai agen social-keagamaan yang telah terlibat sejak dini dalam proses pengembangan Islam awal di nusantara, aksi perlawanan terhadap kolonialisme, berpartisipasi dalam pembentukan state-nation Indonesia berdasarkan Pancasila, pembangunan masyarakat sipil baik melalui jalur structural maupun kultural, dan transformasi kepemimpinan di tingkat nasional, regional dan lokal dalam setiap periode.    Keterlibatan kaum santri dalam gerakan dan perubahan sosial dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari gerakan keagamaan, gerakan politik praktis, gerakan intelektual, dan gerakan sosial pada umumnya. Dilihat dari strategi dan pendekatannya, gerakan sosial yang dilakukan kaum santri dilakukan lewat jalur struktural (pemerintahan/ negara) dan kultural (civil society). Tidak jarang kaum santri menjadi mitra dan bagian dari unsur pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan, namun di kesempatan lain, kaum santri kerap pula memainkan peran sebagai kekuatan oposisi, watchdog, dan penyeimbang bagi kekuasaan negara. Perubahan peran dan strategi gerakan kaum santri dalam aksi-aksi kolektifnya itu, tidak bisa hanya dipahami dari sudut pandang kepentingan ideologi dan politik semata, melainkan penting pula dipertimbangkan aspek doktrinal dan/atau ajaran agamanya. 1. Kaum Santri, Ajaran dan Ideologi-Politiknya Sebagai bagian dari komunitas Muslim Sunni, gagasan dan praksis gerakan sosial kaum santri, sdikit banyak, diwarnai oleh pertimbangan ideologi politik berbasis Sunni tersebut. Ideologi politik Sunni pada umumnya lebih berorientasi pada ketentraman dan kestabilan masyarakat, daripada menekankan konflik dan kekerasan. Sebab, stabilitas merupakan prasyarat utama bagi terciptanya ketaatan dan kerukunan umat. Hanya dalam masyarakat yang terjaga ketertibannya, ajaran 
32  Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Gazali bahwa ketertiban agama hanya mungkin dicapai melalui terwujudnya ketertiban dunia38. Adapun prinsip-prinsip ajaran Sunni yang kerap dijadikan sebagai dasar pengetahuan, rujukan dan pengambilan keputusan politik oleh kaum santri antara lain adalah kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme. Pertama, kebijaksanaan yang dipahami sebagai pengambilan tindakan yang kondusif bagi upaya memperoleh manfaat dan sekaligus menghindari kerugian, merupakan prinsip utama dalam pendekatan yang dilakukan kaum santri dalam masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan. Kaidah-kaidah yang kerap dikutip sehubungan dengan upaya meminimalkan resiko antara lain adalah (1) dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih (menghindari bahaya diutamakan daripada melaksanakan kebaikan); (2) bila dihadapkan pada dua bahaya atau lebih, dianjurkan untuk memilih salah satu yang resikonya paling kecil, atau dikenal dengan kaidah akhaffud-dararain; dan (3) bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain39. Anjuran-anjuran untuk menghindari bahaya acap dikaitkan pula dengan dua prinsip lainnya yaitu maslahat dan amar ma’ruf nahi munkar. Maslahat (kebaikan atau manfaat) diartikan dengan upaya mencari kebaikan dan mencegah mafsadah (keburukan atau kerusakan). Dalam hal ini, Al-Gazali menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk melindungi lima hal yang bersifat universal, yaitu agama, kehidupan, keturunan, pemikiran dan harta, disebut maslahat. Sedangkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan) dipahami sebagai bagian dari kewajiban setiap umat Islam, tidak terkecuali kaum santri. Ahmad Shiddiq memberikan tafsiran yang luwes terhadap prinsip ini dengan mengatakan bahwa dalam urusan dengan pemerintah, NU                                                           38 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 63; Erwin I.J. Rosental, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline, Cambridge, University Press, Cambridge, 1958, hal., 39. 39 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 70. 
33  menekankan perlunya para tokohnya untuk menjalin hubungan pribadi dengan para pemegang kekuasaan itu40.   Kedua, keluwesan. Prinsip ini memiliki kaitan erat dengan kaidah pertama, yakni meminimalkan resiko. Dalam konteks mengedepankan kemaslahatan dan menghindari resiko itulah, kaum santri cenderung mengembangkan sikap yang luwes dalam pengambilan setiap keputusan. Setiap perkembangan baru dalam suatu krisis senantiasa memerlukan kalkulasi-kalkulasi baru tentang keuntungan dan kerugiannya.  Keputusan yang telah dibuat untuk keadaan tertentu, dapat ditarik kembali manakala terdapat perubahan dalam kalkulasi untung ruginya. Setidaknya, terdapat dua kaidah yang mengantarkan kaum santri bersikap luwes dalam politik maupun keagamaan, yaitu (1) darurat membolehkan hal yang semula dilarang, dan (2) maa laa yudraku kulluhu yaa yutraku ba’duhu (apa yang tidak tercapai seluruhnya, jangan ditinggalkan yang sebagian)41.   Ketiga, moderatisme. Menghindari tindakan yang ekstrim dan memilih jalan tengah merupakan bagian dari ekspresi moderatisme dalam pemikiran kegamaan kaum santri. Achmad Shiddiq menggambarkan sikap ini dalam pandangan kaum santri. Sikap moderatisme itu tercermin dalam istilah tawasuth yang didefinisikan sebagai jalan tengah di antara dua sikap ekstim (baik ekstrim kanan/radikalisme ataupun ekstrim kiri/liberalisme). Dalam tawasuth sendiri terkandung tiga unsur yakni tawazun (keseimbangan dan keselarasan), i’tidal (keteguhan hati untuk berada di tengah-tengah), dan iqtishad (bertindak seperlunya, tidak berlebihan)42.  2. Akomodasi dan Oposisi Dalam sejumlah peristiwa gerakan sosial, kaum santri sering mengambil sikap oposisi dengan kekuasaan (negara). Tidak jarang pula, kaum santri, terutama                                                           40 Dalam prakteknya, prinsip amar ma’ruf nahi munkar tidak saja digunakan oleh kaum santri untuk selalu menyuarakan kebaikan dari luar pemerintahan, melainkan kerap digunakan pula sebagai landasan pragmatism politik. Sebagaimana dikemukakan oleh K.H. Wahab Hasbullah bahwa cara efektif untuk memenuhi kewajiban amar ma’ruf nahi munkar adalah dengan cara memiliki pengaruh politik di lingkungan pemerintahan. Hanya dengan ikut memiliki kekuasaan politik, umat Islam bisa berharap hokum Islam dapat diterapkan dan masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan dan bahaya. Jika berada di luar kekuasaan, kaum santri tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak-teriak. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 74-75.  41 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 76-80. 42 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 80-81. 
34  yang aktif dalam organisasi civil society, berperan sebagai katalisator kepentingan masyarakat sipil dalam berhadapan dengan rezim negara. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan apakah keterlibatan kaum santri dalam setiap gerakan sosial itu, memang selalu berkaitan dengan kepentingan mereka untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil dalam berhadapan dengan rezim negara? Tidak sedikit sarjana yang menilai jika oposisi kaum santri terhadap kekuasaan, lebih sebagai gerakan non-politik dari perpolitikan (praktis) mereka. Pandangan ini didasarkan pada sikap dan pilihan politik kaum santri yang cenderung berubah-ubah dalam interaksinya dengan kekuasaan43. Ketika kaum santri dekat dengan kekuasaan, mereka menampilkan sikap pragmatis dan konservatif. Sebaliknya, manakala jauh dari lingkar kekuasaan, mereka akan mengambil sikap kritis dan kontradiktif. Karena sikapnya yang berubah-ubah itulah, tidak sedikit para pengamat yang melabelinya dengan sebutan plin plan dan oportunis.44.  Lebih jauh, cap oportunisme kaum santri tidak saja dialamatkan pada gerak politik praktis mereka, melainkan juga pada gerak sosio-kulturalnya. Saat kalangan santri berhaluan moderat-progresif berjuang untuk mengeluarkan NU dari dunia politik praktis dan kembali ke khittah-nya, menjadi organisasi keagamaan yang concern dengan kerja-kerja kulturalnya, tidak sedikit kalangan outsider yang menilainya dengan nada pejoratif seperti plin plan, tidak teguh pendirian, pragmatis, dan oportunis. Kembalinya NU ke khittah dikritik oleh sebagian sarjana sebagai bentuk akal-akalan, sebuah langkah non-politik dari perpolitikan kaum santri dalam menghindari represi (dari) dan sekaligus mendekatkan diri dengan kekuasaan Orde Baru yang memang lebih akomodatif terhadap varian Islam kultural daripada Islam                                                           43 Hal itu terjadi, misalnya, ketika NU tiba-tiba memisahkan diri dari Masyumi dan memilih bergabung dengan partai nasionalis dan partai kiri dalam membentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953). Perubahan sikap kaum santri yang paling dramatis tejadi pada era transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1950-1960), ketika mereka mula-mula menolak dan kemudian menerima usulan-usulan presiden Sukarno dan tentara untuk tidak lagi memberlakukan demokrasi konstitusional. Pembalikan haluan berikutnya terjadi saat kaum santri meninggalkan Sukarno (1967) untuk mendukung rezim Orde Baru Suharto. Greg Feali, Ijtihad Politik Ulama…………., hal., 6. 44 Ernst Utrecht, misalnya, menyebut NU sebagai representasi dari organisasi Islam tradisionalis sebagai partai politik yang luar biasa oportunisnya. Mochtar Naim menandai kecenderungan oportunis dalam kancah politik. Daniel Lev menulis bahwa oportunisme NU sudah dimaklumi dan kadang-kadang oportunisme para pemimpin nasional NU sudah sangat keterlaluan. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Yogyakarta: LKiS, 1998: 5. 
35  politik. Dalam imaginari politik Orde Baru varian kedua dinilai lebih membahayakan status quo dibandingkan varian Islam pertama.  Sekalipun sangat kritis, cara pandang yang didominasi oleh nalar modernis non-emphatic itu, jelas tidaklah sepenuhnya tepat digunakan sebagai kaca mata tunggal untuk memahami gerakan sosial kaum santri. Sulit untuk menjustifikasi jika aktivitas kaum santri dalam berbagai gerakan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan civil society, dipandang sebagai permainan politik praktis belaka, --semata-mata sebagai gerak politik yang bersifat temporer, jangka pendek, dan secara sempit mengembangkan politik partisan. Bagaimanapun pergulatan sejumlah elit santri berhaluan moderat-progresif untuk mengembalikan NU ke jati dirinya, sebagai organisasi social-keagamaan, bukan tanpa pertimbangan jangka panjang. Dalam hal ini, gerakan khittah adalah politik kebudayaan kaum santri moderat-progresif dalam kontradiksinya dengan kalangan politisi santri berhaluan pragmatis-konservatif dan konstelasinya dengan berbagai kekuatan dominan lainnya dalam menentukan arah dan format masa depan keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan45.  Bagaimanapun, intelektual santri moderat-progresif seperti Abdurrahman Wahid, sadar betul jika Indonesia telah menjadi arena kontestasi dan konstelasi kekuasaan bagi beragam kekuatan social-politik-agama dengan corak kepentingannya yang sangat beragam. Tidak semua kekuatan sosial-politik-agama mengimaginasikan Indonesia sebagai negara-bangsa (state-nation) yang demokratis. Kalangan Islamisme, misalnya, masih konsisten dengan perjuangannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara syari’ah. Karena itu, tantangan yang dihadapi oleh kelompok Muslim demokratik, bukan saja otoritarianisme negara Orde Baru, melainkan juga kekuatan-kekuatan Islam politik yang berhasrat untuk mengislaman (Islamisasi atau syaria’hisasi) negara46.  Jadi, gerakan sosial-keagamaan kaum santri yang berhaluan moderat-progresif dalam mengembalikan NU ke jalur khittah-nya, sekalipun tidak bisa                                                           45 Robin Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia, Singapore: ISEAS, 2009. 46 Masdar Hilmy, Islamism and Democracy in Indonesia, Piety and Pragmatism, Singapore: ISEAS, 2010, hal., 1-2. 
36  dinafikan dari unsur-unsur kepentingan politik47, berkaitan erat dengan perjuangan jangka panjang yang mencita-citakan Indonesia lebih demokratis. Setelah NU kembali ke khittah, tidak lantas menjadikan kaum santri bersikap oposisional dengan kekuasaan. Sebaliknya, hijrahnya NU ke khittah justru membuka peluang (opportunity) bagi kalangan santri untuk berdekatan dengan kekuasaan. Kesukaan rezim Orde Baru terhadap varian Islam kultural, menjadikan NU mendapatkan berkah politik dalam mengakses kekuasaan dan berbagai bantuan program pembangunan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kaum Muslim tradisionalis. Praksis, pada decade akhir 1980-an dan decade 1990-an, kaum santri menjadi mitra dekat rezim Orde Baru di mana hubungan antara keduanya lebih bersifat mutual accommodation48. Kedekatan kaum santri dengan kekuasaan era Orde Baru, kembali memunculkan pandangan sinis dari orang-orang di luar NU. Cap plin plan dan oportunis disematkan lagi kepada pilihan politik kaum santri. Pertanyaannya, ketika kaum santri dekat dengan kekuasaan apakah lantas membuat mereka mabuk politik dan enggan bersentuhan dengan persoalan-persoalan kerakyatan? Jika kenyataannya demikian, tentu saja klaim outsider dan sejumlah sarjana yang menjustifikasi kaum santri sebagai oportunis kelas wahid dengan kepentingan tunggal politik praktis, benar adanya. Namun apa yang ditunjukkan oleh kaum santri selama bergandengan tangan dengan rezim Orde Baru, tidak persis sama dengan apa yang digambarkan oleh para pengkritiknya. Alih-alih menjadikan agama sebagai modal untuk meraih kepentingan politik, kaum santri malah menjadikan politik sebagai sarana untuk                                                           47 Penting disadari bahwa Islam kultural itu sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah konsep yang apolitis. Ia tetap mengandung dimensi dan muatan politis. Hanya saja, dalam Islam kultural itu, dimensi dan muatan politisnya tidaklah diartikulasikan dengan ‘siapa mendapatkan apa’ (who gets what) dalam proses perjuangan meraih kekuasaan. Dimensi politik dari gerakan Islam kultural berkaitan dengan –meminjam istilah David Easton--, ‘politik alokatif’ (allocative politics), yakni alokasi otoritatif nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, politik alokatif diartikulasikan dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai dan etik keislaman secara inklusif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995, hal., 137.  48 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia……………., hal., 139. 
37  tujuan agama49. Momentum kedekatan kaum santri dengan kekuasaan, dapat mereka manfaatkan untuk mengembangkan kerja-kerja kulturalnya yang nota bene banyak bersentuhan dengan pengembangan pesantren, perbaikan pendidikan dan perekonomian warga nahdliyin, serta agenda pemberdayaan masyarakat sipil (civil society empoerment) pada umumnya50.  Sebagaimana dimaklumi, sejak periode 1970-an, kaum santri sudah mulai bersentuhan dengan ide-ide civil society yang berasal dari Barat. Terlebih, ketika kaum santri berhaluan reformis berhasil mengembalikan NU ke jalur khittah-nya (1984), menjadikan mereka kian intensif dalam melakukan kerja-kerja kultural yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sipil, perubahan sosial dan demokratisasi. Secara perlahan, kalangan pesantren, ulama, intelektual dan aktivis santri, mulai mengembangkan cara pandang dan pengajaran yang turut berkontribusi dalam memperkuat wacana civil society, demokrasi, dan pluralisme51.  Terbukanya akses pendidikan sebagai implikasi dari sikap akomodatif pemerintah Orde Baru, menjadi pintu gerbang bagi kaum santri untuk melakukan mobilitas sosial (naik status dan kelas), yakni sebagai kelas menengah terdidik (a well educated middle classes). Ketika terjadi booming kebangkitan intelektualisme Islam (1990) yang berkontribusi besar dalam memunculkan kelas menengah Muslim baru, segmen kaum santri yang terdidik dari kalangan Muslim tradisionalis juga turut mengalami peningkatan. Dalam hal ini, pembangunan Orde Baru telah mendorong proses intelektualisasi yang massif dan melahirkan kelas menengah terpelajar di Indonesia, di mana sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan santri52.                                                           49 Robin Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia, Singapore: ISEAS, 2009, hal., 14-16; Greeg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………….., hal., 13.   50 Andree Feillard, NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Yogyakarta: LKiS,1999, hal., 304-330. 51 Dalam catatan Hefner, kaum santri menjadi bagian dari kekuatan civil Islam yang turut berkontribusi dalam mendelegitimasi mitologi negara Islam yang diperjuangkan kalangan Islam politik dan sekaligus mengembangkan pandangan moderasi Islam yang menyatakan bahwa ide-ide modern tentang kesamaan, kebebasan, hak asasi manusia, pluralisme dan demokrasi bukanlah nilai-nilai unik milik Barat semata, melainkan juga selaras dan bahkan dibutuhkan dalam cita-cita Islam. Robert Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” Sociology of Religion, 32/4, 2001, 498. 52 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia…………….., hal., 120. 
38  Dalam perkembangannya, kalangan santri terdidik itulah yang lantas mengambil peran penting dalam dunia intelektualisme, aktivisme dan pergerakan social-keagamaan, melalaui instrumen organisasi non-pemerintah (ornop), organisasi massa (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan civil society organizations (CSO) lainnya. Kaum santri semacam inilah yang dikenal sebagai generasi baru dalam Islam Indonesia, yang memiliki visi, orientasi dan perjuangan baru dalam gerakan sosialnya. Kegigihannya dalam memperjuangkan agenda toleranis, pluralisme, hak asasi manusia (HAM), keadilan gender, dan demokratisasi, telah menjadikan mereka sebagai kelompok sosial yang memiliki reputasi sebagai agen-agen civil society progresif53.  Di luar perkiraan rezim Orde Baru, perubahan haluan politik kaum santri  secara mengejutkan justru menjadi ancaman paling serius terhadap kekuasaan Orde Baru. Sebab, kaum santri pada akhirnya menampilkan diri sebagai kekuatan reformis yang lantang menyuarakan perubahan dan demokratisasi. Tidak sebatas berkutat dengan agenda keagamaan dan politik partisan, perjuangan kaum santri telah merambah pada isu-isu publik yang semakin beragam seperti pendidikan politik kewargaan (civic education), gender dan keadilan kaum perempuan, hak asasi manusia (HAM), ekologi dan kehutanan, pembangunan dan kemiskinan, toleransi, pluralisme, perdamaian dan demokratisasi. Dalam posisi demikian ini, derap pergerakan kaum santri sudah merambah jalan baru yang dikenal dengan sebutan gerakan sosial baru (new social movements) atau dalam istilah Laclau dan Mouffe disebut perjuangan demokratik baru (new democratic struggle)54.                                                           53 Tidak sebatas NU, organisasi civil society progresif yang menjadi wadah gerakan sosial kaum santri antara lain adalah Pusat Perhimpunan Pesantren (P3M), Fordem (Forum Demokrasi), Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU), Fahmina Institute, Yayasan Desantara, Puan Amal Hayati, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan masih banyak lagi lainnya. Robin Bush, “Islam and Civil Society in Indonesia,” paper presented at the CSID Sixth Annual Conference on Democracy and Development: Challenges for Islamic World, Washington, DC — April 22–23, 2005. 54 Gerakan social baru dicirikan oleh orientasinya pada perlawanan terhadap intervensi negara dan pasar dan bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul dalam masyarakat kapitalisme. Baca Alberto Melucci, “The Process of Collective Identity” dalam Johnston dan Landermans, ed. Social Movement and Culture, Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 1995, hal., 41-63; Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemoni dan Strategi Sosialis, Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta: Resist Book, 2008, xxxiv.  
39  Penting dicatat bahwa investasi kaum santri dalam melancarkan gerakan social-keagamaan berorientasi pada pembedayaan masyarakat, telah membuahkan hasil yang cukup mengesankan. Bersama-sama elemen civil society lainnya, kaum santri dipandang sebagai kompetitor paling tangguh, bukan saja bagi rezim otoriter Orde Baru55, melainkan juga kekuatan Islam politik. Mengutip pendapat Hefner, kaum santri telah sukses mempromosikan varian Islam berkeadaban dan pluralis (civil Islam) yang bertolak dari oposisinya terhadap kebijakan negara Islam yang monolitik, dan lebih memilih untuk menegaskan demokrasi, kesukarelaan, dan keseimbangan kekuasaan yang bersaing dalam sebuah negara dan masyarakat56.  Kala rezim Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki gerbang demokratisasi, api intelektualisme dan aktivisme di kalangan kaum santri, yang mulai tumbuh dan berkembang sejak periode 1970-an, tidak lantas padam tanpa bekas sama sekali. Melalui berbagai instrumen organisasi sipil Islam, kaum santri tetap aktif terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai gerakan sosial. Terlebih, proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi, tidak sepenuhnya berjalan di atas trek yang lurus sebagaimana diasumsikan oleh kalangan liberalis57. Menurut sejumlah ahli, setelah jatuhnya Soeharto yang terjadi adalah negara yang                                                           55 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama…………….., hal., 12. 56 Mengutip pendapat Hefner, dalam menekankan cita-cita masyarakat sipil, kaum santri menekankan bahwa demokrasi formal saja tidak bisa bertahan kecuali kekuasaan pemerintah diimbangi oleh asosiasi kewargaan yang kuat. Saat bersamaan, asosiasi kewargaan (civil society) tidak bisa berkembang kecuali dilindungi oleh negara yang menghormati masyarakat dengan memegang komitmennya terhadap supremasi hukum. Robert W. Hefner, Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal., 33-34; Christoph Shuck, “The Breakdown of Autocratic Rule: Selected Aspects of Transition-Theories as Reflected in Indonesia’s Democratization-Process”, in Bob S. Hadiwinata/Christoph Schuck (ed.) Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation. Nomos: 2007, hal., 151. 57Perspektif transisi menjelaskan bahwa proses demokratisasi pasca kejatuhan rezim otoriter berlangsung dalam kerangka tiga tahap perubahan. Fase pertama, ditandai oleh friksi internal rezim berkuasa antara faksi konservatif dan progresif. Faksi garis keras cenderung ingin mempertahankan sikap keras untuk mempertahankan persetujuan rakyat terhadap kekuasaan politiknya. Sementara, kelompok garis lunak percaya bahwa legitimasi rezim yang berkuasa akan bertambah baik jika rezim mau membuka diri bagi partisipasi politik dari bawah. Fase kedua, kelompok garis lunak mendapatkan “angin” dan berhasil memaksa rezim berkuasa untuk memberlakukan liberalisasi. Sekalipun tidak sama dengan demokratisasi, liberalisasi dianggap sebagai langkah penting bagi proses inklusi politik yang lebih luas dan bermakna. Pada fase terakhir, pemimpin otoriter yang sedang berkuasa terutama faksi garis lunak memulai negosiasi dengan pemimpin-pemimpin oposisi moderat untuk menentukan sifat dan jangkauan transisi. Baca Erich Hiariej, “Pendahuluan”, dalam Erich Hiariej, Ucu Martono, Ahmad Musyaddad (ed.) Politik Transisi Pasca Soeharto, Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2004, hal., 4-5. 
40  sesunggunya relatif lemah dan terdapat pula civil society yang terpecah-pecah dan tidak teratur58.  Setidaknya, spirit intelektualisme dan aktivisme kaum santri dapat dicermati dari gerakan perlawanan mereka terhadap dominasi kekuasaan yang tidak pro-rakyat, sebagaimana kasus penolakan kebijakan tambang pasir di Paseban. Bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya dan dalam aliansinya dengan warga masyarakat desa lapisan bawah (lower class), kaum santri berhasil menampilkan diri sebagai kekuatan oposisional progresif. Sekalipun elemen santri ada yang berasal dari masyarakat politik (political society) –para politisi dan anggota dewan dari beragam partai politik--, namun tulang punggung dan proponen utama gerakan perlawanan adalah kaum santri dari unsur civil society. 3. Gerakan Sosial Berorientasi Kepentingan Harus diakui bahwa agama memiliki makna tersendiri dalam kehidupan kaum santri. Hampir dalam setiap gerak kehidupan kaum santri tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi dan pertimbangan nilai-nilai keagamaan, sebagaimana tercermin dalam doktrin teologis Sunni. Bagi kaum santri, agama dapat menjadi preferensi, sumber pengetahuan dan inspirasi, nilai, legitimasi dan bahkan spirit bagi setiap tindakan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, perubahan-perubahan sikap politik kaum santri, sebagaimana dikemukakan di atas, tidak bisa dilepaskan dari doktrin politik keagamaan mereka.  Sekalipun agama menempati posisi penting dalam kehidupan kaum santri, tidak lantas berarti bahwa setiap aktivitas mereka, termasuk aksi-aksi kolektif yang mereka lakukan dalam merespon berbagai persoalan, selalu didasari dan berorientasi                                                           58Pendapat Vedi R Hadiz ini sekaligus turut mengoreksi pandangan Robinson yang menyatakan bahwa kelas menengah itu akan mengalami polarisasi dalam hubungannya dengan sistem kapitalisme negara. Negara Orde Baru (1966-1998) yang menjalankan sistem kontrol ketat melalui pelaksanaan asas tunggal, penyederhanaan sistem kepartaian, depolitisasi dalam berbagai ranah kehidupan sosial, yang muaranya tidak lain adalah pelemahan kekuatan (politik) Islam, telah membawa efek yang besar bagi konfigurasi kelas menengah. Hal senada dikemukakan Daniel S. Lev yang mengatakan bahwa polarisasi di kalangan kelas menengah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan oleh karena kuatnya kooptasi negara, dan di sisi lain, terkait dengan kepentingan material kelompok menengah itu sendiri. Dalam konteks sekarang ini di mana posisi negara tidak lagi seotoriter negara Orde Baru, polarisasi di kalangan kelas menengah tetap saja berlangsung dan bahkan kian menguat. Baca Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2005, hal. 41. 
41  pada kepentingan keagamaan. Sebagai komunitas yang hidup dalam tarikan kebutuhan dan kepentingan yang bersifat empirik, aksi kolektif yang dilakukan kaum santri, tidak bisa dikosongkan pula dari pertimbangan yang bersifat ekonomi-politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Marxian yang mengatakan bahwa perbedaan dan pertentangan itu sejatinya bersumber dari kepentingan yang bercorak materialistik. Meski tidak sepenuhnya tepat, namun pendapat Marxian ini penting pula dipertimbangkan dalam menyelami aktivisme sosial kaum santri. Sebab, dalam banyak kasus, perbedaan dan pertentangan di antara kelompok sosial itu, kerap berkaitan dengan perebutan sumberdaya ekonomi dan politik. Di Indonesia, misalnya, arus pragmatisme dan politik uang (modal finansial) tampaknya semakin menentukan persaingan dan pertarungan sosial-politik. Menurut Vedi R Hadiz, politik uang menjadi sangat menentukan hasil akhir pertarungan, tidak saja dalam memperebutkan kekuasaan politik serta sumberdaya ekonomi59. Sementara itu, dalam berbagai literature dikemukakan bahwa tujuan politik yang sama pentinganya bagi kaum santri adalah menjamin peningkatan kondisi sosial-ekonomi komunitas tradisionalisnya. Setidaknya, ada tiga tujuan tiga tujuan utama dari gerak sosial-politik kaum santri, yaitu pertama, menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat tradisionalis, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan seperti pesantren, madrasah dan masjid, fasilitas kesehatan dan perkantoran, dan sejenisnya. Kedua, berusaha untuk mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah bagi komunitas tradisionalis dan pendukungnya. Ketiga, mendapatkan kedudukan bagi kaum santri dalam birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini, birokrasi dipandang sebagai jalan menuju mobilitas dan status sosial. Titik temu dari ketiga tujuan ini ialah bahwa kemajuan sosial dan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Islam60.                                                            59 Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan............................, hal., 269. 60 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama…………….., hal., 86-87. 
42  BAB III METODE PENELITIAN    1. Jenis Penelitian Aktivisme kaum santri untuk terlibat dalam aksi-aksi kolektif menolak tambang di Paseban, diasumsikan sebagai tindakan sosial (social action) yang penuh makna. Dalam kasus penolakan tambang, aktivisme kaum santri jelas diorientasikan pada perlawanan terhadap pihak-pihak tertentu yang dinilai terlibat dalam perumusan kebijakan dan sekaligus pemberian izin kepada pihak investor untuk melakukan eksplorasi tambang. Rezim negara (pemerintah kabupaten) dan pemilik modal (investor) dan orang-orang yang segaris dengan kebijakan rezim ekonomi-politik tersebut, merupakan sejumlah sasaran yang menjadi orientasi dari aksi perlawanan kaum santri.  Aksi kolektif yang dilancarkan oleh kaum santri diasumsikan pula memiliki motif dan kepentingan tertentu. Di samping bertujuan untuk menentang keinginan dan kepentingan pengelola tambang, aksi-aksi perlawanan kaum santri bekorelasi dengan beragam tujuan dan kepentingan (baik ideologis maupun politis) yang bersifat jamak dan majemuk. Hal ini disadari sepenuhnya meningat kaum santri yang menjadi aktor gerakan itu, berasal dari kelompok, komunitas dan kelas sosial yang tidak sama persis. Pengalaman interaksi mereka dalam lingkungan internal dan interaksi yang mereka lakukan dengan lingkungan eksternal, melalui beragam media  dan dalam kurun waktu yang panjang, akan turut berkontribusi tentang bagaimana masing-masing dari mereka mengkonstruk dunia sosialnya.  Bagaimanapun, aksi-aksi kolektif kaum santri yang dipahami sebagai tindakan penuh makna itu, menarik untuk diselami pemaknaannya secara lebih mendalam melalui mekanisme interpretif (Verstehen). Tentu saja, pemaknaan yang hendak di-gaet oleh peneliti adalah pemaknaan dari sudut pandang para aktor gerakan tersebut. Dengan kata lain, konstruksi pemaknaan oleh peneliti didasarkan pada bagaimana para aktor gerakan itu mengkonstruksi pemaknaan atas dunia sosialnya. Karena penelitian 
43  berorientasi pada understanding of understanding berdasarkan konstruksi pemikiran subjek yang ditelitinya, maka penggunakan jenis penelitian kualitatif dipandang yang paling relevan.      2. Pendekatan Penelitian kualitatif ini dirancang dengan menggunakan strategi dan/atau pendekatan yang bercoark fenomenologis. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan pada pengungkapan esensi makna gerakan sosial yang terstrukturkan dalam kerangka berfikir (mindset) berdasarkan pengalaman para aktor gerakan dari kalangan santri1. Secara teoritis, substansi dari perspektif yang masuk dalam paradigm konstruktivisme ini ialah bahwa tingkah laku individu-individu (apa yang mereka katakan dan perbuat) merupakan hasil dari bagaimana mereka menafsirkan (memahami) dunianya. Untuk dapat mengungkap penafsiran individu-individu itu, diperlukan (meminjam istilah Weber) verstehen, pemahaman yang empatik atau kemampuan menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan-tindakan orang lain. Untuk dapat menangkap makna-makna dari tingkah laku manusia, kaum fenomenolog berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang orang itu sendiri2.                                                            1 Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2007. Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya, Sebuah Pemetaan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjahmada 2 Alfred Schutz, dikenal sebagai tokoh yang dinilai berjasa besar dalam mengembangkan pendekatan fenomenologi yang mengaitkan sosiologi dengan fenomenologi filosofisnya Edmund Husserl (1970). Ide utama dalam pemikiran Husserl adalah bahwa ilmu pengetahuan selalu berpijak pada ‘yang eksperiensial’ (bersifat pengalaman). Hubungan antara persepsi dengan objek-objeknya tidaklah pasif. Kesadaran manusia secara aktif mengandung objek-objek pengalaman. Prinsip ini kemudian menjadi pijakan bagi setiap penelitian kualitatif tentang praktik dan perilaku yang membentuk realitas. Perspektif fenomenologi Schutz di atas merupakan kelanjutan dari usaha Husserl dalam mengkaji cara-cara anggota masyarakat menyusun dan membentuk ulang alam kehidupan sehari-hari. Schutz pula yang kemudian berhasil memperkenalkan serangkaian prinsip yang menjadi dasar bagi kerangka teori dan empiris untuk penelitian-penelitian fenomenologis, etnometodologis, dan konstruksionis berikutnya. Schutz menyatakan bahwa ilmu sosial semestinya memusatkan perhatian pada cara-cara dunia/kehidupan (yakni dunia eksperimensial yang diterima begitu saja oleh setiap orang) diciptakan dan dialami oleh anggota-anggotanya. Perspektif subjektif perlu dipertahankan agar dunia realitas sosial tidak digantikan dengan dunia fiktif yang bersifat semu yang diciptakan oleh para peneliti ilmiah. Dalam hal ini, dunia subjektivitas merupakan satu-satunya prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika para peneliti sosial memaknai objek-objek penelitiannya (Norman K. Denzin: 336).      
44   2. Penggalian Data Sumber data dalam penelitian ini dipasok dari informasi partisipan yang digali melalui wawancara; situasi, kondisi, dan tempat serta aktivitas partisipan yang diperoleh melalui pengamatan; tulisan, artikel, dan berita disisir dari media, cetak maupun online, majalah, jurnal, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Data berupa informasi terkait dengan topik penelitian diperoleh dari aktivis muslim pegiat Non-Government Organizations (NGO), seperti GNKLNU (Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Nahdlatul Ulama), Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IKA-PMII (Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember dan Kencong, pesantren, dan lain-lain. Informasi juga diperoleh dari tokoh agama dan masyarakat, perangkat desa, dan warga masyarakat desa Paseban, yang turut terlibat dalam gerakan sosial kontra tambang.  Sementara itu, data yang diperoleh dari observasi meliputi data tentang kondisi geografis dan demografis desa Paseban, kondisi perumahn penduduk, aktivitas penduduk, dan berbagai situasi dan kondisi desa yang menjadi lokasi penelitian. Observasi terkait dengan peristiwa atau aksi massa dalam melakukan gerakan kontra tambang, tentu tidak bisa diperoleh karena peristiwa tersebut sudah berlalu. Namun demikian, bekas-bekas aksi massa sebagaimana terekam dalam properti desa yang rusak, bekas coretan dan tulisan dalam dinding pagar, dan sejumlah atribut yang tersimpan, masih dapat diamati dengan jelas. Melalui kerja observasi ini diperoleh gambaran yang lebih empirik mengenai budaya, aktivitas pribadi dan sosial, serta perilaku yang ditampilkan partisipan. Bahan-bahan penelitian diperoleh pula dari sumber dokumentasi. Berita, opini, dan tulisan-tulisan terkait dengan tambang yang terdokumentasikan dalam media cetak maupun sosial, menjadi bahan menarik untuk mendukung kelengkapan data penelitian. Kebetulan, berbagai tulisan yang merekam gerakan kontra tambang di Paseban cukup banyak dan mudah diakses melalui media online.   
45  3. Analisis Data Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui tiga teknik di atas, untuk selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi. Dimensi kesadaran (praktis maupun diskursif), motif yang disadari ataupun tidak disadari oleh aktor, lingkungan kultural, serta dimensi struktur sosial, ekonomi dan politik, diposisikan sebagai data yang diinterpretasikan melalui jalur hermeneutik. Dalam hermeneutik ini, peneliti bukanlah subjek otonom yang berada di luar ataupun terpisah dari objek referensinya, melainkan berkorespondensi dengan realitas yang diteliti3. Analisis data dilakukan peneliti sejak di lapangan dengan mengelola bahan empirik (synthesizing) menjadi pola-pola dan kategori-kategori. Bahan empirik yang dihimpun secara longitudinal muncul dalam bentuk ungkapan, pengalaman sehari-hari, struktur bahasa, cara pengucapan, yang kesemuanya itu sangat membantu peneliti dalam upaya memahami konstruksi pemikiran dan tindakan subjek yang muncul bukan semata-mata didasarkan pada kreativitas bebasnya, melainkan dibatasi pula oleh struktur sosial, ekonomi dan politik yang melingkupinya.  Peneliti juga membuat acuan yang memberi arah dari mana data dilihat (sensitizing concept)4 dengan memanfaatkan teori-teori sosial mencakup perspektif strukturasi (double structure), pendekatan ekonomi-politik, dan teori-teori substantif berkaitan dengan kelas menengah, konflik, dan perubahan, termasuk demokratisasi. Kesemua perspektif itu bukan untuk mengikat dan mendikte proses analisis, namun sebagai upaya membuat peneliti lebih peka dalam memahami concrete concept atau konsep indegeneous yang muncul.  Secara sistematis, peneliti juga menempuh langkah-langkah atau prosedur analisis data lapangan pada umumnya, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan5. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan penseleksian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari                                                           3 Zaenuddin Maliki, Agama priyayi, Makna Agama di Tangan Elit Penguasa, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004, hal., 88-89. 4 Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, Introduction to Qualitative Research Methods: The Searh for Meanings, New York, Singapore: John Wiley & Sons, 1984, hal., 130-136. 5 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992, hal., 16. 
46  catatan tertulis di lapangan yang dilakukan sejak mulai dan bahkan sebelum mulai mengumpulkan data. Peneliti mereduksi bahan atau data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian peneliti kelompokkan ke dalam kategori-kategori tematik melalui analisis domain, taksonomi dan komponensial.  Pada tahap pemaparan data, peneliti memaparkan data yang bertolak dari proses reduksi yang kemudian disajikan (material emphiric display) dalam bentuk bahan yang terorganisir. Pengorganisasian dilakukan peneliti dengan membuat ringkasan terstruktur dan dibantu semacam sinopsis. Dari situ, peneliti mendapatkan diagram, matrik, dan data yang terstruktur. Selanjutnya, analisis diarahkan kepada upaya merumuskan temuan-temuan konsep, pola, dan kategori-kategori terkait dengan keragaman cara pandang dan/atau pemaknaan partisipan dalam memaknai tindakan yang dilakukannya. Pada tahap ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran terhadap makna dari data display dengan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, dan lain-lain yang diperoleh dari subjek penelitian. Sebagaimana reduksi dan display data, verifikasi tidak hanya dilakukan menunggu terakumulasinya data, melainkan dilakukan bersamaan dengan berlangsunya proses pengumpulan dalam arti sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. 
47  BAB IV GEJOLAK SOSIAL DI KAWASAN PESISIR SELATAN JEMBER     Berbagai gejolak social yang berujung pada aksi kolektif, di berbagai daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari berbagai bentuk kesenjangan social, ekonomi dan politik. Dalam kaca mata structuralisme, kesenjangan terjadi bukan semata-mata karena problema yang secara inheren melanda suatu daerah di mana tingkat pendidikan, etos kerja dan skills profesionalisme masyarakat yang rendah. Akar kesenjangan justru terletak pada, salah satunya, kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Dalam hal eksplorasi sumberdaya alam potensial, misalnya, kebijakan negara kerap menuai kontroversi karena wataknya yang liberalism –market oriented dan kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekologisnya. Watak aparatus negara, baik di tingkat nasional maupun local, semacam itu, tampaknya masih cukup menonjol sekalipun Indonesia telah memasuki era demokrasi.  Perubahan politik pasca reformasi, yang diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang demokratis dengan produk kebijakannya yang reformis, pada kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Tidak sedikit dari rezim negara produk demokrasi, masih melahirkan rezim pemerintahan yang justru kontradiksi dengan semangat demokrasi. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, pesta demokrasi langsung yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, sebatas melahirkan rezim-rezim lama dalam struktur kekuasaan baru. Dalam Bahasa Vedi Hadiz, mereka itu adalah rezim oligarki yang dalam menjalankan kekuasaannya lebih berorientasi pada penguasaan sumberdaya ekonomi-politik yang dimanfaatkan secara lebih besar untuk kepentingan kelompoknya daripada kepentingan publik.  
48  Kasus eksplorasi tambang pasir besi di Paseban, Jember, yang menjadi lokasi penelitian ini, merepresentasikan kebijakan negara yang bersifat neo-liberalisme. Dikatakan demikian, karena dalam merumuskan kebijakannya itu, pemerintah kabupaten cenderung mengabaikan bukan saja aspirasi public, melainkan juga dampak sosio-ekologisnya. Tentu saja, kebijakan pemerintah kabupaten itu tidak bisa dilepaskan pula dari penetrasi pasar (para pemilik alat produksi) yang menawarkan keuntungan material dari bagi hasil eksplorasi tambang pasir. Sekalipun telah dilakukan berbagai kajian strategis, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal), dengan melibatkan para pakar di bidangnya, namun produk kajian biasanya lebih merupakan pesanan daripada stakeholders terkait. Bagaimanapun, penerbitan izin tambang oleh pemerintah kabupaten Jember dan kedatangan pihak investor dengan perlengkapan alat beratnya untuk mulai membangun kawasan industri pertambangan, telah menyebabkan kecurigaan, keresahan, dan kekhawatiran di tingakt warga yang dapat memicu kawasan pesisir selatan Jember ini bergejolak hebat. Keluhan, keresahan dan kekhawatiran warga masyarakat Paseban akan dampak penambangan, bermetamorfosis menjadi aksi kolektif dalam bentuk gerakan social radikal kontra tambang. Gejolak tidak hanya terjadi secara vertical, melainkan juga horizontal. Warga masyarakat Paseban terbelah ke dalam dua kelompok social yang terlibat dalam persaingan dan konflik, yakni antara kelompok pro-tambang dan kelompok kontra-tambang. Bab ini akan mengulas kondisi kehidupan Paseban yang sebelumnya tenang, kemudian berubah bergejolak secra hebat pasca kedatangan investor yang berencana melakukan eksplorasi tambang pasir besi. A. Ekologi Pesisir Paseban Jember merupakan daerah kabupaten yang memiliki topografi wilayah yang cukup variatif. Dilihat dari karakteristik geo-ekologisnya, wilayah Jember dapat dibagi ke dalam tiga varian utama, yaitu pertama, Jember Utara dengan karakter ekologinya yang bersifat agraris. Topografi wilayahnya yang berupa dataran rendah dan perbukitan banyak dimanfaatkan warganya yang sebagian besar beretnik Madura, untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kedua, Jember Tengah dengan 
49  karakter ekologinya yang bersifat urban (perkotaan). Penduduknya yang padat, berasal dari beragam etnik dan budaya (plural dan multikultural), dengan menggandalkan pekerjaan di sektor perdagangan, jasa dan industri, menjadi ciri dari kawasan urban di Jember bagian tengah. Ketiga, kawasan Jember Selatan dengan karakter ekologinya yang bersifat hybrid, yakni perpaduan agraris dan pesisir. Sebagian wilayah Jember Selatan berupa dataran ngarai yang subur dan banyak dikelola warga sebagai lahan pertanian dan perkebunan (terutama jenis tanaman komersial berumur pendek seperti tembakau) dan sebagian lainnya adalah wilayah pesisir yang kental dengan ciri-ciri kehidupan sosial pesisir.  Dilihat dari peta ekologis Jember tersebut, desa Paseban termasuk ke dalam wilayah Jember bagian Selatan dengan karakter ekologi pesisir. Sekalipun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember, mengklaim seluruh wilayah pesisir pantai Paseban dengan batasan-batasan tertentu, masuk ke dalam daerah kekuasaannya, namun tidak demikian halnya dengan warga Paseban. Kawasan pesisir pantai Selatan itu dianggap oleh warga sebagai bagian integral dari wilayah desa Paseban, baik dalam pengertian geografis maupun ekologis. Di samping menjadi sumber kehidupan ekonomi, laut dan pesisir pantai Selatan Paseban juga menjadi medan kosmologis bagi kehidupan seluruh warganya. Sebagai warga pesisir, masyarakat Paseban rata-rata memiliki pandangan dan kepercayaan khas orang-orang pesisir Selatan tentang wilayah pesisirnya. Bagi mereka, laut Selatan tidak hanya dipahami semata-mata sebagai sumber kehidupan (dalam pengertian material), terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya laut. Lebih dari itu, warga masyarakat Paseban memandang lautan dan pesisirnya tidak ubahnya sebagai suatu kawasan kosmologis yang sarat dengan makna mistis. Rata-rata warga Paseban memercayai makhluk lain yang menghuni dan menguasai pantai Selatan. Karena itu, mereka cenderung memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap kawasan pesisir pantai Selatan dengan cara menjaga, merawat dan me-ruwat-nya. Sekali saja warga tidak melakukan ruwatan, ada kepercayaan local bahwa mereka akan ditimpa balak atau bencana besar1.                                                            1 Wawancara dengan Tuwas, Faisol, Irfanudin, dan sejumlah warga Paseban, 26 Oktober 2016. 
50  Mitos yang berkembang dan dipercaya oleh sebagian warga masyarakat Paseban ialah bahwa kawasan pesisir pantai Selatan itu, berada di bawah kekuasaan Sang Ratu. Dikisahkan, suatu hari ada tokoh desa yang bermimpi bertemu dengan Sang Ratu yang memberikan informasi jika desa Paseban akan diterpa badai dahsyat semacam tsunami. Sang Ratu meminta agar warga mau memberikan sesajen berupa intan dan di tanam di sebuah tempat bernama Kedung Garinten (gaib/tidak tampak). Atas dasar itulah, warga masyarakat Paseban kemudian melakukan ruwatan dengan menanam intan (sekarang diganti dengan kepala kambing) dan aneka sesajen di pesisir pantai Paseban, tepatnya di lokasi yang dipercaya sebagai Kedung Garinten. Hingga kini ruwatan khas pesisiran itu, masih dilestarikan oleh warga Paseban dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya2. Kesadaran mitologis demikian itu tidak sebatas dimiliki warga awam Paseban dari kelas bawah, melainkan juga kalangan birokrat desa dan elit terdidiknya. Sebab cerita tentang kosmologi dunia metafisik pesisir pantai Selatan Paseban, tidak hanya diceritakan oleh warga kelas bawah yang tidak berpendidikan. Kepala desa yang nota bene merrupakan elit birokrat desa yang sudah tentu berpendidikan, sangat mempercayai cerita tersebut. Bahkan menurut pengakuannya, ia merupakan kepala desa yang tidak hanya memimpin empat wilayah (dusun) administratif, yakni dusun Bulurejo, dusun Balekembang, dusun Paseban dan dusun Sidomulyo. Ada satu wilayah non-administratif yang turut ia pimpin, yakni Kedung Garinten yang dihuni oleh para makhluk Astra (ghaib). Menurutnya, di wilayah ini terdapat perkampungan yang dihuni oleh komunitas makhluk Astra, terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada pasarnya, ada masjidnya, dan mereka juga beraktivitas sebagaimana warga masyarakat Paseban pada umumnya3.  Selain itu, ruwatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Paseban terhadap kawasan pantai Selatan dan pesisir, diwujudkan pula dalam bentuk upacara petik laut, suatu ritual dan tradisi khas pesisir. Setiap tahun para nelayan beserta warga Paseban melaksanakan upacara petik laut dengan melarung sesajen berupa aneka jenis makanan (berupa hasil laut dan bumi), ke tengah lautan. Bagi sebagian                                                           2 Wawancara dengan Faisol dan Irfanudin, 26 Oktober 2016. 3 Wawancara dengan Lasidi, Kades Paseban, 26 Oktober 2016. 
51  nelayan, sesajen tersebut dimaksudkan sebagai persembahan, tanda ucapan terima kasih, untuk penguasa laut pantai Selatan. Bagi sebagian warga lainnya yang santri, sesajen yang dilarung ke tengah lautan itu, tidak lebih sebagai ekspresi tanda syukur mereka kepada Allah Swt., atas berkah dan limpahan karunia rizki-Nya. Ruwatan petik laut juga dimaksudkan agar pekerjaan yang mereka lakukan baik di laut maupun di daratan, bertambah lancar, mendapatkan keberkahan, keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bentuk marabahaya yang bersumber dari lautan.   Pentinganya merawat dan meruwat pesisir pantai Selatan Paseban, juga berkaitan pula dengan pertimbangan yang bersifat ekologis. Jika terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti pengerukan pasir laut, maka peristiwa tsunami sebagaimana terjadi di Aceh, Banyuwangi, dan sejumlah daerah pesisir lainnya, akan sangat mungkin terjadi. Kesadaran rasional-ekologis semacam ini, sangat disadari oleh warga Paseban. Karena itu, mereka berusaha untuk merawat dan meruwat kawasan pesisir tidak sebatas dengan ritual-metafisik, namun juga langkah-langkah konkrit dengan cara melakukan eksperimentasi penghijauan pesisir dengan melakukan penanaman pohon mangrove. Sekalipun sebagian warga ada yang memanfaatkan kawasan pesisir sebagai lahan pertanian semangka, namun mereka tetap memerhatikan tata kelola lahannya.  B. Lahan dan Pekerjaan Kondisi georafis Paseban sebenarnya cukup unik. Kendatipun terletak di kawasan pesisir, namun ekologi pesisir sebenarnya tidaklah terlampau dominan. Berbeda dari kawasan pesisir padat hunian seperti Puger, kawasan pesisir Paseban tidak banyak dimanfaatkan warga untuk fungsi pemukiman dan aktivitas kenelayanan. Sebagian besar kawasan pesisir justru dimanfaatkan untuk kepentingan agraris, pertanian semangka. Jika harga semangka di pasaran bagus, maka hasil petani semangka di pesisir Paseban juga tinggi. Bahkan menurut petani semangka, sektor pertanian ini termasuk potensial dibandingkan dengan sektor perikanan. Kondisi agraris di Paseban sebenarnya sangatlah kental mewarnai gerak kehidupan sosial-ekonomi warga masyarakatnya. Terlebih, luas lahan pertanian dan 
52  tegal di Paseban cukup luas. Dari total luas wilayah desa Paseban (844,243 Ha), lahan persawahan mencapai 356 Ha dan tegal atau ladang seluas 109 Ha. Sebagaimana kawasan agraris lainnya, tanah menjadi sumber utama kehidupan warga masyarakat desa Paseban. Tercatat warga yang aktivitas ekonominya di sektor pertanian, sebagai petani, sebanyak 2151 orang terdiri dari 1054 orang (laki-laki) dan 1097 orang (perempuan). Masih di sector pertanian, warga yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian, sebagai buruh tani mencapai 1619 orang dengan komposisi gender laki-laki sebanyak 837 orang dan perempuan sebanyak 782 orang. Rata-rata warga memiliki luas lahan pertanian mencapai tidak lebih dari 1 Ha (505 orang). Tidak ada warga yang memiliki lahan mencapai luas 1,0 sampai 5,0 Ha dan 5,0 sampai 10 Ha4. Berbeda dari gambaran struktur social desa di Jawa yang umumnya diwarnai kesenjangan mencolok antara tuan tanah dan buruh taninya, tidak demikian halnya di Paseban. Karena tidak ada warga yang memiliki penguasaan lahan pertanian yang betul-betul luas (tuan tanah), maka pola hubungan di antara keduanya pun tidak sepenuhnya dominatif. Sekarang ini, probelma pertanian di pedesaan justru terletak pada sulitnya mencari buruh tani dikarenakan kerja di sector pertanian semakin kurang diminati. Dalam kondisi demikian, buruh tani kerap memasang tarif yang tinggi untuk kerja-kerja di sector informal pertanian. Tidak sebatas mengasih upah harian, pemilik sawah juga harus menyediakan sarapan pagi, makan siang, lengkap dengan jajanan, kopi dan rokoknya. Adanya lahan kritis yang mencapai 150 Ha, menunjukkan bahwa warga enggan untuk mengelola lahan tersebut, dengan pertimbangan biaya dan tenaga kerja. Lahan pertanian dan tegal di Paseban sendiri tampaknya tidak lagi menjadi satu-satunya sector sumber kehidupan yang menjanjikan bagi para warganya. Luas lahan dan hasil produksi pertanian yang cenderung statis di satu sisi, dan tuntutan hidup yang semakin tinggi di sisi lain, menjadikan warga Paseban untuk mengembangkan usaha ekonomi di bidang-bidang non-pertanian. Bagi warga yang bertahan di Paseban, mereka memilih untuk berdagang dan beternak (468 orang),                                                           4 Profil Desa/Kelurahan Tahun 2010, Desa Paseban Kecamatan Kencong, Bapemas Kabupaten Jember. 
53  pertukangan (tukang kayu dan batu 261 orang), kerajinan industri rumahan (9 orang), menjadi pembantu rumah tangga (9 orang), dan kerja-kerja informal lainnya dengan penghasilan yang juga terbatas. Tidak ada jenis usaha dalam skala menengah dana palagi besar dalam bentuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja banyak.  Sebaliknya, bagi warga kelas bawah yang latar belakang keluarganya berprofesi sebagai buruh tani, mereka lebih memilih untuk mencari sumber kehidupan ke luar daerah dan bahkan negara menjadi TKI/TKW. Bagi mereka ini, menjadi TKI/TKW merupakan pilihan yang rasional di tengah-tengah keterbatasan modal, tiadanya kepemilikan lahan yang bisa digarap, dan skills yang dimiliki yang tidak memberikan bisa memberikan alernatif pekerjaan lain selain kerja informal di luar daerah dan luar negeri. Memang tidak ada data resmi dan akurat seberapa banyak warga yang memilih untuk menjadi tenaga kerja informal di luar daerah/negeri. Hanya saja, menurut penuturan informan bahwa tidak sedikit warga Paseban yang menjadi TKI/TKW di, terutama Arab Saudi, Hongkong, Korea dan lainnya. Sekembalinya dari luar negeri menjadi TKI/TKW, mereka berhasil membangun rumah yang bagus, ada yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA dan bahkan perguruan tinggi, dan membuka usaha baru. Tabel 1  Komposisi Penduduk Desa Paseban Berdasarkan Mata Pencaharian  Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah Petani  1891 1879 3770 Nelayan  7 0 7 Peternak  468 0 468 Tukang batu /kayu 261 0 261 PNS 48 31 79 TNI 9 0 9 Swasta 3 0 3 Lain-lain 25 74 99 Jumlah  2717 1984 4701 Sumber: BAPEMAS Kabupaten Jember 2010 
54  Gambaran Paseban sebagai kawasan pinggiran yang identik dengan  keterbelakangan dalam berbagai segi kehidupan, tidaklah sepenuhnya benar. Meski jarak desa ini dengan ibu kota kecamatan Kencong mencapai 10 Km dan dengan ibu kota Kabupaten 56 Km, namun akses menuju desa pesisir Selatan ini, sudah cukup bagus. Jalanan utama yang menghubungkan desa dengan kota kecamatan, sudah beraspal. Sekalipun kecil, terdapat pula warga yang memiliki latar pendidikan dan profesi bagus yang berkorelasi dengan akses pekerjaan mereka di dunia professional seperti PNS (79 orang), TNI/Polri (4 orang), dokter swasta (1 orang), perawat swasta (68 orang), pengacara (7 orang), notaris (1 orang), arsitek (3 orang), seniman (3 orang) 5.   Tabel  2 Komposisi Penduduk Desa Paseban Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Belum Sekolah ( Usia < 6 Tahun ) 134 153 287 Tamat SD / Sederajat 803 717 1520 Tidak Tamat SD / Sederajat 122 139 261 Tamat SLTP / Sederajat 721 738 1459 Tidak Tamat SLTP /Sederajat 253 231 484 Tamat SLTA /Sederajat 652 639 1291 Tidak Tamat SLTA / Sederajat 283 292 575 PT (Diploma, Sarjana, Pascasarjana) 13 9 22 Masih Sekolah (SA, SLTP, SLTA) 657 762 1419 Tidak Sekolah 121 153 274 Jumlah  3759 3833 7592 Sumber: BAPEMAS Kabupaten Jember  2010 Satu hal yang cukup mengherankan ialah bahwa jumlah warga Paseban yang berprofesi sebagai nelayan justru sangat kecil, hanya 7 orang. Kondisi ini tampak paradoks dengan posisi Paseban sebagai desa yang berada di kawasan pesisir. Memang, pesisir Paseban sendiri kurang dimanfaatkan oleh warga untuk aktivitas                                                           5 Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2010. 
55  perikanan dan kenelayanan. Berdasarkan informasi seorang nelayan, orang-orang yang menjadi nelayan di Paseban memang tidak terlampau besar. Para nelayan sendiri terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Kulon (barat) beranggotakan kurang lebih 75 orang dan kelompok Wetan (timur) dengan jumlah anggota sekitar 50 orang. Informasi ini, tentu saja perlu diklarifikasi lebih lanjut karena data yang tercatat dalam profil desa hanya ada 1 (satu) orang warga Paseban yang berprofesi sebagai nelayan.  Terlepas dari itu semua, jenis pekerjaan berkorelasi pula dengan tingkat kesejahteraan warga masyarakat Paseban. Berdasarkan standar statistik pemerintah yang digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan penduduk, maka diperoleh gambaran bawah jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Paseban sebanyak 2506 KK, sebanyak 2472 Kepala Keluarga adalah laki-laki dan sebanyak 34 Kepala keluarga adalah perempuan. Dari 2506 KK, terdapat 346 KK masuk kategori pra-sejahtera, 1021 KK keluarga sejahtera 1, 943 KK keluarga sejahtera 2, 109 KK keluarga sejahtera 3 dan 87 KK keluarga sejahtera 3 plus6.  Bagaimanapun angka-angka di atas tidak bisa memberikan potret sosiologis perihal kemiskinan dan kesejahteraan yang terdapat pada warga masyarakat Paseban. Berdasarkan data statistic itu kita bisa mengklaim bahwa mayoritas warga masyarakat Paseban itu sudah sejahtera dan hanya sebagian kecil saja yang dikategorikan miskin atau kurang sejahtera. Padahal kenyataan sosiologis tidaklah sesederhanan itu, melainkan sangat kompleks. Diperlukan penjelasan data yang lebih komprehensif untuk bisa membuat kategorisasi tingkat kesejahteraan warga dengan tidak hanya berpaku pada standar Bapemas. Data-data di atas biasanya digunakan untuk justifikasi politik atas keberhasilan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, dan bukan untuk memberikan data yang betul-betul otentik tentang gambaran kemiskinan suatu masyarakat.                                                            6 Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2010. 
56  C. Kehidupan Sosial dan Keagamaan “Warga Paseban itu angel di atur, pada karepe dewe, ndak ono tokoh sing bener-bener isa dadi panutan” (warga Paseban itu termasuk sulit untuk ditata, masing-masing berjalan sesuai dengan keinginannya, tidak ada tokoh yang betul-betul bisa dijadikan panutan). Ungkapan di atas disampaikan oleh sejumlah warga biasa Paseban untuk menggambarkan kondisi masyarakat desa. Tidak jelas apakah hal itu terkait dengan watak sosiologis warga masyarakat Paseban atau terkait dengan hal lainnya. Karena tidak dalam semua kondisi warga Paseban sulit untuk membangun solidaritas, kerja sama dan aksi-aksi kolektif bersama termasuk gerakan social menolak tambang.   Ungkapan tersebut disampaikan warga dengan mengacu pada contoh-conoth konflik yang sedang terjadi di Paseban. Perpecahan di antara nelayan antara kelompok Wetan dengN kelompok Kulon yang hingga kini masih menemui titik buntu, dijadikan sebagai sample-nya. Masing-masing kelompok dinilai mengedepankan egonya masing-masing, tidak mau melakukan negosiasi apalagi mencari titik temu kompromi sebagai jalan keluarnya. Persaingan di antara keduanya tidak sebatas terkait dengan persoalan materilisme berupa bantuan dari pemerintah, melainkan juga merembet ke persaingan politik dan ritual local. Dalam politik local, misalnya, nelayan Kulon lebih dekat dengan kekuasaan apparatus desa, sedangkan kelompok Wetan cenderung kontradiktif dengan pihak desa. Dalam hal penghijauan kawasan pesisir, kelompok Kulon bekerjasama dengan desa dan Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir bagian barat. Sebaliknya, kelompok Wetan memilih menjalin aliansi dengan politisi PDI-P dalam hal penghijauan kawasan pesisir bagian timur. Keduanya juga terlibat persaingan dalam hal pelaksanaan ritual petik laut, masing-masing kelompok melakukan ritual sendiri-sendiri dengan waktu yang berbeda.  Kerumitan warga juga diasosiasikan dengan perpecahan di tingkat akar rumput pasca pemilihan kepala desa. Sejak Pilkades 2014, warga Paseban terpolarisasi ke dalam kedua kubu, yakni antara warga yang pro dan kontra rezim kekuasaan desa. Masing-masing warga sulit untuk kembali bisa membaur seperti sebelumnya. Kades sendiri di mata kalangan yang kontra, dinilai tidak netral dan 
57  lebih mengutamakan kelompok pendukungnya. Dalam soal parkir saja, pihak desa dinilai oleh kubu yang kontra kekuasaan, lebih memberikan akses kemudahan dan ruang parkiran lebih strategis di pantai wisata Paseban.  Sebenarnya kerumitan warga Paseban, sebagaimana dikeluhkan sejumlah warga, tidak hanya berkorelasi dengan persoalan politik semata, melainkan juga problema social desa yang kompleks. Banyaknya warga yang jadi –meminjan bahasa local— ‘pengacara’ (pengangguran banyak acara), menjadikan pola relasi dan interaksi antar warga, sedikit banyak juga kerap menimbulkan masalah. Kondisi demikian sering mudah meletup manakala warga mendapatkan peluang ekonomi di pedesaan seperti pengkaplingan lahan pesisir untuk pertanian, pengelolaan lahan parkir, toilet, dan warung di kawasan wisata pantai, dan bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah, termasuk dana desa. Terlebih warga Paseban yang berusia muda dan produktif terbilang cukup besar, di saat bersamaan, lahan pekerjaan semakin menyempit. Sebagai catatan, desa Paseban yang memiliki luas wilayah 844,243 Ha itu, dihuni 7592 jiwa (3759 laki-laki dan 3833 perempuan).  Dari keseluruhan jumlah penduduk itu, mereka yang memiliki status usia remaja dan dewasa produktif terbilang cukup besar, mencapai 70 persen lebih. Idealnya, usia produktif ini bisa menjadi bonus tersendiri bagi sumberdaya manusia desa yang kreatif, inovatif dan produktif. Dengan rata-rata usia muda dan produktif, idealnya desa Paseban bisa berkembang jauh lebih maju. Alih-alih warga berusia produktif menjadikan desa semakin produktif, kesejahteraan mereka saja masih banyak mengalami kendala. Lebih detail, kondisi penduduk Paseban dilihat dari komposisi jenis kelamin dan usianya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.         
58  Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Paseban Berdasarkan Usia Kelompok Usia (tahun ) laki-laki Perempuan Jumlah 0-7 407 422 829 7-18 683 680 1363 18-56 2108 2200 4308 >56 561 534 1095 Jumlah 3759 3833 7592 Sumber: PAPESMAS Kabupaten Jember 2010 Sementara itu, tiadanya elit-elit local yang berpengaruh di Paseban, memiliki nilai plus dan minusnya sendiri. Sisi positifnya, warga Paseban bisa membangun interaksi social secara lebih egaliter dan demokratis. Tanpa adanya perasaan yang tidak enak (Bahasa Jawa: ewuh pakewuh), masing-masing warga bisa melakukan komunikasi dan interaksi social, baik vertical maupun horizontal, secara cukup baik. Minimnya pola relasi social yang bersifat paternalistic, potensial menjadikan dinamika kehidupan social dan politik di Paseban berlangsung lebih demokratis.   Minusnya, warga tidak mudah didikte, diarahkan dan bahkan diberi masukan oleh siapa pun, termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan formal dan non-formal tinggi seperti kepala desa, tokoh masyarakat dan elit agama. Tidak adanya tokoh yang dihormati, menjadikan warga bisa seenaknya dalam bersikap dan bertindak dalam berbagai hal. Dari sudut pengalaman orang yang tidak suka dengan penguasa desa, mereka bisa melakukan hal-hal yang kontradiktif sekalipun sifatnya tidak ekstrim seperti tidak peduli dengan anjuran dan program pemerintah desa, sulit bekerja sama dalam melakukan tindakan kolektif, dan sejenisnya. bila terjadi ketegangan di tingkat warga, mereka sulit untuk bisa mencari jalan keluar, karena tidak ada tokoh panutan yang bisa didengar dan bertindak sebagai fasilitator. Dalam kasus pembentukan asosiasi kewargaan AMDAL (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan), miasalnya, warga sulit untuk diajak terlibat dan berperan serta dalam asosiasi tersebut. Kedudukan tokoh-tokoh agama juga tidak terlalu sentral di desa Paseban. Otoritas keagamaan yang mereka miliki tidak bisa menciptakan kepatuhan di 
59  kalangan warga. Sekalipun sebagian besar warga Paseban adalah Muslim (santri), namun ketaatan mereka terhadap elit agama (kyai) local tidaklah tinggi. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat mayoritas warga Paseban adalah beretnik Jawa. Sebagaimana dimaklumi, dalam budaya Jawa pola relasi kyai dengan umat, tidaklah sepaternalistik hubungan keduanya dalam tradisi masyarakat Madura. Di Madura, kyai betul-betul menempati posisi istimewa (salah satu saka guru/ pilar masyarakat) dengan pola hubungan yang sangat paternalistik. Apa yang menjadi titah (perintah) dan petuah (nasehat) kyai akan selalu diikuti oleh umatnya. Sementara itu, elit-elit agama sendiri ketika dimintai tanggapannya atas pandangan warga, mereka menilai bahwa tidak sedikit Muslim Paseban itu status keislamannya masih KTP (abangan). Banyaknya warga yang masih percaya terhadap mitos-mitos local, seperti keberadaan Sang Ratu yang menguasai laut Selatan, ritual sesajen dan menanam kepala kambing di Kedung Garinten, dan sejenisnya, dianggap sebagai representasi ke-abang-an Msulim Paseban. Memang benar bahwa di Paseban sudah terdapat lembaga pendidikan Islam dengan total 25 sekolah (TPA, TPQ, SD berbasis agama), 7 masjid dan 24 mushalla, kelompok-kelompok pengajian agama (Muslimatan, yasinan, tahlilan, pengajian Aisyah), dan bahkan dua organisasi agama terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah), memiliki perwakilannya di Paseban. Hanya saja, sebagian anak-anak muda dan orang tuanya masih banyak yang memiliki pemahaman local secamam itu. D. Jalan Lintas Selatan (JLS) Jalan lintas selatan merupakan program nasional yang dicanangkan sejak 2004, pemerintahan Megawati Sukarno Putri. Proyek JLS ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan kawasan Selatan agar tidak kalah dengan kawasan Utara. Pembangunan JLS sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi padatnya lalu lintas di jalur Utara. Di sejumlah daerah yang dilintasi JLS yang membentang dari ujung paling Barat (Banten) hingga ujung paling timur kepulauan Jawa (Banyuwangi), banyak yang belum selesai, sehingga belum bisa dioperasikan hingga sekarang ini. Paseban sendiri termasuk kawasan pesisir Selatan yang masuk dalam peta pembangunan JLS. Meski pembangunan JLS belum tuntas sepenuhnya di sepanjang 
60  pesisir Selatan Jember, untuk kawasan Paseban kondisinya lain. JLS yang membelah kawasan pesisisir Paseban sampai daerah Puger, kondisi jalannya sudah teraspal cukup baik. Karena belum respi dioperasikan, JLS banyak dimanfaatkan anak-anak muda untuk balab sepeda (dalam Bahasa local, trek-trek-an), di samping pula untuk sarana transportasi local penduduk kawasan pesisir dari Paseban menuju Puger ataupun daerah Lumajang.   Sejauh ini, keberadaan JLS belum memberikan dampak perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat Paseban. Memang, mulai ada sejumlah rumah dan warung yang berdiri di pinggiran JLS, tetapi kuantitasnya masih sangat kecil. Dalam waktu dekat ini, kemungkinan belum terjadi perubahan drastic untuk wilayah pesisir Paseban, karena memang JLS belum resmi beroperasi dan tersambung sempurna antar daerah. Kalua sudah beroperasi, diprediksikan perubahan-perubahan mendasar, sebagaimana kawasan Jawa bagian Utara, akan sangat mungkin terjadi. Meski belum bisa diprediksikan apakah perubahan akibat JLS akan berdampak konstruktif, terutama dari segi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa.  Secara umum, warga masyarakat Paseban sangat antusias menanti selesainya JLS. Sembari berharap, JLS dapat membawa perubahan, perbaikan dan kemajuan berarti bagi desa dan warga masyarakat Paseban. Selama ini, Paseban masih terisolir tidak saja dari pusat kekuasaan (ibu kota kecamatan maupun kabupaten), tetapi juga dari pusat-pusat pendidikan, perekonomian, dan lainnya. Menurut penuturan seorang warga, kalaupun jalan desa sudah teraspal dengan baik, hal itu terjadi belumlah lama. Selama bertahun-tahun warga desa menikmati jalanan makadam yang kerap membuat bocor kendaraan bermotor. Sewaktu peneliti ada kegiatan di desa ini pada 2005 silam, memang kondisi jalanan desanya tidaklah cukup baik. Jalanan utama desa yang menghubungkan Paseban dengan jalan utama kea rah daerah kecamatan Kencong, berupa makadam dari batu-batu yang ditata sedemikian rupa tanpa diaspal, sehingga menjadikan perjalanan menuju desa ini tidak mudah dilakukan. Kondisi semacam ini pula yang membuat kendala para pengunjung yang berniat berwisata ke pantai Paseban.  
61  Jika warga menyambut baik pembangunan JLS, tidak demikian halnya dengan kalangan aktivis. Para aktivis dan pegiat social (social worker), justru  memahami pembangunan JLS itu memiliki kepentingan ganda. Dasar pertimbangan pemerintah pusat untuk membuka keterisoliran kawasan pesisir pantai Selatan, dengan pertama-tama membuka akses transportasinya, memang cukup beralasan. Di sisi lain, para agen kekuasaan di lingkar kekuasaan sesungguhnya memiliki kepentingan yang lebih bersifat ekonomistik. Sebaba, sepanjang kawasan pesisir pantai Selatan, terdapat kandungan tambang yang sangat menjanjikan, mulai dari pasir besi, emas, dan aneka bahan mineral lainnya. Dalam hal ini, pembangunan JLS jelas berkorelasi dengan kepentingan eksplorasi tambang maupun pembangunan berbagai industri lainnya. Tampaknya, asumsi kalangan aktivis saat itu, mulai menemukan relevansinya dengan konteks pertambangan yang mulai menggeliat di kawasan pesisir pantai Selatan sebagaimana terjadi di Banyuwangi, Yogyakarta dan daerah Selatan lainnya. Hal senada hampir saja terjadi di Paseban yang hendak dijadikan lahan eksplorasi tambang pasir besi. Boleh jadi, kawasan pesisir Paseban sudah lama masuk dalam radar para pemilik modal karena kandungan tambangnya cukup menjanjikan. Para investor sendiri tampaknya tidak kesulitan untuk mendapatkan legalitas, izin penambangan, dari pemerintah kabupaten7. Tanpa banyak melakukan sosialisasi, pihak investor mendatangkan alat-alat berat untuk kebutuhan eksplorasi pasir. Akibatnya, terjadi gejolak luar biasa yang melibatkan aksi kolektif dari warga                                                           7 Menurut pihak pemerintah, area kandungan pasir besi tidak seperti lahan pertanian atau perkebunan. Karena kandungan besi yang terdapat di dalamnya menyebabkan area gundukan pasir besi menjadi area tandus dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Jember lantas mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan manfaat dari potensi kandungan besi yang terdapat di dalam gundukan pasir besi sebagaimana di pesisir Paseban. Penambangan pun menjadi solusi yang dianggap sebagai langkah tepat dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember Tahun 2010, yaitu: (a) merehabilitasi lahan agar menjadi lebih subur, sehingga diharapkan pasca tambang bisa lebih produktif dan bisa dilakukan penghijauan; (b) mengurangi endapan atau pendangkalan di muara sungai, sehingga lalu lintas perahu nelayan bisa lebih lancar; (c) memanfaatkan potensi lahan galian pasir besi yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, daerah, desa dan masyarakat sekitar; (d) menyediakan lapangan kerja.  
62  masyarakat Paseban dengan dukungan elemen masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk aktivitas penambangan.     E. Potensi Pasir Besi  Sebenarnya, seberapa besar potensi tambang pasir besi di Paseban itu sehingga menarik minat kalangan pemodal untuk mengeksplorasinya? Harus diakui bahwa selama ini kawasan pesisir Paseban cenderung terabaikan oleh warga, menjadi lahan kritis dan tidak produktif. Tetapi seiring dengan kedatangan investor yang hendak memanfaatkan lahan tersebut untuk diambil pasir besinya, warga menjadi lebih peduli dan perhatian terhadap lingkungan pesisir. Bahkan sejak 2010, warga mulai mengelola sebagian lahan pesisir untuk usaha yang produktif, pertanian semangka dengan hasil atau pendapatan yang cukup menjanjikan. Jika harga pasaran baik, warga yang rata-rata menggarap 2 sampai 3 petak lahan, bisa mendapatkan hasil sampai 35 juta per petak. Terkait dengan potensi bahan galian tambang kawasan pesisir Paseban, penting pula dicermati data yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Menurut catatan dinas ini, kabupaten Jember sejatinya memiliki potensi tambang yang cukup beragam. Di antara yang sangat potensial dan menarik minat para investor nasional adalah tambang emas, mangan dan bijih pasir besi. Di sepanjang wilayah pegunungan dan hutan lindung mulai dari Silo, Ambulu, Wuluhan dan sebagian pesisir Selatan, terdapat kandungan emas dan mangan yang cukup besar. Tiga kecamatan yang wilayah pesisir Selatannya diidentifikasi memiliki kandungan tambang bijih pasir besi cukup besar, yaitu: (a) Kecamatan Puger, tersebar di empat desa --Desa Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari dan Desa Mojomulyo; (b) Kecamatan Gumukmas, tersebar di dua desa yaitu Desa Mayangan dan Desa Kepanjen; (c) Kecamatan Kencong, terdapat di Desa Paseban.  Di sepanjang pantai Selatan tersebut, rata-rata endapan pasir besi terakumulasi dalam gundukan pasir (sand dune) yang dapat mencapai tinggi hingga 6 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lebarnya mencapai 100 meter sampai 1000 meter dari pantai permukaan. Endapan ini bersifat material lepas dengan warna umumnya abu-abu kehitaman. Luas laham prospek pasir ini ± 462,5 ha dan mencapai  ± 23.125.000 mᵌ dengan asumsi kedalaman penambangan 5 meter. Dari 
63  hasil analisis diketahui bahwa besar butir atau fraksi endapan pasir besi dipantai selatan sebenarnya antara 40-200 mesh dengan kadar masing-masing fraksi antara 30-60%. Selain itu, kawasan pesisir Selatan, juga mengandung unsur besi dan beberapa mineral lainnya yang mengakibatkan tanah kurang subur dan kering, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Pasir besi sendiri selama ini memiliki kegunaan sebagai bahan baku industri logam (seperti produk besi cor dan baja, kertas ampelas) dan industri kimia (semisal produk bahan baku semen). Secara rinci, cadangan pasir besi yang terkandung di pesisir pantai Jember yang tersebar di kecamatan Puger, Gumuk Mas dan Kencong dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4   Perhitungan Cadangan Pasir Besi  di Kabupaten Jember Menurut Dune Dunes Ton Concentrates Rata-rata % Fe Rata-rata % TiO₂ Dalam  6.671.534 51,31 7,56 Tengah 612.470 51,15 7,18 Pinggir pantai 2.094.275 51,27 8,23 Total 9.378.279 51,29 7,71 Sumber : http://bpm.jatimprov.go.id Dalam data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sejumlah investor yang sudah mengajukan investasi penambangan pasir besi di Paseban antara lain ialah PT. Sari Mapan Sejahtera, PT. Paseban Makmur Sejahtera, PT. Karya Samudra Indonesia, PT. Klan Asia Mining, PT. Agtika Sejahtera, PT. Indo Modern Mining Sejahtera, PT. Sarang Madu Perkasa, PT. Surya Mas Jaya Sakti, dan PT. Agung Bogor Perkasa. Di Jember, kegiatan penambangan pasir besi sudah dimulai sejak 2004 dengan skala yang tidak terlalu besar atau izin yang dilimpahkan hanya sebatas eksplorasi. Pada 2004, izin penambangan yang dilimpahkan kepada PT. Sari Mapan Sejahtera dan PT. Paseban Makmur Sejahtera berupa izin eksplorasi. Begitupun izin penambangan pada 2005 yang diberikan kepada PT. Karya Samudra Sejahtera, pada 2007 kepada PT. Klain Mining dan pada 2009 kepada PT. Indo Modern Mining 
64  Sejahtera. Pada tahun 2009, Disperindang, kembali mengeluarkan izin eksploitasi pasir besi di Paseban. Izin eksploitasi dilimpahkan kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera dengan masa berlaku selama 5 tahun. Dengan demikian, PT. Agtika Dwi Sejahtera memiliki wewenang penuh untuk melakukan aktifitas penambangan di sepanjang bibir pantai Desa Paseban sesuai dengan kontrak. PT. Agtika Dwi Sejahtera diberi izin untuk mengeksploitasi kawasan seluas 490 Ha di Paseban dengan nilai invertasi Rp 3 miliar dan kapasitas produksi kurang lebih seribu ton per bulan. F. Derap Langkah Pemilik Modal Cukup jelas bahwa penambangan pasir besi di Paseban merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Agenda penambangan sudah lama direncanakan, namun belum kunjung dapat dilaksanakan oleh pihak investor  karena kendala persyaratan yang belum terpenuhi. Baru pada 2009, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengeluarkan izin eksploitasi kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera. Selanjutnya, pihak pemerintah kabupaten bersama-sama dengan calon investor dan desa, melakukan koordinasi untuk membahas rencana penambangan tersebut. Hanya saja, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apakah penambangan segera dapat dilakukan atau tidak. Baru pada 2008, aktivitas penambangan mulai menampakkan jejaknya ketika PT. Agtika Dwi Sejahtera mengambil sampel pada bulan Desamber dengan berbekal surat nomor: 541.3/056/436.314/2008 yang ditujukan kepada Soedarsono Sugih Slamet, selaku komisaris utama. Surat itu berisi perihal izin untuk keperluan pengambilan sample testing terakhir sebelum mesin-mesin berat dikirim ke desa. Setelah selesai uji sampel dan dinyatakan memiliki nilai investasi, pada tanggal 21 Januari 2009 pemerintah kecamatan dan pihak investor mengundang pihak desa di kantor kecamatan Kencong untuk melakukan rapat terkait dengan rencana penambangan sekaligus sosialisasi tata kelola atau sharing hasil tambang dengan pihak desa. Seorang aparat desa yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa: “sampai hari ini belum pernah membicarakan MOU,belum,cuman pada waktu sosialisasi diKecamatan itu disampaikan oleh perwakilan PT, ya 
65  tentunya ini belum resmi informasinya dengan perhitungan kapasitas produksi 200.000 ribu ton per bulan itu dana yang diberikan kedesa itu  200juta. Itu disampaikan diforum sosialisasi. Belum, belum MOU dengan desa, belum”. Meskipun pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan dan keputusan antara pihak desa dan investor terkait penambangan, pihak pemerintah Kabupaten Jember tidak menyurutkan niat untuk merealisasikan rencana penambangan. Pada 2009, Pemkab menunjuk PT. Agtika Dwi Sejahtera dengan mengeluarkan surat nomor: 641.31/00/438.314/2009 perihal izin eksploitasi pasir besi8. Atas dasar surat ini, PT. Agtika Dwi Sejahtera secara resmi telah menjadi investor dan berhak melakukan eksploitasi pasir besi yang berlaku selama lima tahun sesuai dengan kontrak. Pasca rapat di kantor kecamatan Kencong sebelum investor  mengambil sampel, tidak ada tindak lanjut semacam pertemuan ataupun sosialisasi membahas rencana penambangan dari pihak pemerintah kabupaten Jember. Keberadaan PT. Agtika Dwi Sejahtera menimbulkan kecurigaan masyarakat dan akibatnya mulai muncul desas desus, obrolan, rasan-rasan, pembicaraan-pembicaraan sampai menjadi topik sehari-hari masyarakat. Dalam obrolan keseharian itu, warga masyarakat menunjukkan ketidaksepakatan, kekhawatiran dan bahkan kecurigaan terhadap keluarnya izin eksploitasi pasca pertemuan Januari 2009 yang membahas rencana penambangan dan sharing penghasilan yang tidak menghasilkan kesepakatan. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan mengingat dalam rapat multipihak itu (pemerintah kebupaten, kecamatan dan desa), belum menghasilkan kesepakatan sama sekali, akan tetapi izin eksplorasi tetap saja diterbitkan. Warga mencurigai ada permainan antara pihak investor dan aparat pemerintah (termasuk pemerintah desa), sehingga izin eksploitasi dikeluarkan. Dalam hal ini seorang warga mengatakan bahwa: “jadi di awal kejadian itu, berawal dari pihak pemerintah dan investor untuk melaksanakan proyek penambangan pasir besi itu yang tidak pernah sama sekali mengadakan sosialisasi ditingkat bawah atau desa dan pernah diadakan sosialisasi waktu itu hanya dikecamatan dan ternyata memang                                                           8 www.gnkl-jember.blogspot.com. 
66  disana dibuat seperti itu, dibuat permainan atau skenario semacam itu sehingga ada kepentingan beberapa orang”. Dalam kondisi yang tidak menentu itu, masyarakat pun mulai bergejolak dan mencurigai oknum aparatur desa yang ikut bermain dalam penerbitan izin tambang. Meski sebagian warga masyarakat ada yang setuju dengan rencana penambangan dan sebagian lainnya cenderung mengambil sikap diam, namun sebagian besarnya justru bersikap tegas dengan menolak keberadaan aktivitas penambangan. Kecurigaan dan kekhawatiran masyarakat memuncak dengan melakukan tuntutan kepada perangkat desa untuk melakukan rapat koordinasi. Pada tanggal 20 Oktober 2009, aparat desa, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat, melakukan rapat koordinasi menyikapi  kekhawatiran  masyarakat terhadap rencana penambangan yang dilakukan investor. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesamaan sikap, yaitu menolak penambangan pasir besi. Selanjutnya, pada 22 oktober 2009, kepala desa mengundang masyarakat luas untuk mensosialisasikan hasil rapat sebelumnya, tanggal 20 Oktober 2009. G. Warga Terpolarisasi Aktifitas pengambilan sampel sebagai bagian dari eksplorasi oleh pihak investor, mendapat respon beragam dari warga masyarakat Paseban. Setidaknya, sikap warga terbagi menjadi tiga varian utama, yaitu: pertama, mendukung penambangan; kedua, menolak penambangan; dan ketiga, mengambang --warga yang belum mengambil sikap atau bersikap pasif. Dalam perkembangannya, di antara ketiga kelompok masyarakat itu terjadi ketegangan dan pertentangan. Pertentangan keras terutama terjadi antara kelompok yang pro-tambang dengan kelompok yang kontra tambang. Ketegangan semakin hari semakin menajam seiring dengan campur tangan pihak-pihak berkepentingan dari kalangan elit desa, pemerintah kabupaten, dan pemilik modal.  Dalam pertentangannya itu, pihak yang pro-tambang mengonsolidasikan diri dalam satu kelompok untuk mendukung usaha pemerintah agar segera merealisasikan penambangan. Mereka mengelompokkan diri dalam sebuah asosiasi “Aliansi Masyarakat Pro Tambang”. Isu yang mereka gunakan adalah bahwa tambang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam gerakannya, 
67  mereka melakukan beberapa cara di antaranya, pertama mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendukung, mempermudah dan mempercepat kebijakan pemerintah dalam merealisasikan penambangan sesuai prinsip otonomi daerah. Bagaimanapun, dukungan dari elemen masyarakat luas merupakan salah satu syarat mutlak dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kedua, melakukan demonstrasi untuk mendesak pemerintah agar segera merealisasikan kebijakannya itu. Menurut mereka, lebih cepat kebijakan itu direalisasikan, maka semakin cepat pula kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Desakan dan demonstrasi dari kelompok pendukung tambang memicu gerakan tandingan dari kelompok yang kontra kebijakan pemerintah kabupaten tersebut. Reaksi muncul karena aktifitas eksplorasi dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat Paseban. Investor melakukan eksplorasi tanpa terlebih dahulu membicarakan kebijakan tersebut dengan segenap elemen warga masyarakat desa. Kebijakan yang dinilai tidak partisipatif dan populis semacam inilah yang jelas mereka tolak. Kelompok ini dipelopori oleh orang–orang yang cukup vocal di Paseban di antaranya adalah Lasidi, Gatoto, Bambang, dan Sutarno. Mereka beranggapan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh investor merupakan aktifitas yang merugikan masyarakat karena dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang penggerak gerakan tersebut bahwa: “di awal kejadian itu, berawal dari pemerintah dan investor untuk melaksanakan proyek penambangan pasir besi itu yang tidak pernah sama sekali mengadakan sosialisasi ditingkat bawah atau desa dan pernah diadakan sosialisasi waktu itu hanya dikecamatan dan ternyata memang disan dibuat seperti itu, dibuat permainan atau skenario semacam itu sehingga ada kepentingan beberapa orang. Ya mungkin berfikir bukan untuk kepentingan masyarakathanya memikirkan kepentingan pribadi. Sehingga itu disembunyikan dari masyarakat dan itu sudah dibuat semacam apa saja segmen kepentingan perorangan atau golongan. Jadi dia gak gak untuk kepentingan rakyat, memperjuangkan hak rakyat, tidak. Makanya itu tidak sampai terjadi sosialisasi ditingkat desa, gak pernah terjadi”. Masyarakat yang menolak penambangan melakukan berbagai usaha untuk meyakinkan masyarakat lain di antaranya dengan cara mengajak warga yang tidak peduli dengan cara ‘nyangkruk’ membicarakan kejanggalan aktifitas yang dilakukan oleh pihak investor. Tujuannya tidak lain agar warga mamu membuka mata dan 
68  peduli terhadap persoalan tambang. Mereka juga membawa isu penambangan ke ranah yang lebih luas yang bertujuan untuk menarik partisipasi pihak luar. Mereka sangat sadar bahwa aktivitas untuk menolak tambang butuh keterlibatan banyak pihak, terutama elemen masyarakat sipil. Terlebih, kekuatan yang mereka hadapi adalah kekuatan dominan, ada apparatus pemerintah (negara), investor (pemilik modal), apparat keamanan (TNI/Polri), dan juga elemen masyarakat sipil yang mendukungnya. Bagaimanapun, ikhtiar yang dilakukan kelompok kontra-tambang tidaklah sia-sia. Isu penolakan tambang yang mereka perjuangkan terbukti menarik perhatian dan simpati dari berbagai kalangan di antaranya ialah organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), organisasi non-pemerintah (Ornop) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang konsen dengan lingkungan seperti Antam (Anti Tambang), Mina Bahari, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), GNKLNU (gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Nahdlatul Ulama). Tidak ketinggalan aktivis kemahasiswaan ikut ambil bagian menjadi agen progresif dalam melakukan gerakan social menolak tambang.  Bagaimanapun, perbedaan sikap yang muncul sebagai akibat kesalahan policy (kebijakan) tambang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat (structural condusivness) menjadi pemicu terjadinya kekacauan di dalam masyarakat  kekacauan ini dalam konsep Smelser disebut sebagai  structural strain9. Dalam hal ini, embrio gerakan social menolak tambang dipicu oleh, salah satunya, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak saja non-partisipatif, melainkan juga dinilai berbau neo-liberalisme.                                                            9 Neil J. Smelser, Theory of Collective Behavior, New York: The Free Press, 1962, hal., 15. 
69  TURUN GELANGGANG MENOLAK TAMBANG: KAUM SANTRI MENJADI AKTOR GERAKAN SOSIAL     Isu soal tambang dan gejolak sosial yang menyertainya di Paseban menjadi perhatian tersendiri oleh kaum santri, terutama para aktivisnya. Sensivitas kaum santri terhadap tambang sudah menguat sejak kasus tambang emas di kawasan hutan lindung, kecamatan Silo. Hampir sama dengan kasus Paseban, kebijakan pemerintah kabupaten dalam eksplorasi sumberdaya alam potensial tambang, dinilai tidak prosedural, tidak pro-rakyat dan lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan pasar (neo-liberalis). Dihadapkan pada situasi demikian ini, kaum santri tidak bisa tinggal diam. Bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya, dan terutama kalangan masyarakat kelas bawah dari petani dan buruh (lower class), tidak sedikit dari kalangan santri yang lantas mengambil peran penting menjadi aktor pergerakan social. Secara umum, elemen kaum santri yang aktif terlibat dan melibatkan diri dalam gerakan social kontra tambang di Paseban adalah kalangan aktivis terdidik dan elit agama yang aktif dalam berbagai organisasi civil society. Terdapat pula, kalangan aktivis politik dan para politisi santri terlibat dalam mendukung gerakan social kontra tambang. Meski demikian, peran yang mencolok tetap berada di tangan kalangan aktivis santri yang menjadi pilar organisasi civil society. Dalam kasus tambang, gerakan social yang ditampilkan kaum santri dalam aliansinya dengan kekuatan civil society lainnya dan warga masyarakat desa kelas bawah, dapat dikategorikan progresif dan bahkan terkesan radikal. Dalam sejumlah aksi kolektifnya, agen-agen civil society itu tidak jarang menggunakan aksi demontrasi yang disertai dengan pengrusakan, menolak segala bentuk intervensi pengelolalan sumberdaya alam yang eksploitatif. 
70  Bab ini menjelaskan elemen kaum santri yang terlibat dan melibatkan diri dalam gerakan social raadikal menolak tambang di Paseban. Sebagai kelompok social, mereka bukanlah kesatuan yang serba seragam, padu dan tunggal, melainkan jamak dan mejemuk. Demikian pula, aktivitas gerakan yang meraka tampilkan dipastikan pula melalui jalur dan dalam bentuk yang beragam. Kendatipun dihadapkan pada keragaman dan perbedaan, mereka mampu bersikap inklusif dan mengonsolidasikan diri ke dalam kekuatan progresif lintas kelas dan identitas untuk sama-sama menyuarakan penolakan tambang. Satu hal yang cukup menarik ialah bahwa dalam kasus tambang, kaum santri telah menampilkan diri sebagai kekuatan Islam progresif1 yang terlibat secara praksis dalam pertarungan kekuasaan melawan berbagai kekuatan dominan, serta mengarahkan gerakannya untuk mendorong perubahan social demokratis di tingkat local. Ulasan lebih detil mengenai alasan dan pertimbangan kaum santri terlibat dalam aksi kolektif menolak tambang akan dikemukakan dalam bab berikutnya.         A. Kaum Santri Yang Menolak Diam Di tengah sorotan dan kritik tajam berbagai pihak terhadap kaum santri pasca Orde Baru yang dinilai konservatif, pragmatis, dan terpolarisasi mengikuti garis kepentingan politiknya, setidaknya peran yang ditampilkan kaum santri dalam aksi-aksi protes menolak tambang di Paseban, bisa menjadi anti-tesa dari cara pandang mainstream tersebut. Di tengah gelombang pragmatisme yang hampir melanda semua kelompok sosial, tidak terkecuali kaum santri, masih terdapat sejumlah kecil dari                                                            1 Tidak semua aktivis santri yang terlibat dalam gerakan social kontra tambang di Paseban itu adalah Muslim progresif. Hanya saja, dilihat dari orientasi gerakan yang bertujuan untuk menolak berbagai bentuk kebijakan negara yang dinilai terlampau markert oriented (liberalisme), tidak populis dan partisipatif, dan berkepentingan untuk mendesakkan perubahan demokratis, maka corak gerakan yang mereka tampilkan jelas progresif. Dalam hal ini, kiranya perlu dibedakan antara actor dan gerakannya yang dikategorikan progresif. Bagaimanapun, di antara keduanya tidak ada kaitan yang selalu linier dan pasti. Muslim progresif itu sendiri kerap dikonsepsikan sebagai aktivis Islam yang benar-benar memiliki komitmen kemanusiaan tanpa pretense politik, tetapi berkehendak untuk ikut mengubah masyarakat yang marginal akibat dominasi sistem social-politik, menjadi setara. Muslim progresif sering dipahami pula sebagai kelompok Islam yang memiliki paradigm keislaman transformative dan pembebasan, dengan mengadopsi pikiran-pikiran pedagogi penyadaran dan teologi pembebasan dalam tradisi Kristen. Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam…………….., hal., 92-93.  
71  mereka yang menampilkan pilihan berbeda. Sejumlah kecil dari kaum santri ini mengambil jalan tidak saja populis, terlibat dalam aksi-aksi protes terhadap kebijakan pemerintah soal tambang yang dinilai tidak demokratis. Sulit dinafikan jika keterlibatan mereka dalam gerakan social tersebut, sebatas permainan politik dengan target jangka pendek.  Kalaupun langkah kaum santri itu dinilai hanya sebagai bentuk perpolitikan praktis, maka intervensi dari pihak penguasa dan pemilik modal yang menawarkan keuntungan material dan kekuasaan, dapat membuahkan hasil berupa domestikasi gerakan social kontra tambang. Faktanya berbagai maneuver elit-politik tidak memberikan dampak besar terhadap terceraiberainya kekuatan oposisi. Saat bersamaan, aktivitas penambangan oleh investor yang jelas-jelas sudah mendapatkan legalitas dan legitimasi dari ruling elites dan mendapatkan pengawalan dari pihak keamanan negara, juga tidak bisa direalisasikan.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua elemen santri di Jember bersikap aktif dan mengambil jalan partisipasi dalam gerakan social kontra tambang di Paseban. Sebagian besar dari mereka mengambil posisi defensif, sebagai silent majority. Bahkan sebagian lagi justru menampilkan sikap antagonistik dengan cara mengambil posisi konservatif dan pro-status quo. Tulisan ini tidak ingin mengelaborasi polarisasi di kalangan kaum santri, tetapi mengambil satu segmen dari kelompok yang kontra kekuasaan (negara dan pemodal). Siapa saja di antara elemen kaum santri yang menolak diam dan aktif turun gelanggang melakukan gerakan social menolak tambang? Seperti apa basis keorganisasian dan pola relasinya dengan kekuasaan? Bagaimana pula bentuk-bentuk keterlibatan mereka dalam gerakan social kontra tambang? a. Elit Santri Pedesaan Dalam berbagai literature tentang gerakan social di pedesaan di Indonesia, sejak era kolonialisme sampai pasca reformasi, keberadaan elit keagamaan desa (kyai) digambarkan sebagai actor penting dalam berbagai gerakan perlawanan. Dalam periode kolonialisme, Sartono Kartodirdjo memberikan catatan khusus kepada peran penting 
72  kaum santri dalam kasus gerakan pemberontakan petani Banten pada 1888. Sejumlah gerakan dalam bentuk protes, perlawanan dan pemberontakan oleh petani tidak bisa dilepaskan dari campur tangan dan peran penting kaum elit agama yang sudah pasti juga memanfaatkan semangat keagamaan. Tarekat, pesantren, haji dan kyai merupakan kekuatan-kekuatan inti yang menimbulkan pemberontakan petani di Banten pada periode kolonial itu2.  Pada periode pasca kolonialisme, kaum santri tetap memainkan peran penting dalam berbagai gerakan dan perubahan social. Pesantren, ulama, kyai dan organisasi keagamaan, masih menjadi organ vital dalam berbagai gerakan dan perubahan social. Salah satu ciri dari gerakan social kontemporer ialah peran-peran yang dilakukan oleh kaum santri dilakukan dengan menggunakan instrumen keorganisasian, seperti NGOs, organisasi non-pemerintah (Ornop), organisasi massa (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai bentuk organisasi masyarakat sipil lainnya. Dalam rentang periode Orde Baru, gerakan-gerakan social yang disponsori oleh kaum santri telah menempatkan mereka sebagai agen-agen civil society progresif dalam memperjuangkan agenda perubahan dan demokratisasi3. Menariknya lagi, umat Islam Indonesia ternyata masih memberikan dukungan penuh terhadap berbagai organisasi sipil Islam. Lembaga Survei Indonesia (LSI), dalam surveinya, menunjukkan bahwa mayoritas Muslim yang disurvei (71,7 persen) mengatakan bahwa mereka tak hanya akrab dengan organisasi sipil Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tetapi juga mendukung (dengan mengatakan setuju dan sangat setuju) aktivitas-aktivitas social-religius dan agenda-agenda yang dilakukannya. Setelah NU, persentase dukungan Muslim jatuh pada MUI, lembaga agama semi negara, (59,1 persen) dan selanjutnya organisasi sipil Islam terbesar kedua,                                                            2 Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hal., 207-240 3 Robert W. Hefner, Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001. 
73  Muhammadiyah (54,1 persen)4. Sekali lagi, hasil survei ini menegaskan peran penting kaum santri berikut organisasinya dalam menjalankan aktivitas gerakan social-keagamaannya.  Demikian halnya dengan elit agama desa dalam kasus gerakan social menolak tambang di Paseban. Kendatipun pola relasi paternalisme kyai-santri di Paseban tidak sekuat di Madura, namun keberadaan dan partisipasi mereka dalam gerakan social kontra tambang tetap memberikan nilai lebih tersendiri. Bagaimanapun, keberpihakan mereka berkontribusi dalam memperkuat basis gerakan perlawanan yang dalam kesempatan bersamaan, kelompok kontra-tambang mendapatkan tekanan hebat bukan saja dari elit penguasa dan pemodal, melainkan dari sesama warga Paseban yang mengambil front pro-tambang.   Penting di catat bahwa di Paseban sendiri terdapat banyak tokoh agama lintas organisasi keagamaan. Di antara yang utama adalah elit agama berlatar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Eksistensi tokok-tokoh agama ini dapat dilihat dari sejumlah kegiatan keagamaan yang hidup dan berkembang di desa Paseban mulai dari pengajian rutin, majlis ta’lim, kelompok pengajian Ibu-ibu Aisyiyah (Muhammadiyah), tahlilan, yasinan, diba’an, Muslimatan, istighatsah (NU). Selain itu, eksistensi mereka, juga ditandai oleh kepengurusan kedua organisasi itu di tingkat ranting (desa), lembaga-lembaga agama primordial seperti sekolah dan madrasah serta masjid yang berlabelkan NU dan Muhammadiyah. Melalui aneka asosiasi sipil Islam local tersebut, elit santri memainkan peran sentral dalam memperkuat basis gerakan social kontra tambang. Mereka memanfaatkan asosiasi itu sebagai ruang untuk mensosialisasikan, mengomunikasikan, dan mentransformasikan gagasan-gagasan tentang plus minus tambang bagi warga masyarakat desa. Penjelasan elit santri yang dikaitkan dengan ajaran agama seperti menjaga sumberdaya alam pesisir yang merupakan karunia Allah Swt sebagai bagian dari kewajiban dan merupakan bentuk riil dari jihad, memudahkan warga untuk                                                            4 Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Bandung: Mizan, 2012, hal., 2-3. 
74  memahami dan akhirnya mau bergabung dengan gerakan kontra tambang. Saat bersamaan, elit santri juga turut menfasilitasi kalangan aktivis dari NGOs yang memang lebih paham mengenai persoalan tambang, untuk memanfaatkan beragam asosiasi itu sebagai panggung dalam memberikan pengetahuan dan peyadaran kepada warga.  Haji Harun tercatat sebagai salah satu elit santri yang turut terlibat penuh dalam memberikan pemahaman, pengorganisasian dan aksi demontrasi bersama warga masyarakat Paseban. Ketika muncul rumor rencana penambangan oleh pihak swasta pada 2005, ia aktif terlibat dalam obrolan dan rasan-rasan dengan warga. Tidak ketinggalan ia juga memberikan urun rembug (gagasan), bagaimana sebaiknya warga masyarakat desa menyikapi rencana penambangan pasir besi. Kalau pihak pemerintah betul-betul melibatkan warga Paseban dalam merumuskan kebijakan tata kelola sumberdaya alam (pasir besi) di pesisir Paseban, maka warga bisa mendukung kebijakan tersebut. Hanya saja ia ragu jika pemerintah dan pemilik modal serius memberikan ruang partisipasi kepada warga dan mengalokasikan hasil tambang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga5.   Haji Harun sendiri bukanlah elit agama yang berlatar pendidikan pesantren, melainkan pernah mengenyam pendidikan formal sampai pendidikan tinggi meskipun tidak sampai selesai, alias drop out (DO). Bekal pengetahuan dan pengalamannya sebagai aktivis itulah dan jejaring yang dimilikinya dengan teman-teman aktivis NGOs, yang menjadi modal kultural bagi haji Harun untuk memberikan wawasan kepada warga masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kawasan pesisir dari penjarahan pihak pemodal. Dengan menggunakan Bahasa agama, haji Harun meyakinkan pada warga Paseban bahwa menjaga lingkungan alam pesisir yang merupakan berkah dan karunia tidak terhingga dari Allah Swt, merupakan bagian dari anjuran agama. Menolak kebijakan pemerintah dalam memberikan izin begitu saja kepada pihak investor untuk melakukan penambangan, bukanlah tindakan makar ataupun bentuk ketidaktaatan terhadap ulil amri (pemerintahan yang sah). Kalua ulil amri-nya tidak amanah, sudah                                                            5 Wawancara dengan Haji Harun, 26 Oktober 2016. 
75  menjadi kewajiban warga yang nota bene beragama, untuk tidak mentaatinya, bahkan mengingatkannya agar kembali ke jalan yang lurus6.  Tidak sebatas memberikan penyadaran kepada warga masyarakat desa, haji Harun juga terjun langsung bersama-sama warga dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk melakukan aksi demontrasi besar-besaran pada 2008. Bersama-sama agen-agen gerakan lainnya, haji Harun ikut mengoordinir dan memobilisir warga serta mencarikan sarana transportasi, untuk dapat menfasilitasi warga dalam rangka melakukan aksi demontrasi di pendopo kabupaten dan DPRD Jember. Menurut ingatannya, kurang lebih 3 (tiga) kali, ia memesankan 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) truk yang digunakan untuk menfasilitasi warga melakukan demontrasi ke alun-alun kabupaten dan DPRD Jember. Semua biaya sewa alat transportasi berikut akomodasi yang diperukan, berasal dari iuran dan sumbangan sukarela warga Paseban. Karena itu, ia tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa aksi kolektif warga Paseban merupakan bentuk gerakan civil society yang diinisiasi, dilakukan, dan diorganisir secara mandiri dan otonom oleh segenap elemen warga yang menolak tambang7.  Tidak sebatas itu, haji Harun juga terlibat dalam aksi demontrasi yang berujung pada penyegelan kantor balai desa Paseban. Berdasarkan koordinasi yang dilakukannya bersama aktor-aktor gerakan lainnya, penyegelan kantor desa merupakan bagian dari strategi gerakan, bukan semata-mata dimaksudkan untuk membuat lumpuh aktivitas pemerintahan desa, melainkan juga untuk memberikan presser lebih kuat kepada kabupaten agar tidak memaksakan kehendaknya. Kebetulan rezim pemerintahan desa saat itu, dinilai tidak memiliki keberpihakan yang jelas kepada kepentingan warga dalam menolak tambang8.  Meski tidak terlibat secara langsung, haji Harun juga turut men-support dan melakukan advokasi terhadap sejumlah warga yang menjadi korban pidana atas aksi massa yang berujung pada pengrusakan mobil, truk dan perlengkapan penambangan.                                                            6 Wawancara dengan Haji Harun, 26 Oktober 2016. 7 Wawancara dengan Haji Harun, 26 Oktober 2016. 8 Wawancara dengan Lasidi, 26 Oktober 2016. 
76  Akibat aksi tersebut, sejumlah warga yang diidentifikasi oleh pihak keamanan, terlibat pengrusakan dikenakan pasal tindakan pidana. Ketika kasusnya sampai pengadilan, beberapa orang dari mereka ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan, ada yang tiga bulan, empat bulan dan bahkan enam bulan. Dalam kasus ini, haji Harun, dibantu kalangan aktivis LSM dan advokat, tetap mengambil peran penting dalam mengupayakan pembebasan atau minimal peringanan hukuman terhadap warganya yang dinyatakan bersalah oleh lembaga pengadilan.   b. Aktivis Mahasiswa Kiprah mahasiswa dalam gerakan dan perubahan social, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sama sekali baru. Sepanjang periode Orde Baru, misalnya, mahasiswa selalu menjadi tulang punggung dalam setiap gerakan social melawan kekuatan represif pemerintahan Suharto. Dalam kasus penggusuran, pembangunan waduk Kedung Ombo, Nipah, dan program-program pembangunan yang selalu mengorbankan rakyat kecil, mahasiswa selalu tampil sebagai kekuatan progresif dalam melakukan aksi pembelaan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Gerakan reformasi 1998 juga menempatkan mahasiswa sebagai aktor kekuatan sipil progresif, dalam melancarkan gerakan reformsi yang berhasil menumbangkan rezim Suharto.  Pasca Orde Baru, peran-peran mahasiswa dalam gerakan social dalam mengawal agenda reformasi tidak bisa dinafikan pula. Banyak kritik memang terkait dengan dinamika intelektualisme dan aktivisme mahasiswa yang dinilai tidak seprogresif pada periode sebelumnya. Meski demikian, kiprah mahasiswa dalam gerakan dan perubahan social di berbagi tingkatan, baik local maupun nasional, masih penting diperhitungkan. Bagaimanapun keterlibatan unsur mahasiswa dalam berbagai gerakan social, tetap memberikan bobot tersendiri terhadap daya dobrak pergerakan. Mahasiswalah yang selama ini aktif turun ke jalan untuk melakukan aksi demontrasi dan berbagai aksi protes lainnya yang menjadikan gerakan social yang dilakukan masyarakat sipil semakin lebih kuat. 
77  Elemen mahasiswa pula yang mengambil peran penting dalam menyosialisasikan, mengomunikasikan dan sekaligus mentransformasikan gerakan melalui berbagai media, terutama media social. Sebagai intelektual dan aktivis muda terdidik, mahasiswa memiliki keunggulan komparatif dalam hal framing isu gerakan melalui berbagai media massa, terutama media social. Melalui media inilah, informasi gerakan social yang dilakukan masyarakat dengan mendapatkan dukungan dari elemen mahasiswa, cepat tersebar ke publik. Saat bersamaan, dukungan dari publik dalam berbagai hal, material maupun non-material, juga turut memperkuat gerakan social yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa. Secara gamblang, peran mahasiswa semacam itu juga dapat dilihat dari gerakan sosial kontra tambang di Paseban. Sejumlah santri yang berlatar belakang mahasiswa dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, tercatat sebagai agen utama dalam gerakan social kontra tambang di Paseban. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) organisasi sipil kemahasiswaan yang aktif dan berada di baris terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan tambang di Paseban. Sebagian besar aktivis mahasiswa berlatar santri dan menggunakan bendera keislaman, bergabung dalam dan bergerak menggunakan kendaraan organisasi PMII.  Penting dicatat bahwa peran dan keterlibatan penuh santri berlatar aktivis santri dari berbagai pergurun tinggi di Jember, dalam gerakan sosial kontra tambang, sebenarnya sudah berlangsung lama. Sejak ada rencana dari pemerintah kabupaten untuk melakukan eksplorasi tambang emas di daerah Silo, aktivis mahasiswa sudah tampil sebagai actor gerakan dalam melakukan protes, penolakan dan perlawanan terhadap tambang. Mereka turut terlibat memperkuat barisan massa dalam melakukan demontrasi besar-besaran dan berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Jember. Mahasiswa juga terlibat dalam melakukan negosiasi dan advokasi di tingkat kebijakan dengan mendesak anggota dewan untuk ikut cawe-cawe (berperan 
78  serta) dalam membantu untuk memperjuangkan regulasi pengelolalan sumberdaya alam, terutama tambang, yang lebih berpihak kepada nasib rakyat kecil9.  Sebagian dari aktivis mahasiswa ada yang concern untuk melakukan pendampingan dan pendidikan kewargaan terkait dengan soal tambang. Mereka terjun ke Paseban secara regular untuk melakukan diskusi dan pembelajaran politik dengan warga tentang dampak tambang bagi lingkungan kehidupan warga masyarakat Paseban. Dalam forum pendidikan kewargaan (civic education), mereka mengajak warga untuk menonton bersama/bareng (Nobar) film documenter yang berkaitan dengan tambang. Dari kegiatan pendampingan dan pendidikan popular itulah, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru tentang dampak tambang dana pa yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Hal ini diakui sendiri oleh warga masyarakat Paseban yang semakin mantap untuk ikut bertangggung jawab dalam mengelola dan melindungi kawasan pesisir dari ancaman penambangan10.  Keterlibatan aktivis mahasiswa dalam gerakan kontra tambang di Paseban, merupakan bagian dari tindak lanjut perjuangan mereka dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil di Jember agar tidak bernasib sama seperti warga masyarakat di kawasan tambang lainnya seperti Free Port, New Mont, dan lain-lain. Jangan sampai pertimbangan praktis pemerintah kabupaten untuk meningkatkan APBD justru mengorbankan kepentingan sebagian besar masyarakat Jember. Terlebih rencana pengelolaan tambang sama sekali tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi warga masyarakat desa. Sejauh ini, pemerintah belum bisa dipercaya sepenuhnya dalam pengelolaan sumberdaya alam potensial. Dalam prakteknya, pemerintah lebih banyak berpihak kepada kepentingan pemodal yang dapat menawarkan gula-gula (benefit materialisme) kepada rezim penguasa dibandingkan memikirkan nasib masyarakat                                                            9 Wawancara dengan Ahmad Taufik (Ketua IKA-PMII Cabang Jember), Hermanto dan Saiful (aktivis dan pengurus PMII Cabang Jember), 30 Oktober 2016. 10 Wawancara dengan Lasidi, 26 Oktober 2016. 
79  banyak. Karena itulah, kebijakan apapun menyangkut tata kelola tambang, harus kita tolak11. c. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), --bersama-sama dengan Non-Government Organizations (NGOs), organisasi non-pemerintah (Ornop), organisasi massa (Ormas)12--, merupakan elemen-elemen utama civil society. Sebagai organ civil society, LSM memiliki kecenderungan untuk bersikap independen dan otonom dalam berhadapan dengan kekuasaan dan berbagai kekutan dominan lainnya. Lahir dan berada di luar negara, korporasi, dan partai politik, LSM memiliki kecenderungan pula untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Dalam hal ini, LSM tidak jarang menampilkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (countervailing power) dan bahkan kompetitor bagi dominasi negara13.  Dalam perkembangannya, keberadaan LSM atau NGOs tidak menampilkan karakter yang tunggal, baik dalam hal ideologi, ruang lingkup, orientasi gerakannya. Meminjam klasifikasi yang dilakukan oleh James Petras, NGO (dalam merespon rezim yang jelek/ bad government dan ancaman wacana global) terpolarisasi ke dalam tiga varian, yaitu pertama, NGO yang bersedia menjadi agen kepentingan wacana global neo-liberalisme; kedua, NGO reformsi yang berusaha mengkritisi dan mereformasi                                                            11 Wawancara dengan Hanif, aktivis PMII Cabang Jember, 5 Nopember 2016. 12 Istilah-istilah tersebut kadang dipergunakan silih berganti dalam pengertian yang sama, tetapi di saat bersamaan, ada pula yang cenderung membedakan dan memperdebatkan. Ada yang berpandangan bahwa secara substansi NGO sama dengan LSM, yang membedakan hanyalah pola kerja dan gerakannya. Pendangan lain mengatakan bahwa LSM merupakan kelompok-kelompok yang dibentuk secara swadaya dan sukarela masyarakat. Ornop dipahami sebagai organisasi yang independen tidak terkooptasi oleh pemerintah, entitas gerakan yang dibentuk oleh masyarakat di luar negara, dan memiliki karakter tersendiri yang disepakati dunia internasional sebagai organisasi kerelawanan di luar pemerintah. Ormas dan juga Ornop sebenarnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama berkeinginan untuk memberikan ruang untuk bereskpresi dan mengapresiasikan diringa di tengah-tengah masyarakat-negara. Bedanya, kalua ornop bidang kerjanya focus atau spesifik menyangkut isu-isu tertentu seperti korupsi, dll. Sedangkan raung lingkup kerja Ormas lebih luas menyangkut berbagai segi persoalan kehidupan masyarakat. Luthfi J. Kurniawan & Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi……………, hal., 44-50. 13 M. Dawam Rahardjo, “Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society, Kata Pengantar”, dalam Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.) Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta: TAF dan LSAF, 1999, hal., xix. 
80  gerak langkah WTO, World Bank, USAID, IMF, UNDP dan sejenisnya; ketiga, NGO radikal yang tetap dengan lantang dan berani melawan gerak langkah globalisasi, kampanye anti rasis dan mengusung semangat solidaritas dunia. Ketiga varian NGO ini memiliki strategi pemilihan gerakan sasaran maupun pemilihan isu (lingkungan, gender, pluralism, anti-kapitalisme, dan lain-lain) yang berbeda14. Dalam kasus tambang, kalangan aktivis santri yang aktif di berbagai asosiasi atau organisasi masyarakat sipil, --mulai dari Non-Government Organizations (NGOs), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah (ornop), dan organisasi massa (ormas)--, memiliki sikap dan posisi yang sama. Sebagian dari mereka ada yang cenderung bersikap pasif, dan sebagian yang lain, dengan argumentasinya masing-masing, cenderung memilih untuk bergandengan tangan dengan rezim pemerintahan. Muslimat, Fatayat, Lajnah Bahtsul Masail (LBM), dan beberapa badan otonom (banom) dan lembaga struktural dan non-struktural PCNU, tidak semuanya menujukkan sikap yang sama. Pada umumnya, berbagai organisasi underbow kedua PCNU di Jember itu, lebih bersikap pasif dari pada aktif ataupun reaktif. LBM yang biasanya sangat aktif merespon isu-isu keagamaan, seperti soal radikalisme, untuk kasus tambang mereka tidak menjadikannya sebagai agenda pembahasan utamanya. Menurut sebagian dari aktivis santri itu, soal tambang dinilai bukan bagian dari ruang lingkup dan fokus gerakan keorganisasian mereka. Di samping itu, mereka juga merasa tidak memiliki kompetensi dalam isu-isu menyangkut ekologi dan tambang15. Meski demikian, tidak sedikit pula kalangan aktivis santri berlatar LSM yang mengambil sikap dan berperan aktif dalam kasus tambang. Tidak sebatas pada tataran wacana, mereka juga terlibat secara praksis dalam aksi-aksi kolektif untuk menentang                                                            14 Mansour Fakih, Entjeng Sobirin, dan Muslim Abdurrahman, mengembangkan pemetaan tersebut dan merangkumnya ke dalam sejumlah klasifikasi, yaitu, pertama, NGO Deveopmentalis yang merupakan kepanjangan tangan proyek pemerintah, meski demikian NGO ini terkadang berhasil pula ikut memengaruhi keputusan di dalam pemerintah; kedua, NGO Grassroots yang memilih strategi bergerak di komunitas masyarakat level paling bawah; dan ketiga, NGO Transformatif, yang memilih bergerak di kalangan masyarakat menengah kota. Luthfi J. Kurniawan & Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi……………, hal., 55-56. 15 Wawancara dengan Emi Kusmiarsih (Ketua Muslimat NU Jember), 10 Oktober 2016 dan Anwar Sadad (pengurus LBM PCNU Jember), 7 Nopember 2016. 
81  tambang di Paseban. Pesantren, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Jember dan Kencong, SD Inpres, dan GNKLNU (Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Nahdlatul Ulama), merupakan sejumlah organisasi sipil Islam yang menjadi kendaraan para aktivis santri dalam menyuarakan penolakan tambang. Tercatat, mereka cukup aktif dan gencar mem-back up gerakan social kontra tambang sejak tahun 2000 (tambang emas di Silo), tahun 2008 dan masih berlangsung sampai sekarang (tambang pasir di Paseban)16.  Dalam catatan intel kepolisian baik Polres maupun Polda, tokoh aktivis santri GNKLNU, misalnya, bahkan masuk dalam identifikasi pihak keamanan negara sebagai ‘provokator’17. Abdul Qodim Manembojo (alm.) merupakan salah satu tokoh aktivis santri GNKLNU dan sekaligus PCNU Jember yang paling berpengaruh dan radikal dalam menolak tambang. Kebetulan peneliti sendiri pernah mendampingi Abd. Qodim dan kawan-kawan LSM di kantor PCNU dalam pertemuannya dengan pihak Polda. Dalam perbincangan tersebut, ia menegaskan penolakan kerasnya terhadap tambang di Jember. Dalam ungkapannya yang sangat kasar ia mengatakan ‘jangan mau polisi dijadikan satpam tambang milik TNI’. d. PCNU Jember dan PCNU Kencong Sebagai jam’iyyah (organisasi), NU memiliki kepengurusan dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat desa. Di tingkat pusat, kepengurusan organisasi NU dikenal dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di tingkat provinsi bernama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di tingkat kabupaten dan kota terdapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), di tingkat kecamatan bernama Pengurus Majlis Wali Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), dan di tingkat desa dikenal Pengurus                                                            16 Muhammad Itqan (aktivis Sarbumusi Jember), 15 Nopember 2016 dan Nur Hasan (pengurus GNKLNU Jember), 21 Nopember 2016. 17 Dalam suatu kesempatan ketika peneliti mendampingi Abd. Qodim yang tengah didatangi pihak kepolisian dari Polda Jatim di kantor PCNU Jember, peneliti sempat membaca buku yang dibawa pihak kepolisian. Ternyata buku itu berisi catatan atau tepatnya kajian intel kepolisian dalam memetakan soal gerakan social tambang. Dalam buku itulah terdapat catatan siapa-siapa saja yang pro dan kontra terhadap tambang, termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai ‘provokator’. 
82  Ranting Nahdlatul Ulama. Pada umumnya, di setiap tingkata hanya terdapat satu kepengurusan. Hanya saja, di sejumlah kecil daerah tingkat kabupaten ataupun kota seperti Jember, terdapat dua kepengurusan organisasi cabang NU. Di Jember ada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kencong18.  Sebagai organisasi masyarakat sipil Islam hegemonic di Jember, kedua organisasi cabang NU itu, telah memainkan peran penting dalam perubahan-perubahan social di Jember. Kedua organisai NU tidak hanya sibuk terlibat dan melibatkan diri dalam persoalan politik (praktis) seperti Pilkada, melainkan juga politik kewargaan. Melalui jam’iyyah NU, kedua organisasi cabang NU banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan social, keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Kedua organisasi mengelola lembaga pendidikan yang berada di bawah bendera Ma’arif, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (Universitas Islam Jember/UIJ). Kedua organisasi juga mengembangkan berbagai lembaga keuangan mikro seperti BMT NU dan Koperasi NU, untuk membantu menfasilitasi warga NU dalam bidang usaha dan perekonomian.   Dalam bidang social-keagamaan, kedua organisasi dikenal paling concern dan memiliki reputasi tinggi dalam pengembangan paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja). Melalui PCNU langsung maupun organisasi yang secara structural dan kultural di bawah NU seperti Lajnah Bahstul Masa’il (LBM), Aswaja Centre, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Ta’lif wa Nashr (LTN)/ Lembaga Penerbitan, dan lain-lain, kedua organisasi cabang termasuk paling gencar dan produktif dalam penguatan paham Aswaja sebagai counter terhadap maraknya paham keagamaan berhaluan fundamentalis dan radikalisme sebagaimana dieskpresikan oleh kalangan                                                            18 Kemunculan dua organisasi cabang NU itu bukan karena persoalan dualism kepengurusan ataupun kepemimpinan akibat konflik internal mauapun eksternal, melainkan dikarenakan factor historis. Ada yang mengatakan bahwa NU Cabang Kencong jauh lebih awal berdirinya dibandingkan dengan NU Cabang Jember. Ketika dibentuk kepengurusan organisasi di tingkat kabupaten Jember, keberadaan NU Cabang Kencong tidak dileburkan ke dalam PCNU Jember, melainkan diberikan kebebasan untuk tetap menjadi cabang tersendiri. PBNU sendiri juga memberikan ruang bagi sejumlah daerah yang memiliki kekhususan historis untuk memiliki dua cabang organisasi NU. 
83  Wahabi-Salafi. Dapat dikatakan bahwa NU di Jember merupakan satu-satunya organisasi Islam moderat19 yang memainkan peran penting dalam membendung paham dan gerakan keagamaan fundamentalisme dan radikalisme20.  Tidak sebatas concern dengan urusan keagamaan, kedua organisasi cabang NU di Jember juga memiliki saham penting dalam gerakan social kontra tambang. Kedua organisasi turut terlibat dalam memperkuat gerakan social kontra tambang yang dilakukan oleh warga masyarakat Paseban bersama-sama elemen masyarakat sipil. Kedua pengurus cabang NU memberikan dukungan dan legitimasi moral dalam menolak eksplorasi tambang di Jember, termasuk di Paseban. Dalam sebuah konferensi pers, kedua elit organisasi memberikan maklumat agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat bawah dan segera menarik kebijakannya untuk menghentikan eksplorasi tambang pasir besi di Paseban. Menurut mereka eksplorasi tambang hanya memberikan solusi jangka pendek bagi peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam jangka pangjang, tambang hanya akan memberikan kesengsaraan (bukan kesejahteraan) bagi masyarakat Jember pada umumnya. Singkatnya, tambang lebih banyak madharat-nya ketimbang mashlahat-nya21. Bagaimanapun, dukungan moril yang diberikan NU terhadap gerakan social kontra tambang memberikan bukan saja legitimasi keagamaan yang kuat, melainkan juga tambahan amunisi (spirit) bagi pegiata gerakan untuk semakin solid dan padu                                                            19 Sebagai organisasi Islam moderat dengan basis massa terbesar kedua, Muhammadiyah Cabang Jember tidak banyak terlibat dalam kegiatan serupa sebagaimana yang dilakukan NU dalam hal membendung paham dan gerakan fundamentalisme agama. Di Muhammadiyah sendiri tidak banyak dijumpai aneka asosiasi atau organisasi dan kegiatan keumatan (sebagaimana di NU ada Aswaja Centre, tadarus Aswaja, blusukan Aswaja, dll.) yang bersinggungan dengan penangkalan paham fundamentalisme yang bersumber dari kelompok, paham dan gerakan keagamaan yang dinilai berideologi Wahabisme/Salafisme. Ada satu agenda aksi yang cukup keras dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang ditindaklanjuti oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Jember yang mengeluarkan Surat Keputusan SK PP terkait dengan ancaman kelompok PKS/Gerakan Tarbiyah, yang dinilai banyak membajak asset keagamaa Muhammadiyah seperti lembaga pendidikan, majlis ta’lim, dan sejensinya. Dari SK PP itu, PC Muhammadiyah Jember bereaksi dengan membersihkan unsur-unsur pengurus PKS yang ada di kepengurusan Muhammadiyah maupun parpol berbasis Muhammadiyah, terutama PAN.   20 Wawancara dengan Abdul Haris dan Pujiono (PCNU Jember), 20 September 2016 dan Gus Sadid dan Gus Ahyak (PCNU Kencong) 27 September 2016. 21 Disarikan dalam wawancara dengan sejumlah aktivis muda PCNU Jember dan PCNU Kencong dalam rentang waktu 4-10 Nopember 2016. 
84  dalam melancarkan gerakan perlawanannya. Keterlibatan warga nahdliyin dari luar desa Paseban, tidak bisa dilepaskan pula dari perhatian, dukungan dan sinyal lampu hijau (green light) yang diberikan oleh pengurus NU dan juga elit-elit pesantren yang sebagian besar juga menjadi pengurus NU. B. Basis Sosial dan Pola Relasional Semua elemen santri yang terlibat dalam gerakan social kontra tambang di Paseban itu, dapat diposisikan sebagai kekuatan oposisional atau antagonisme dengan rezim pemerintah kabupaten (agen negara yang mengeluarkan izin tambang) dan pemilik modal (investor tambang). Sebagai elemen civil society, reposisi kritis yang diambil oleh kaum santri dalam beroposisi terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak populis, tentu cukup bisa dimaklumi. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi setiap elemen civil society untuk melakukan pembelaan dan penguatan masyarakat sipil agar memiliki kekuatan yang lebih berimbang dalam relasinya dengan kekuasaan negara dan pasar. Hanya saja pertanyaannya ialah apakah pilihan posisi kaum santri yang oposisional terhadap kekuasaan negara dan pasar itu, didasarkan pada penggilan moral dalam kapasitasnya sebagai agen civil society?   Memahami kiprah agen-agen civil society dalam gerakan dan perubahan social semata-mata sebagai bentuk panggilan moral-intelektual mereka dalam membela yang lemah (kaum mustadzafin), tentu saja terlalu normatif dan mengabaikan dimensi empiris-sosiologis. Sebab, tidak semua agen-agen civil society dalam semua kondisi, selalu dan hampir pasti memposisikan diri sebagai kekuatan reformis. Pada kenyataannya, kekuatan-kekuatan civil society itu, tidaklah padu, kohesif dan bahkan kerap terlibat persaingan dan perpecahan di antara mereka sendiri. Dalam interaksinya kekuasaan, misalnya, tidak sedikit dari elemen-elemen civil society yang justru menampilkan diri sebagai kekuatan konservatif22. Secara paradoks, terdapat pula civil                                                            22 Menurut Vedi R. Hadiz, hingga hari ini, pandangan ideologi-politik kalangan civil society di Indonesia umumnya masih didominasi oleh conservatism. Setidaknya terdapat tiga pandangan conservatism arus utama di kalangan civil society Indonesia, yaitu sisa-sisa statisme warisan Orde Baru serta populisme dan religius. Dua pandangan terakhir umumnya dianut oleh kalangan borjuis-kecil perkotaan yang kini memeroleh sedikit ruang artikulasi politik. Sementara itu, pandangan-pandangan 
85  society yang bersifat developmentalis, yang dalam aktivitas sosialnya selalu berhubungan dengan projek-projek dari pemerintah maupun lembaga donor.  Di samping itu, civil society yang diidentifikasi sebagai kekuatan reformis dan transformatif sekalipun, tidak dalam semua situasi, kondisi dan momentum, mereka betul-betul bersikap dan berperan sebagaimana pandangan ideologi-politiknya itu. Dalam kasus-kasus seperti korupsi, penggusuran, dan lingkungan, misalnya, agen-agen civil society reformis bisa saja berubah menjadi sangat developmentalism, dikarenakan perubahan-perubahan pada posisi yang mereka miliki. Contoh yang paling nyata adalah munculnya kritik yang dialamatkan kepada aktivis NGO yang memiliki reputasi sebagai aktor progresif dalam gerakan reformasi 1998, setelah berada di lingkungan partai politik, lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintahan), justru menampilkan sikap kontra-produktif, yakni sangat konservatif dan pragmatis.  Karena itu, dipandang penting untuk memahamai dan mempertimbangkan latar sosial-politik agen-agen civil society dalam interaksinya dengan sesama kekuatan civil society dan pola relasinya dengan kekuasaan. Dengan memahami latar sosial dan politik mereka, akan diperoleh pemahaman yang lebih sosiologis tentang rekam jejak dan konsistensi mereka dalam beroposisi dengan kekuasaan dan dalam konteks penguatan masyarakat sipil. Adalah tidak sepenuhnya benar bahwa sikap oposisional yang dipilih oleh satu agen civil society dan terkonsolidasikannya mereka ke dalam fron gerakan sosial reformis itu, semata-mata dimengerti sebagai watak progresif tanpa reserve. Terkadang, sikap oposisional suatu agen civil society dalam berhadapan dengan rezim kekuasaan yang tidak populis, justru lebih didasarkan pada perbedaan, persaingan dan pertentangannya dengan sesame kelompok civil society lainnya. Kembali ke kasus tambang di Paseban, kaum santri yang menjadi aktor-aktor utama gerakan sosial kontra tambang, berasal dari beragam latar asosiasi dan/atau organisasi civil society. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sebagian dari mereka                                                            social-demokrasi dan liberalism hanya dianut oleh beberapa unsur dalam barisan civil society di Indonesia. vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2005, hal., xviii. 
86  ada yang berasal dan menjadi pegiat NGO atau LSM (seperti SD Inpress, Sarbumusi), ormas (Nahdlatul Ulama, pesantren, PMII), ornop (GNKLNU), dan lain-lain. Pada umumnya, masing-masing dari aktivis civil society itu, tidak hanya aktif di satu organisasi saja. Sebagai contoh, seorang aktivis santri pegiat GNKLNU, ia juga menjadi pengurus organisasi NU Cabang Jember, demikian seterusnya. Tidak dalam semua hal, para aktivis santri itu, selalu seirama dalam visi, misi dan orientasi gerakan. Dalam soal tambang, korupsi yang terjadi di dewan dan birokrasi pemerintahan, program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang menelan biaya miliaran rupiah, dan lain-lainnya, tidak semua santri yang menjadi aktivis organisasi-organisasi civil society, memiliki cara pandang dan gerak langkah yang seragam. Selain itu, kaum santri yang terlibat dan menjadi aktor penting dalam setiap organisasi civil society itu, bukanlah aktor yang sama sekali berjauhan dan tidak bersentuhan dengan konflik kepentingan (politik praktis), terutama saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keterlibatan mereka dalam percaturan politik praktis inilah yang kerap berimbas pada terganggunya kiprah mereka dalam organisasi civil society. Bagaimanapun, perpecahan yang kerap terjadi di tubuh organisasi civil society, rumah aktivitas social kalangan aktivis, berkaitan erat pula dengan persaingan dalam Pilkada. Ketika mereka menjadi partisan, maka menjadi rumit bagi mereka untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang juga tidak luput dari polarisasi akibat perpolitikan praktis23.  Dilemma dan problema aktivis santri, sebagaimana digambarkan di atas, dialami oleh para pegiat GNKLNU Jember yang selama ini memang concern melakukan pemberdayaan masyarakat terkait dengan isu lingkungan dan kehutanan. Ketika musim                                                            23 Dalam perbincangan dengan sejumlah pegiat PCNU Jember dan aktivis GNKLNU, mereka terus terang menyatakan terlibat dalam proses penjaringan dan seleksi calon bupati dan wakil bupati Jember sejak periode 2000 awal. Keterlibatan mereka didasarkan pada pertimbangan dan kepentingan untuk ikut menentukan format kekuasaan pemerintah kabupaten agar tidak dipegang kembali oleh orang-orang di luar dan/atau tidak memiliki spirit kesantrian ala NU. Di samping alasan primordialisme di mana mayoritas penduduk Jember adalah Muslim berhaluan Islam tradisionalis (NU), terdapat pula alasan yang reformis yakni upaya untuk berperan serta dalam menciptakan formasi kehidupan social-politik di Jember yang lebih demokratis. Wawancara dengan sejumlah pengurus PCNU, aktivis pesantren dan GNKLNU Jember, 20 Oktober 2016. 
87  Pilkada, sebagian dari mereka yang kebetulan juga berposisi sebagai pengurus PCNU Jember, terlibat dengan politik lokal lima tahunan itu. Dikarena PCNU Jember terlibat dalam kompetisi politik untuk menentukan dan memenangkan calon dari kalangan nahdliyin, maka para aktivis GNKLNU dan sekaligus menjadi pengurus PCNU pun, tidak bisa menghindarkan diri dari gesekan perpolitikan praktis. Dalam Pilkada 2009, PCNU Jember yang memiliki kedekatan politis dengan PKB, berperan aktif dalam Pilkada dengan mengusung ketua tanfiziyah-nya, K.H. Abdullah Syamsul Arifin, sebagai Cawabub. Kemunculan nama elit struktural PCNU Jember itu, sebagaimana diakui oleh beberapa aktivis, melibatkan ide, aspirasi dan sekaligus campur tangan, dari para pengurus dan aktivis santri baik dari PCNU maupun organisasi sipil berbasis nahdliyin lainnya.  Dalam perkembangannya, hasil dari Pilkada berdampak politis terhadap NU dan organisasi-organisasi underbow-nya. Kekalahan kandidat yang diusung oleh NU otomatis menjadikan organisasi ini tidak memiliki banyak pilihan. Akses kekuasaan yang terbatas, membuat NU untuk memilih sikap oposisional terhadap kekuasaan. Positioning semacam ini bukan hal yang baru, bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi kepolitikan NU sejak lama. karena itu tidak heran jika NU lebih banyak bersikap kritis terhadap rezim pemerintahan (MZA Djalal). Dalam konteks ini, pilihan sebagian pengurus PCNU Jember dan sejumlah aktivisnya di berbagai organisasi sipil, dalam kasus gerakan sosial kontra tambang, tidak sepenuhnya bisa dilepaskan dari jalinan relasionalnya dengan kekuasaan. Aktivis GNKLNU sendiri memang membantah keras bahwa sikap oposisionalnya terhadap kebijakan pemerintah kabupaten soal tambang, tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Meski demikian, tidak bisa dinafikan pula jika kontradiksinya dengan kekuasaan juga berkontribusi terhadap pilihan posisi dan gerak langkah mereka dalam menolak tambang.  Hal senada ditampilkan pula oleh pengurus dan aktivis PCNU Kencong. Tidak sedikit dari pengurus dan aktivis PCNU Kencong terlibat dalam percaturan politik praktis. Bedannya, PCNU Kencong lebih memiliki kedekatan dengan partai politik sempalan PKB, yakni PKNU yang menjadi kendaraan politik bagi pencalonan MZA 
88  Djalal dalam Pilkada 2009. Hasil Pilkada yang dimenangkan kandidat yang didukungnya (MZA Djalal) memberikan ruang dan akses kekuasaan lebih besar kepada PCNU Kencong dibandingkan PCNU Jember. Karenanya, selama kepemimpinan bupati MZA Djalal, PCNU Kencong lebih banyak menampilkan sikap akomodatif dibandingkan konfrontatif. Bahkan rezim pemerintah sendiri memosisikan beberapa elit PCNU Kencong seperti K.H. Sadid Jauhari, sebagai salah satu pilar Wali Songo, --sembilan ulama yang dijadikan sebagai penasehat bupati24.  Hanya saja, dalam kasus tambang, PCNU Kencong menampilkan sikap sama dengan sikap PCNU Jember, memilih berposisi oposisional dengan rezim pemerintah MZA Djalal. Apakah oposisi yang diambil oleh PCNU Kencong yang nota bene memiliki kedekatan dengan kekuasaan itu, mencerminkan sikap kritis dan progresif mereka sebagai agen civil society? Dilihat dari pilihan posisi mereka, yakni kontradiktif dengan kekuasaan dan lebih berpihak kepada gerakan perubahan yang dilakukan warga masyarakat bawah beserta elemen-elemen civil society lainnya, hal itu jelas mengekspresikan ideologi-politik mereka yang reformis. Dalam hal ini, mereka telah berani mengambil jarak dan bahkan berseberangan dengan rezim pemerintahan yang telah mengeluarkan izin penambangan. Tetapi, sikap reformis mereka menjadi tidak teruji jika dikaitkan dengan kasus Syi’ah yang terjadi di Puger, kecamatan Kencong. Dalam kasus konflik social berbasis agama, PCNU Kencong memiliki keseragaman sikap dengan PCNU Jember, MUI Jember, dan pemerintah kabupaten, yang dalam penyelesainnya dinilai masih deskriminatif, terutama bagi kelompok minoritas Syi’ah25.  Singkatnya, oposisi kaum santri dengan kekuasaan dan sekaligus keterlibatan mereka dalam gerakan social menolak tambang, berkelindan dengan pola relasi mereka dengan kekuasaan. Satu sisi, sikap oposisional sebagian aktivis santri berkorelasi dengan posisi antagonismenya dengan kekuasaan yang sebagai dampak politik dari Pilkada. Di sisi lain, oposisional mereka terhadap kekuasaan juga menggambarkan                                                            24 Wawancara dengan Nafiur Rafiq, aktivis muda PCNU Kencong, 20 Nopember 2016. 25 Wawancara dengan aktivis muda PCNU Jember dan PCNU Kencong, 4-10 Nopember 2016.  
89  sikap kritis dan spirit perlawanan mereka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim pemerintah (negara) dalam aliansinya dengan kekuatan modal. Bagi sebagian aktivis santri yang concern dengan gerakan perubahan melalui organisasi civil society, sekalipun dalam suatu momentum mereka bergesekan dengan perpolitikan praktis, namun keterlibatan dan aktivismenya dalam gerakan social kontra tambang, mencerminkan komitmen mereka untuk tidak saja bersikap asal beda dengan rezim penguasa, melainkan lebih sebagai ekspresi ideologi-politik progresif mereka dalam membela kepentingan publik. C. Bentuk-bentuk Gerakan Sosial Keterlibatan kaum santri dalam gerakan social menolak tambang di Paseban tidak terjadi secara instan dan bersifat temporer. Sejak muncul rumor tentang tambang pasir besi, sejumlah aktivis santri, sudah mulai terlibat dalam diskursus internal. Kebetulan jarak antara gerakan social kontra tambang emas di Silo pada 2000-2005, berdekatan jaraknya dengan isu penambangan pasir besi di Paseban di mana rumornya sudah muncul ke permukaan pada 2005. Karena itu, semangat untuk mengawal gerakan social menolak berbagai bentuk eksplorasi sumberdaya alam yang tidak pro-rakyat, masih cukup hangat di kalangan aktivis santri. Ketika izin penambangan benar-benar diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Jember, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aktivis santri memberikan respon kritis terhadap kebijakan negara yang dinilai berbau neo-liberalisme tersebut dengan berbagai bentuk gerakan sosial. Secara umum, gerakan social yang dilancarkan aktivis santri dapat dikategorikan sebagai gerakan perlawanan yang diorietnasikan untuk tidak sekedar menggagalkan rencana peambangan di Paseban, melainkan yang lebih substansial adalah penolakan terhadap berbagai bentuk intervensi baru dan penindasan baru yang berasal dari kekuatan represif negara dan pasar. Bagaimanapun, penetrasi negara dan pasar melalui berbagai proyek industrialisasi telah memporak-porandakan otonomi individu-individu dan/atau masyarakat. Dalam konteks inilah, perlawanan kaum santri dalam gerakan social kontra 
90  tambang juga berkepentingan untuk mengembalikan otonomi dan keberdayaan individu-individu tersebut dalam kehidupan sosialnya26. Tidak seperti gerakan sosial kaum tani atau elemen masyarakat bawah pedesaan, yang kerap digambarkan sebagai bentuk perlawanan sporadis, tidak terorganisir dan/atau instrument organisasi, keterlibatan kaum santri dalam aksi-aksi kolektif kontra tambang di Paseban, dilakukan secara terorganisir. Sebagaimana aksi-aksi kolektif era modern lainnya, perlawanan kaum santri dilakukan dengan menggunakan berbagai organisasi civil society yang menjadi basis aktivisme mereka. Pesantren, organisasi NU dan berbagai lembaga dan badan otonom (banom) yang secara struktural maupun kultural berkaitan dengan NU seperti Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU, Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IK-PMII), PMII, Ansor, Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Nahdlatul Ulama (GNKLNU); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti SD Inpres dan Serikat Tani Indonesia (Sekti); merupakan sejumlah organisasi civil society yang digunakan oleh kalangan aktivis santri dalam mengonsolidasikan kekuatannya untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan neo-liberalisme negara dan sekaligus pembelaan terhadap rakyat kecil27.   Di samping menggunakan jaringan organisasi non-politik, aktivis santri juga memanfaatkan jaringan politik, terutama kalangan aktivis politik dan politisi santri yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebetulan tidak sedikit dari politisi santri,                                                            26 Mengikuti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, aktivisme kaum kaum santri dalam melakukan aksi kolektif melawan berbagai bentuk penindasan baru terutama yang bersumber dari negara dan pasar, dapat dipahami sebagai bentuk gerakan social baru. Hal senada dikemukakan oleh Alberto Melucci, bahwa aksi kolektif aktivis santri dalam menolak tambang dapat dikategorikan ke dalam ranah gerakan social baru yang bertujuan untuk melakukan perlawanan atas intervensi negara dan pasar yang terlalu besar dalam ruang privat individu-individu dan berupaya untuk merebut kembali otonomi sebagai individu yang telah dihancurkan oleh sistem yang manipulatif. Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemoni dan Strategi Sosialis………….., hal., xxxiv; Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktik………………, hal., 27. 27 Relevan dengan spirit gerakan social baru, ketrlibatan kaum santri dalam aksi-aksi kolektif menolak tambang esensinya bukan saja sebatas ekspresi dari perlawanan atas dominasi tertentu, melainkan merupakan sebuah keberpihakan terhadap suatu nilai dan norma tertentu. Baca Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi…………., hal., 84. 
91  terutama dari PKB, yang memiliki posisi berseberangan dengan rezim kekuasaan. Ini merupakan peluang politik bagi kalangan kontra-tambang untuk ikut dimanfaatkan mendukung gerakannya28. Sekalipun sangat kecil, keberadaan aktivis politik ataupun politisi santri yang berhaluan reformis, juga ikut bergerak dalam meyakinkan koleganya sesama politisi untuk sama-sama mengawal dan mem-back up gerakan peralwanan massa terhadap tambang. Peran elit kyai yang cukup memiliki pamor di kalangan politisi tidak bisa dipandang kecil dalam menarik dukungan kalangan politisi santri. Dalam kasus tambang ini, seorang elit kyai menuturkan jika keterlibatan semua elemen santri, terutama kalangan politisi, adalah sebuah kewajiban (fardlu ‘ain). Pertimbangannya bukan lagi soal untung rugi dalam perjuangan, melainkan persoalan nasib masyarakat kecil yang mayoritas adalah umat Islam29. Melalui beragam sumberdaya organisasi itulah, baik formal, non-formal maupun informal, kaum santri terlibat dalam memobilisir dan mengonsolidasikan gerakan perlawanan. Berpadunya antara kekuatan social berbasis aktivis santri dan elemen civil society lainnya dengan kekuatan massa akar rumpur (warga masyarakat Paseban) yang menjadikan gerakan social memiliki kekuatan hegemonik yang cukup efektif dalam mendesakkan agenda perjuangannya, menolak rencana penambangan pasir besi. Dalam konteks ini, gerakan social kontra tambang dapat dimobilisir dan dikonsolidasikan menjadi kekuatan hegemonik dengan daya dobraknya yang kuat, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan para aktornya, termasuk dari kalangan santri, dalam mendayagunakan sumberdaya yang mereka miliki30.                                                                    28 Melalui konsep peluang politik kita dapat memahami bagaimana mobilisasi itu menyebar dari kalangang-kalangan terbatas yang sangat kecewa dengan keadaan kepada mereka yang memiliki tingkat kekecewaan lebih rendah. Dengan mengajukan klaim-klaim penentangan terhadap elit dan pihak berwenang, mereka yang mengawali aksi kolektif berhasil meretas mitos ‘ketidaktersentuhan’ dan ‘kerentanan’ rezim ataupun elit penguasa. Keberhasilan segelintir orang mengawali aksi kolektif akan menentukan keberanian kalangan-kalangan lainnya yang memiliki kepentingan dan sumberdaya lebih rendah terhadap keberhasilan gerakan untuk bergabung di dalamnya. Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer……………………., hal., 131-132. 29 Wawancara dengan beberapa kyai Sadid Jauhari, 27 September 2016 dan Gus Syef (kyai Syaifur Rijal),  5 Desember 2016. 30 Jelas bahwa keberhasilan actor-aktor gerakan social kontra tambang dalam mengonsolidasikan kekuatannya sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memobilisir 
92  Lebih lanjut, gerakan social yang dilakukan kalangan aktivis santri, yang sebagian besar tinggal di kawasan perkotaan, tidak hanya berlangsung di area pusat kekuasaan pemerintahan, seperti Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) dan DPRD Jember. Kaum santri juga terjun langsung ke bawah, ke desa Paseban yang menjadi sasaran rencana eksplorasi penambangan pasir besi. Aktivisme perlawanan yang mereka lancarkan pun mengambil bentuk yang sangat beragam seperti aksi demontrasi massa bersama-sama elemen civil society dan warga masyarakat Paseban, kekuatan moral (moral forces), negosiator, fasilitator dan katalisator antara warga masyarakat desa dengan pihak pemerintah dan organ politik (anggota dewan), melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kewargaan, dan sebagainya. Secara detil, bentuk-bentuk dan strategi aktivisme kaum santri dalam mem-back up gerakan social menolak tambang pasir besi di Paseban dapat dideskripsikan sebagaimana berikut di bawah ini.  1. Demontrasi Massa Demontrasi merupakan salah satu bentuk dan sekaligus strategi gerakan social kontemporer yang paling sering dilakukan oleh para aktor untuk mendesakkan agenda perjuangannya. Demontrasi dalam bentuk unjuk rasa dengan melibatkan massa dalam jumlah besar, dinilai masih cukup efektif digunakan para actor gerakan dalam membangun dan memenangkan opini public. Pada umumnya, demontrasi dalam skala massif dapat memiliki daya tekan dan dobrak dengan resonansi yang besar pula. Gelombang aksi massa dalam gerakan reformasi 1998, misalnya, terbukti dapat  berpengaruh luar biasa terhadap dukungan public dan sekaligus instabilitas politik di tingkat elit berkuasa. Demikian pula, aksi bela negara 212 yang dimobilisir oleh kalangan muslim populis dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, secara langsung maupun tidak langsung, juga mampu memengaruhi opini publik dan sekaligus pengambilan kebijakan oleh rezim pemerintah.                                                            sumberdaya internal yang mereka miliki dan sumberdaya eksternal yang dapat mereka manfaatkan. Dalam perspektif teori mobilisasi sumberdaya, keluhan dan kesempatan struktur politik tidak akan berarti apa-apa manakala actor tidak mampu menggerakkan sumberdaya internalnya untuk mempergunakan dukungan factor eksternalnya. Abdul Wahib Situmorang, Teori Gerakan Sosial………………., hal., 37-38. 
93  Dalam berbagai kasus gerakan social kontemporer, demontrasi sendiri bukan semata-mata bentuk aksi kolektif yang digunakan oleh actor gerakan perubahan yang nota bene berasal dari kalangan civil society. Kalangan pro-status quo dari elemen civil society, penyelenggara negara ataupun elemen-elemen masyarakat politik (political society)31, kerap pula memanfatkan aksi-aksi demontrasi massa guna melakukan counter terhadap gerakan perubahan. Polarisasi yang terjadi di kalangan masyarakat sipil, biasanya memberikan keuntungan tersendiri dan sering dimanfaatkan oleh kalangan pro-status quo untuk memperkuat barisannya.  Gerakan perlawanan oleh elemen masyarakat sipil dan counter-movement yang difasilitasi oleh rezim negara dan elemen pendukungnya, juga mewarnai gerakan social dalam kasus tambang di Paseban. Di desa Paseban sendiri masyarakat terpolarisasi ke dalam dua kelompok arus utama, yaitu kelompok pro-tambang dan kelompok kontra-tambang. Setiap kelompok sama-sama memproduk wacana32, menggalang dan                                                            31 Masyarakat politik dan masyarakat sipil merupakan dua istilah yang kerap dibedakan namun juga tidak jarang dipertukarkan (interchangeable). Hegel, misalnya, cenderung membuat garis demarkasi yang tegas di antara keduanya di mana masyarakat sipil bersifat non-politis dan kebalikannya dengan masyarakat politik. Pada umumnya para ahli memahami masyarakat politik sebagai suatu arena tempat suatu polity mengorganisasi dan mengatur dirinya sendiri di dalam kontestasi politik untuk memeroleh control atas kekuasaan pemerintah apparat negara. Meski salah satu fungsi utama masyarakat politik adalah sebagai media pengungkapan kepentingan-kepentingan dari masyarakat sipil, namun hubungan di antara keduanya tidak selalu berbanding lurus. Dalam banyak kasus, justru seringkali terjadi konflik kepentingan di antara keduanya. Yahya Mulyana, “Dimensi Gerakan Dalam Pembentukan Propinsi Banten”, dalam Erick Hiariej dkk. (ed.) Politik Transisi Pasca Soeharto, Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2004, hal., 201. 32 Dalam gerakan sosial, produksi isu atau wacana merupakan bagian dari framing process (proses pembingkaian) dengan tujuan untuk memenangkan pertempuran atas arti atau makna. Ini adalah sebuah proses di mana actor gerakan menciptakan dan menggelindingkan wacana yang dapat berema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi ataupun kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk mendesakkan sebuah perubahan. Untuk itu berbagai isu dan symbol dipilih dan dikontekstualisasi untuk mencapai ‘gaung bingkai’ (frame resonance), yaitu respon-respon memadai yang akan mengubah mobilisasi potensial menjadi mobilisasi actual. Gaung bingkai aksi kolektif ini menjadi dasar bagi actor gerakan untuk menciptakan identitas kolektif mereka, suatu rumusan orientasi aksi yang bersifat interaktif dan peluang serta rintangan di mana aksi itu berlangsung. Rasa identitas yang kuat menentukan keputusan yang diambil oleh para actor dan cara mereka menyesuaikan kegitan-kegiatan mereka dengan situasi yang terus berubah. Baca David A. Snow, E. Burke Rochford Steven K Worden, dan Robert D. Benford, “Frame Alignment Process, Micromobilization and Movement Participation”, American Sociological Review, 51, 1986, hal., 461-481; Alberto Melucci, Challanging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, hal., 70-74; Noorhaidi Hasan, Islam Politik…………., hal., 135. 
94  memobilisir sumberdaya kekuatannya dan dalam suatu kesempatan turun ke jalan untuk unjuk kekuatan melalui aksi demontrasi massa. Masing-masing berusaha untuk memengaruhi opini publik33 masyarakat desa dan sekaligus aparat untuk memperjuangkan agendanya. Demikian pula, saat kekuatan kontra-tambang menggalang kekuatannya untuk melakukan demontrasi di kabupaten dan DPRD, kelompok pro-kebijakan tambang, juga melakukan hal yang serupa, menggelar aksi tandingan.  Keterlibatan kalangan aktivis santri dalam aksi demontrasi massa dilakukan melalui serangkaian momentum. Pertama, mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa bersama-sama elemen kemahasiswaan dan masyarakat sipil (civil society) lainnya. Menurut sejumlah aktivis mahasiswa pergerakan, jauh sebelum meledak aksi demontrasi massa dalam skala besar, aktivis santri berlatar mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi demontrasi menolak izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Tercatat, elemen aktivis mahasiswa terutama dari organisasi PMII (dan juga GMNI) merupakan actor-aktot gerakan utama dalam menyuarakan penolakan tambang melalui aksi demontrasi. Bahkan tidak sedikit dari kalangan aktivis mahasiswa yang menjadi korban anarkhis dan represif dari pihak aparatus keamanan pemerintahan (negara), dalam hal ini Satpol PP dan kepolisian. Kedua, aktivis santri terlibat dalam aksi demontrasi massa di kabupaten bersama-sama dengan elemen civil society dan warga masyarakat Paseban yang datang ke Jember. Aksi demontrasi gabungan ini berskala besar dan dilakukan selama bebeapa kali. Ada sekitar tiga sampai empat kali aksi unjuk rasa yang melibatkan gabungan berbagai unsur tersebut. Peliputan media massa terhadap gelombang aksi demontrasi                                                            33 Dalam konteks framing process, isu atau wacana yang diproduk oleh kelompok pro-tambang seputar peluang kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi warga desa, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, rencana eksplorasi tambang sudah sesuai prosedur dan tidak akan menimbulkan dampak horror sebagaimana diwacanakan kelompok yang kontra. Kebalikannya, kelompok kontra mencoba memengaruhi opini pubik dengan memproduk wacana bahwa dampak tambang sangat merugikan bagi lingkungan pesisir dan kehidupan warga masyarakat desa, tambang tidk akan pernah menciptakan kesejahteraan bagi warga desa melainkan penderitaan dan kemiskinan baru. Disarikan dari obrolan dengan sejumlah warga desa baik yang memiliki pandangan pro maupun kontra tambang. 
95  yang berkelanjutan ini, turut memperkuat dan memperbesar kekuatan gerakan kontra tambang dalam memperjuangkan tuntutannya. Implikasinya, dukungan dari berbagai elemen lintas kelompok, profesi dan daerah juga kian mengalir menambah kepercayaan dan kekuatan gerakan kontra tambang. Sejumlah aktivis NGO, aktivis politik, anggota dewan (DPRD), regional maupun nasional, turut memberikan dukungan terhadap gerakan social ini.   Ketiga, tidak sebatas melakukan aksi demontrasi di kabupaten, aktivis santri dari elemen mahasiswa dan NGO terlibat pula dalam memperkuat aksi-aksi massa di tingkat desa. Tidak kalah seru dibandingkan aksi unjuk rasa di pusat kekuasaan (kota kabupaten Jember), aksi demontrasi yang terjadi di tingkat desa dengan warga di tingkat akar rumput sebagai actor utamanya, berlangsung secara radikal dan melibatkan anarkhi ataupun kekerasan. Dalam beberapa even demontrasi, warga yang kontra tambang melakukan penyegelan terhadap balai desa yang mengakibatkan pelayanan administrasi desa lumpuh totoal dan terpaksa harus dipindahkan ke kecamatan. Selain itu, warga yang terlanjur marah juga terlibat dalam aksi pengrusakan berbagai properti, perlengkapan dan kendaraan yang diduga miliki investor. Tampaknya, pilihan untuk menggunakan kekerasan atau energi anarkhi secara kolektif menjadi lebih menarik lagi bagi warga masyarakat Paseban. Hal cukup bisa dimengerti mengingat eksploitasi dan pendayagunakan energi anarkhi memiliki akibat-akibat yang lebih kasat mata, cepat dan drastic ketimbang parlemen, kelompok penekan ataupun kelompok kepentingan, tidak terkecuali melalui jaringan dan jalur lobi untuk tujuan-tujuan yang sama. Dengan kata lain, efektivitas penggunaan energi anarkhi secara kolektif lebih rasional dalam proses negosiasi dan tawar menawar social, ekonomi dan politik, ketimbang yang bisa ditawarkan oleh instrument-instrumen politik lainnya seperti perjuangan lewat jalur hukum34.                                                             34 Cornelis Lay, “Anarkhi dan Demokrasi: Masalah Kekerasan Politik di Indonesia”, dalam Erick Hiariej dkk. (ed.) Politik Transisi Pasca Soeharto………….., hal., 137-138. 
96  2. Pendidikan Popular Keterlibatan kaum santri dalam gerakan social kontra tambang tidak hanya diwujudkan dalam aksi-aksi heroik di lapangan dalam bentuk demontrasi ataupun unjuk rasa. kaum santri sendiri menyadari jika kekuatan mereka dalam melakukan aksi unjuk rasa tidak akan berarti apa-apa tanpa keterlibatan masyarakat lintas kelas dan identitas, utamanya unsur-unsur civil society. Terkoneksi dengan actor-aktor gerakan di tingkat masyarakat desa, kaum santri turut memainkan peran sentral dalam mengedukasi masyarakat akan hak-hak dan peran politik yang semestinya dilakukan. Terjun ke lapangan, membaur dan berdialog dengan elemen warga masyarakat Paseban, untuk mencari solusi terbaik dari rencana penambangan oleh pihak swasta, menjadi bagian dari aktivitas social yang dilakukan oleh kaum santri.     Sebagaimana telah disinggung di atas, keterlibatan kaum santri dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, sudah berlangsung sejak dini. Ketika muncul rumor tentang rencanan eksplorasi tambang pasir di Paseban (2005), sejumlah aktivis santri dari GNKLNU, PMII dan pesantren, mulai terjun ke masyarakat desa untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga desa pada umumnya. Mereka mulai mendiskusikan isu yang beredar luas dan mulai mengantisipasi penolakannya. Haji Harun, salah satu tokoh agama di Paseban membenarkan jika sejumlah aktivis santri dari kalangan NU, silih berganti berdatangan ke desa, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan dari warga, untuk mendiskusikan isu tambang dengan sejumlah warga masyarakat35.  Saat itu, sebagian besar warga masyarakat Paseban belum banyak yang peduli dengan rencana eksplorasi tambang pasir besi. Pada umumnya, warga juga belum memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih komprehensif mengenai dampak dari penambangan. Di tengah kerisauan sebagian tokoh masyarakat dan kepasifan sebagian besar warga Paseban dalam menyikapi rencana penambangan, kalangan aktivis mulai melakukan sosialisasi dan penyadaran kritis kepada segenap elemen warga masyarakat                                                            35 Wawancara dengan Haji Harun, 26 Oktober 2016. 
97  Paseban. Wacana yang diframing dan disosialisasikan oleh kalangan aktivis santri kepada warga banyak berkaitan dengan dampak tambang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dalam mensosialisasikan bahaya tambang, kalangan aktivis santri mengajak serta warga masyarakat untuk nonton bareng (Nobar) video dan film documenter soal tambang. Kasus Freeport, Newmont, Lapindo, dan lain-lain, merupakan sejumlah sample yang disosilisasikan ke warga melalui pemutaran video film. Setelahnya, warga diajak mendiskusikan dan mengambil hikmah (lesson leran) dari kejadian-kejadian sebagaimana dilihat dalam video tersebut36.  Sosialisasi sendiri dilakukan kalangan aktivis santri melalui forum majlis ta’lim --pengajian, yasinan, tahlil, Muslimatan--, kelompok tani, warung kopi, dan berbagai forum warga. Melalui sosialisasi yang sekaligus menjadi sarana pendidikan politik kewargaan (civic education) inilah, lambat laun warga mulai menyadari pentingnya menjaga dan melindungi serta mengelola sumberdaya pesisir secara arif dan bertanggung jawab. Dalam waktu yang relative panjang dan berkelanjutan, warga kian memiliki kesadaran kritis (critical consciousness) bahwa memelihara lingkungan yang merupakan berkah dan karunia dari Allah Swt., jauh lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan warga masyarakat Paseban. Dari serangkaian sosialisasi inilah terbentuk asosiasi warga Paseban peduli lingkungan dan anti-tambang. Tanpa intervensi dari kalangan aktivis yang sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, hasrat pemerintah bersama pemodal dalam eksplorasi ta   mbang pasir di Paseban, hampir bisa dipastikan, akan berjalan mulus tanpa banyak rintangan dan penolakan dari masyarakat37. 3. Pengorganisasian  Secara horizontal, keterlibatan aktivis santri dalam usahanya untuk memunculkan dan memelihara gerakan social agar tetap hidup dan dapat menjalankan fungsinya, tidak berhenti pada tahap sosialisasi dan penyadaran kepada warga                                                            36 Wawancara dengan Hermanto, Hanif, Saiful, aktivis PMII Cabang Jember, 30 Oktober 2016. 37 Wawancara dengan Lasidi, Irfanudin, dan Faisol, 26 Oktober 2016. 
98  masyarakat. Tidak ketinggalan, aktivis santri terlibat pula dalam aksi-aksi pengorganisasian di tingkat akar rumput. Terbentuknya sejumlah asosiasi warga seperti Aliansi Masyarakat Anti-Tambang (Antam), Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel), dan lainnya, di tingkat akar rumput, tidak bisa dilepaskan dari sentuhan tangan-tangan dingin kalangan aktivis santri dalam melakukan serangkaian aktivitas mulai dari sosialisasi, penyadaran dan pengorganisasian sosial.  Dalam pemikiran Paulo Freire, sosialisasi dan penyadaran itu sendiri merupakan rangkaian dari proses pengorganisasi. Menurutnya, metode pengorganisasian dilakukan untuk menginspirasi upaya penciptaan atau memunculkan gerakan social, yaitu penciptaan lingkaran penyadaran, mengadakan pendidikan penyadaran, aksi-aksi kultural, dan pendidikan hak-hak bernegara. Salah satu instrument untuk menjalankan metode ini adalah dilakukan dengan prinsip-prinsip belajar dari masalah yang telah dihadapi38. Melalui beragam asosiasi itu, warga akar rumput turut memainkan peran penting sebagai aktor sejarah yang turut menentukan arah dan perubahan social di desanya sendiri. Dengan kapasitas yang dimilikinya, sejumlah local leader bersama-sama warga masyarakat akar rumput di Paseban, terbukti mampu mengambil peran strategis dalam pengelaborasian masalah, mensosialisasikan, dan memenangkan opini public kepada segenap elemen warga masyarakat Paseban. Strategi aktivis desa dalam memengaruhi dan memenangkan opini publik, juga dilakukan dengan melancarkan rumor, gossip dan desas desus tentang dampak negatif tambang yang hampir pasti dirasakan oleh warga kebanyakan dan isu kesejahteraan yang akan dinikmati oleh sekolompok kecil elit pemerintah dan pihak investor saja.                                                             38 Dalam konteks membangun gerakan social poin penting yang perlu diperhatikan antara lain adalah sebab-sebab munculnya gerakan, tujuan yang ingin dicapai, bentuk-bentuk gerakan dan pelaku gerakan yang akan dipilih. Selain beberapa hal tersebut, nilai-nilai yang dianut oleh gerakan social tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Hal ini penting karena nilai akan menjadi ruh dalam menjalankan agenda gerakan. Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi………………….., hal., 90.  
99  Ketika pemerintah daerah di bawah kepemimpinan MZA Djalal benar-benar memberikan memberikan lampu hijau bagi investor untuk mengeksplorasi tambang pasir besi, sebagian besar warga bangkit dan mengonsolidasikan diri untuk menolak tambang. Tidak butuh terlalu lama, bagi aktivis desa untuk mengonsolidasikan kekuatan warga dalam rangka melakukan demontrasi besar-besaran baik di kantor desa maupun di depan pendopo kabupaten serta DPRD, untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan agendanya. Menurut haji Harun dan Lasidi, warga Paseban dalam jumlah besar ngluruk (mendatangi) Pemkab Jember untuk melakukan, bukan sebatas audiensi, melainkan demontrasi selama berkali-kali39. Di samping turut campur dalam mengorganisir kekuatan warga, aktivis santri terlibat dalam melakukan konsolidasi kekuatan organisasional dan jaringan baik formal maupun informal mereka seperti PMII, GNKLNU, PCNU, kyai pesantren, aktivis dan politisi santri, serta bekerjasama dengan elemen-elemen civil society lainnya, untuk turut memperkuat aksi demontrasi dan perjuangan warga Paseban dalam menolak tambang. Dalam hal ini, konsolidasi internal kaum santri tidak hanya difokuskan pada penguatan aksi demontrasi massa, melainkan juga diarahkan untuk membentengi agen-agen gerakan, terutama elit-elit agama di Jember, agar tidak mudah diintervensi oleh pemerintah dan pemodal dengan kekuatan ekonomi-politik mereka. Sebab, pihak-pihak berkepentingan cukup gencar melakukan pemecahan kekuatan gerakan perlawanan  melalui berbagai cara, di antaranya instrumen keamanan (polisi dan militer), money politic, dan lain-lain.  Dalam sebuah obrolan dengan ketua MUI Jember, dalam suatu kesempatan ia pernah didatangi oleh pihak militer yang kebetulan memiliki koneksi dengan pengusaha agar ikut memberikan dukungan untuk (bahasanya) pembangunan Jember. Tidak tanggung-tanggung, ia diberikan penawaran menggiurkan berupa bantuan dana untuk keperluan kegiatan agama dalam hitungan miyaran rupiah. Tidak sedikit pula kyai-kyai yang didatangi baik dari kalangan aparat keamanan, pengusaha, politisi dan penguasa,                                                            39 Wawancara dengan Lasidi dan haji Harun, 26 Oktober 2016. 
100  dengan berbagai tawaran menggiurkan mulai dari bantuan CSR, bantuan pembangunan gedung pesantren, dana beasiswa untuk santri, dan sejensinya. Hanya saja, mereka banyak yang menolak dengan pertimbangan menghormati perjuangan elemen santri bersama-sama warga masyarakat Paseban40.   4. Advokasi Kebijakan   Peran-peran advokasi dan pendampingan terhadap nasib warga masyarakat Paseban yang terlibat dalam aksi perlawanan kontra tambang tidak ketinggalan dilakukan pula oleh kaum santri. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sejumlah aksi kolektif anarkhis yang dilakukan oleh elemen warga masyarakat Paseban, berujung pada penahanan sebagian warga. Tidak kuang dari enam orang warga Paseban yang ditahan di rumah tahanan selama persidangan dan setelah menjalani vonis hakim.  Dalam konteks inilah, kaum santri melakukan advokasi dan pendampingan hukum kepada para korban.  Pembelaan nasib warga Paseban juga dilakukan aktivis santri dengan cara melakukan perubahan terhadap regulasi soal tambang. Melalui para politisi di parlemen yang kontra tambang, aktivis santri melakukan lobi dan negosiasi agar mengoreksi kebijakan bupati dalam memberikan perizinan kepada pihak pemodal untuk eksplorasi tambang. Menurut kalangan aktivis santri, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang tidak dilakukan melalui mekanisme yang benar. Hasil kajian AMDAL, misalnya, pemerintah dinilai menempuh jalan pintas dengan meminta ahli dari perguruan tinggi  untuk membuat kajian AMDAL yang hasilnya memberikan penilaian kelayakan terhadap pengelolaan tambang. Singkatnya, persyaratan tentang AMDAL diperoleh melalui kajian pesanan41.  Lebih jauh, advokasi kebijakan dilakukan pula oleh kalangan aktivis santri dalam perumusan peraturan dan perundangan menyangkut RT/RW dan Undang-undang Desa. Dalam kedua kasus ini, kalangan aktivis santri sangat konsen melakukan                                                            40 Interview dengan sejumlah nara sumber tokoh-tokoh agama di Jember. 41 Wawancara dengan Ahmad Taufik, 30 Oktober 2016. 
101  pengawalan dan memberikan masukan agar hasil dari peraturan perundangan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Sebagai catatan, keterlibatan kalangan aktivis santri yang juga didukung oleh sebagian politisi di parlemen yang kontra tambang, tidaklah cukup mudah memberikan poin-poin masukan. Hal ini dikarenakan format peraturan RT/RW dan Undang-undang Desa juga melibatkan kebijakan nasional. Pada akhirnya, produk RT/RW dan Undang-undang Desa yang disahkan pemerintah pusat dan berlaku bagi pemerintah daerah, masih memiliki celah yang cukup luas akan intervensi kekuatan pasar42.  5. Moral Forces Gerakan-gerakan social yang dilakukan elemen-elemen masyarakat sipil itu, kerap dilabeli sebagai gerakan social dan bukan gerakan politik. Demikian halnya, ketika sekelompok social melakukan gerakan social dengan bertumpu pada pemberian legitimasi moral-keagamaan, dikategorikan sebagai gerakan moral. Sebenarnya, kategorisasi gerakan ke dalam berbagai varian semacam itu, dinilai kurang tepat. Bagaimanapun, ketiganya merupakan bagian dari bentuk gerakan social dan satu sama lain saling berkaitan. Antara gerakan social dan politik, misalnya, memiliki kaitan yang cukup erat dan bahkan sebagian ahli memahami keduanya sama. Dalam hal ini, gerakan social pada dasarnya adalah gerakan politik sebab keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar dalam mendorong perubahan institusi-institusi dasar dalam masyarakat43.   Dalam prakteknya, keterlibatan kaum santri dalam gerakan social dilakukan melalui berbagai bentuk sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya. Tidak semua segmen kaum santri menampilkan diri sebagai kekuatan social dan politik, melainkan juga kekuatan moral (moral forces). Apa yang telah ditunjukkan oleh sebagian kaum santri dengan back ground aktivis NGO, lebih merepresentasikan diri                                                            42 Wawancara dengan Ahmad Taufik, Saiful dan Adzkiya, 30 Oktober 2016. 43 Gerakan social kerap dipahami sebagai aspek dinamis dari kehidupan politik yang sering terjadi dalam bentuk masyarakat apa pun, utamanya masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosio-ekonomi, budaya dan politik. Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi………….., hal., 114. 
102  sebagai kekutan social dan politik dalam rangka melakukan perlawanan dan perimbangan kekuatan dalam konstelasi kekuasaan, terutama dengan kekuatan politik dan pasar (negara dan pemodal). Pada umumnya, aktivis santri terjun secara langsung untuk menggalang kekuatan dan melakukan aksi-aksi kolektif vis a vis kekuatan negara. Saat bersamaan, gerakan-gerakan social yang dilancarkannya juga memiliki bobot, kepentingan dan tujuan-tujuan politis, termasuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan social-politik dalam tata kelola sumberdaya alam yang lebih partisipatif ataupun demokratis.   Selain itu, terdapat pula segmen kaum santri yang memosisikan dan memainkan peran sebagai watch dog ataupun moral forces dalam mendukung gerakan social kontra tambang. Pada umumnya, peran-peran demikian itu, diekspresikan oleh sejumlah elit pesantren dan pengurus structural lembaga organisasi Islam. Peran para kyai sebagai watch dog ini sama dengan fungsi yang diperankan oleh organisasi non-pemerintah. Selain sebagai watch dog, ornop juga berfungsi sebagai katalisator, fasilitator dan negosiator dalam menjembani antara masyarakat sipil, negara dan pasar. Sebagai watch dog, kyai berperan pula dalam memastikan bahwa hak-hak public harus dipenuhi oleh negara dan tidak dirugikan oleh pihak swasta atau pasar44.  Sejumlah kyai dan pengurus PCNU Jember dan PCNU Kencong, banyak yang menyokong gerakan social kontra tambang melalui dukungan moral. Sebagai contoh, kedua elit organisasi NU di tingkat cabang, melakukan conference pers dengan memberikan sejumlah statemen eksplisit dalam hal mendesak pemerintah kabupaten untuk mendengarkan aspirasi public, menarik kembali perizinan eksplorasi tambang yang sudah diberikan kepada pihak investor, melibatkan peran partisipasi public dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan mendukung                                                            44 Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society dan Demokratisasi………….., hal., 121. 
103  penuh aksi massa yang dilakukan secara berkeadaban dalam mewujudkan agenda perjuangannya45.  Harus diakui bahwa pesan-pesan moral dari elit agama di Jember dinilai penting bagi penguatan gerakan social. Terlebih masyarakat Jember adalah masyarakat tradisionalis yang masih memiliki hubungan’paternalistik’ dengan elit agamanya. Meski dalam soal politik seperti Pilkada, Pilgub dan Pilpres, hubungan antara elit agama dan umat tidak sepenuhnya linier, namun dalam kasus-kasus tertentu masih memiliki keterkaitan. Ketika sebagian besar elemen kyai bersatu dan mengonsolidasikan diri untuk merespon suatu persoalan seperti tambang ini, maka rezim berkuasa pun akan menghitung dan mempertimbangkannya. Terlaebih kyai juga masih memiliki kemampuan dan kelebihan dalam memobilisir santrinya untuk kepentingan gerakan social46. Dalam kasus tambang, kekuatan moral yang berasal dari elit-elit kyai NU turut berkontribusi penting dalam memperkuat kekuatan-kekuatan social yang diarsiteki oleh agen-agen civil society, dalam melancarkan gerakan social kontra tambang. Kedua kekuatan ini semakin bertambah kuat dengan dukungan dari kekuatan politik yang berasal dari sejumlah masyarakat politik. Kolaborasi ketiga kekuatan ini, menjadi kata kunci bagi ketahanan dan keberhasilan gerakan (perubahan) social. Dapat dibayangkan andaikata mayoritas elit agama berpengaruh dan elit politik padu mendukung kebijakan pemerintah kabupaten, dapat diprediksikan jika gerakan sipil yang sekalipun melibatkan gabungan antara agen-agen civil society yang dimotori kelas menengahnya dengan kekuatan massa akar rumput (kelas bawah), akan sulit untuk melancarkan gerakan social dan mendesakkan agenda perjuangannya.                                                               45 Wawancara dengan Nur Hasan, 7 Oktober 2016; kyai Sadid, 27 September 2016; Pujiono 20 September 2016. 46 Wawancara dengan Nur Hasan, 7 Oktober 2016. 
104   BERAGAM PERTIMBANGAN DAN KEPENTINGAN KAUM SANTRI DALAM GERAKAN SOSIALNYA    Keterlibatan setiap actor dalam melakukan gerakan social, hampir pasti, didasarkan pada pertimbangan dan kepentingan tertentu. Menimbang actor yang terlibat dalam gerakan social itu beragam, maka motif dan kepentingan mereka untuk terlibat dalam gerakan social pun tidak akan pernah seragam, melainkan beragam, jamak dan majemuk. Sekalipun para actor sama-sama berada dalam posisi sebagai kekuatan oposisi, jenis kepentingan mereka tidak secara otomatis sama persis. Betul bahwa mereka sama-sama menolak dan melakukan perlawanan terhadap kekuatan status quo, namun masing-masing kelompok, sulit untuk menafikan jenis kepentingannya yang bersifat subjektif ataupun primordialistik.  Secara umum, motif dan kepentingan para aktor gerakan social itu, bisa bersifat ideologis dan politis. Para ilmuwan masih terus berdebat soal jenis kepentingan mana yang lebih dominan mewarnai aktivisme sosial yang dilakukan oleh para actor pergerakan. Dalam pandangan Weber, ide atau gagasan jelas memiliki pengaruh besar dalam menentukan gerak dinamis kehidupan masyarakat. Ranah ide sesungguhnya merupakan sesuatu yang relatif otonom dari ranah ekonomi. Dalam konteks gerakan sosial, motif utama kaum santri untuk terlibat dalam aksi protes bertolak dari kegairahan mereka untuk berbakti kepada kebenaran. Sebagai agen agama, tentu saja kaum santri merasa berkewajiban untuk memperjuangkan kebenaran sebagaimana tuntunan ajaran agama. Karenanya, cukup bisa dimafhumi jika sikap kaum santri yang kontradiktif dengan gagasan penambangan kurang begitu ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis1.   Sementara itu, para ahli yang berhaluan Marxisme cenderung memahami aspek-aspek materialisme memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan hal-hal                                                           1 Arief Budiman, “Peranan Mahasiswa sebagai Intelegensia”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.) Cendekiawan dan Politik, Jakarta: LP3ES, 1984, hal., 144-145; A. Sadri, Max Weber’s Sociology of Intellectuals, Oxford: Oxford University Press, 1992, hal., 70. 
105  yang bersifat idealisme. Perntanyaan yang kerap dikemukakan ialah bagaimana mungkin kesadaran seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan eksistensi kebendaannya (materialism)? Eksistensilah yang justru menentukan kesadaran dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Marxisme ini, keterlibatan kaum santri dalam aksi protes terhadap tambang itu bisa dimengerti sebagai cerminan rasa tak puas atas kedudukan social yang rendah ataupun terkait dengan kepentingan-kepentingan yang bercorak materialistik. Menurut Ernest Mandel, sikap protes itu bertalian erat dengan perubahan yang menyolok dalam lapangan pekerjaan kaum santri, bertalian dengan penurunan status, pengurangan kesempatan, kebebasan bekerja dan penghargaan, yang kesemuanya merupakan ciri khas dari pertumbuhan massal jabatan dan proses birokratisasi yang mengiringinya, yang tercakup dalam lapisan itu2. Terlepas dari silang sengketa di antara dua cara pandang sosiologis arus utama di atas, tulisan ini lebih memahami bahwa keterlibatan kaum santri dalam aksi protes terhadap tambang adalah sebuah pilihan rasional. Artinya, tindakan yang mereka lakukan tidak semata-mata didasarkan pada emosi yang cenderung irrasional, melainkan atas dasar kalkulasi dan pemikiran yang sangat rasional. Motif dan kepentingan yang melandasi tindakan para aktor gerakan itu, secara interchangeable dan boleh jadi overlapping, melibatkan dimensi-dimensi yang bersifat ideasional dan material, ataupun ideologis dan politis. Bab ini secara khusus mengelaborasi jenis-jenis pertimbangan dan kepentingan yang mendasari keterlibatan kaum santri dalam aksi protes terhadap tambang pasir di Paseban. Jenis pertimbangan dan kepentingan mereka dapat dicermati dari argumentasi ataupun wacana yang mereka kemukakan dan sekaligus posisi mereka dalam konstelasi kekuasaan, terutama dalam hal penentuan arah dan format pengelolaan sumberdaya alam paling potensial, yakni tambang. A. Argumentasi Penolakan Tambang Keterlibatan kaum santri dalam gerakan social menolak tambang didasarkan pada pertimbangan ide-ide yang kontradiktif dengan gagasan para pengambil                                                           2 Arief Budiman, “Peranan Mahasiswa sebagai Intelegensia”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.) Cendekiawan dan Politik……………, hal., 145. 
106  kebijakan dan kelompok-keompok yang berada pada posisi pro-tambang. Pada umumnya, penolakan mereka didasarkan pada pertimbangan bahwa tambang lebih banyak membawa madharat dibandingkan mashlahat-nya. Dengan kata lain, dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh industri tambang jauh lebih besar dibandingkan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkannya. Ide kalangan pengambil kebijakan bahwa tambang dapat membawa berkah kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat, dinilai sebagai mitos belaka. Tambang bukanlah Ratu Adil ataupun Imam Mahdi yang bisa merubah nasib warga masyarakat miskin menjadi sejahtera. Alih-alih tambang bisa membawa perubahan nasib warga masyarakat lapisan bawah menjadi lebih sejahtera, justru kemiskinan dan ketidakberdayaan yang akan mereka alami. Tanpa skill professional, sebagaimana dipersyaratkan oleh birokrasi modern, mustahil warga lapisan bawah bisa mendapatkan akses pekerjaan yang layak dalam dunia pertambangan3. Sebagian besar kaum santri sendiri sebenarnya tidak menolak mentah-mentah eksplorasi tambang pasir di Paseban. Bukan soal tambangnya, tetapi mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang masih dimonopoli oleh negara dalam aliansinya dengan pemodal tanpa melibatkan peran partisipasi masyarakat. Dalam banyak kasus, pengelolaan sumberdaya alam tambang masih state centered dan markert oriented, akibatnya elemen masyarakat tetap akan tersingkir dan teralienasi dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika perumusan dan pengelolaan tambang didominasi oleh sejumlah kecil elit pemerintah berkuasa dan pemilik alat industry (keduanya sama-sama memanfaatkan institusi negara), maka mustahil hasilnya akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak4.  Terlebih, karakter rezim pemerintahan pasca Orde Baru di berbagai tingkatan, daerah maupun nasional, termasuk di Jember, masih didominasi oleh sekumpulan kecil elit oligarki yang mengendalikan akses berbagai sumberdaya ekonomi-politik. Salah satu sifat utama dari rezim ini adalah sifatnya yang                                                           3 Wawancara dengan Nur Hasan, 21 Nopember 2016; Adzkiyak dan Saiful, 30 Oktober 2016.  4 Wawancara dengan Ahmad Taufik, 30 Oktober 2016; Hanif dan Rifki, 5 Nopember 2016.  
107  predatoris. Lebih dari sekedar menguasai akses ke berbagai sumberdaya ekonomi, kaum predator juga berusaha melakukan penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik sebagai instrument untuk menjamin langgengnya posisi mereka. Melalui berbagai institusi politik kekuasaan (negara), mereka terlibat dalam perburuan berbagai sumberdaya ekonomi-politik untuk tujuan-tujuan akumulasi pribadi dan kroni-kroninya. Corak rezim pemerintahan ini mulai bersemi, berkembang dan kuat selama era Orde Baru di bawah rezim otoritarianisme Suharto. Kejatuhan Suharto tidak turut menenggelamkan rezim pemerintahan model ini, melainkan terus bisa beratahan dan berkembang kendatipun perpolitikan Indonesia telah berubah pasca reformasi 1998. Melalui instrument demokrasi pula, elit ekonomi-politik ini bisa memposisikan dan menguasai kembali panggung kekuasaan negara5. Sementara itu, sebagian kecil aktivis santri berhaluan radikal cenderung mengedepankan sikap konfrontatif dengan menolak semua bentuk eksplorasi tambang yang dilakukan oleh investor. Menurut mereka, sekali membuka pintu kompromi, negosiasi dan memberikan celah kepada pemodal untuk melaksanakan eksplorasi tambang dengan sejumlah persyaratan yang diberikan oleh pelaku gerakan perubahan, maka penambangan dipastikan jalan bebas tanpa kendali. Akan sulit bagi aktivis gerakan untuk betul-betul mampu mengawasi dan mengontrol gerak industri pertambangan secara ketat. Dalam jangka waktu panjang, kalangan aktivis dan warga masyarakat tetap akan tergilas oleh roda kapitalisme industri tambang. Dengan pertimbangan ideologis bahwa negara dan pemodal tidak bisa dipercaya serta tambang tidak pernah akan bisa menyejahterakan masyarakat sampai kapanpun, maka aktivis santri berhaluan radikal menolak segala bentuk tambang di Jember6.  Sejumlah argumentasi yang dikemukakan oleh kaum santri dalam menjelaskan keterlibatannya dalam melancarkan gerakan social kontra tambang di Paseban dapat dikemukakan sebagaimana berikut di bawah ini.                                                           5 Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto………….., 2005. 6 Wawancara dengan Itqan, 15 Nopember 2016 dan sejumlah aktivis GNKLNU dan SD Inpress, 10 Desember 2016. 
108   1. Kecewa dengan Kebijakan Pemerintah Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam potensial merupakan salah satu alasan yang mendasari pertimbangan kaum santri untuk telibat dan melibatkan diri dalam gerakan social kontra tambang di Paseban. Hampir semua elemen santri berpendapat bahwa rencana pemerintah kabupaten memberikan izin kepada pihak swasta untuk eksplorasi tambang dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat. Menurut mereka, kebijakan semacam itu, dinilai sarat dengan kepentingan pasar (neo-liberalisme) dan mengabaikan kepentingan publik. Dalam banyak kasus, pengelolaan tambang sebatas menyejahterakan sekelompok elit penguasa dan pemodal semata, serta membawa kesengsaraan bagi warga masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. Kalaupun industri tambang dapat memberi akses pekerjaan kepada warga masyarakat desa, bisa dipastikan, jenis pekerjaan yang mereka dapatkan tidak lain adalah pekerjaan di sector informal, sebagai pekerja kasar (hard worker) dengan upah yang minim7.  Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah (negara) soal tambang dinilai tidak ada yang berberpihak kepada kepentingan masyarakat. Wacana yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa pembagian hasil (sharing) dari pengelolaan tambang akan dikembalikan kepada dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinilai kalangan aktivis tak lebih sebagai retorika belaka. Tidak ada ceritanya daerah yang kaya tambang seperti Aceh (Exxon Mobil), Nusa Tenggara Barat/NTB (New Mont), Papua (Free Port), dan daerah lainnya, masyarakatnya sejahtera. Sebaliknya, kemiskinan dan keterbelakangan yang justru menghiasi wajah dominan kehidupan warga masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sekitar pertambangan8.  Aparatus negara dengan logika berpikirnya semacam itu, masih cukup yakin dengan kebijakannya soal tambang. Bagaimanapun, eksplorasi tambang akan dapat meningkatkan APBD untuk kesejahteraan warganya. Karena itu, pemerintah                                                           7 Wawancara dengan Nur Hasan, 7 Oktober 2016. 8 Wawancara dengan sejumlah aktivis PMII cabang Jember, 10 Nopember 2016. 
109  Kabupaten Jember tetap bertekad untuk segera memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam potensialnya itu dengan mengeluarkan sejumlah izin operasional kepada para investor tambang. Di antara investor yang mengajukan investasi penambangan pasir besi di Paseban antara lain ialah PT. Sari Mapan Sejahtera, PT. Paseban Makmur Sejahtera, PT. Karya Samudra Indonesia, PT. Klan Asia Mining, PT. Agtika Sejahtera, PT. Indo Modern Mining Sejahtera, PT. Sarang Madu Perkasa, PT. Surya Mas Jaya Sakti, dan PT. Agung Bogor Perkasa. Tabel 5 Investor Tambang Pasir Besi di Jember Investor Izin (Tahun) Jenis Izin Keterangan PT. Sari Mapan Sejahtera 2004 Eksplorasi Habis masa berlaku PT. Paseban Makmur Sejahtera 2004 Ekplorasi Habis mas berlaku PT. Karya Samudra Sejahtera 2005 Eksplorasi Habis masa berlaku PT. Klan Asia Mining  2007 Eksplorasi Habis masa berlaku PT. Agtika Dwi Sejahtera  2009 Eksploitasi Masih berlaku PT. Indo Modern Mining Sejahtera  2009 Eksplorasi Masih berlaku PT. Sarang Madu Perkasa - - Waiting list PT. Surya Mas Jaya Sakti - - Waiting list  PT. Agung Bagor Perkasa - - Waiting list Sumber: Disperindang Kabupaten Jember 2009 Ketidakpercayaan kalangan santri terhadap kebijakan pemerintah, dapat dipandang sebagai sesuatu yang cukup rasional. Terlebih jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintahan pasca reformasi, termasuk di Jember, masih jauh dari kategori good and clean governance. Perubahan politik pasca reformasi yang diharapkan mampu melahirkan pemerintahan demokratis, pada kenyataannya, belum sesuai dengan harapan. Hasil pemilu hanya melahirkan raja-raja kecil baru dengan karakteristik yang tidak jauh beda dari pemerintahan Orde Baru seperti elitis, nepotis, dan korup9.                                                            9 Wawancara dengan Nur Hasan, 21 Nopember 2016. 
110  Jika dicermati, perkembangan demokrasi pasca Orde Baru, kendatipun mengalami peningkatan dalam beberapa hal seperti pertumbuhan lembaga-lembaga demokrasi, kebebasan berbicara dan berpendapat dan sejenisnya, namun kondisi demikian tidak secara otomatis telah membawa demokrasi berada dalam track mulus bebas hambatan menuju tahapan konsolidasi. Secara faktual, keberadaan partai, pemilu, parlemen, pilkada, dan kebijakan desentralisasi, tidak dengan sendirinya memunculkan sikap dan perilaku politik (political behavior) demokratis pada tingkat pelaku negara maupun masyarakat. Kehadiran institusi-institusi demokrasi juga belum mampu menghadirkan perubahan secara lebih struktural di mana basis kekuasaan masih didomonasi segelintir elit politik saja, tanpa banyak berkepentingan untuk memperluas ataupun mendemokratisasikannya10. Perkembangan institusi-institusi demokrasi seperti pemilu, partai, parlemen, Pilkada, dan sejenisnya, tidak secara otomatis dapat memberikan dampak positif bagi pematangan demokrasi. Sebagai contoh, kebijakan Pilkada yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan penguatan apa yang disebut “perimbangan politik” dengan kekuasaan pusat11, dalam praktiknya tidak mudah diwujudkan. Alih-alih Pilkada berhasil mempercepat terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis, justru menjadi arena bagi bangkitnya kembali segelintir orang kuat, berpengaruh, berduit, dan berorientasi pada perburuan sumberdaya ekonomi-politik.  Dalam bahasa informan, Pilkada sebatas memunculkan raja-raja kecil yang elitis, korup, dan kapitalistik. Segelintir elit politik ini tidak sebatas menjaga jarak dengan masyarakat, melainkan kerap pula mengorbankan mereka demi meraup  keuntungan ekonomi dari kalangan pemilik modal. Dalam banyak kasus, seperti kebijakan tambang, pembangunan, dan pengembangan pasar modern, sebagaimana terjadi di Jember dalam kurun 2000 sampai 2014, mereka lebih berpihak ataupun                                                           10 Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam bukunya Reorganising Power in Indonesia melihat masih belum pupusnya kekuatan oligarkis yang gilirannya menghambat perkembangan demokratisasi.  Baca Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The politics of Oligharchy in an Age of Markerts, Roudledge, University of Hong Kong Southeast Asia Series, 2004. 11 Syarif Hidayat, Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices, dalam Maribeth Erb and  Priyambudi Sulistiyanto (ed.) Deepening Democracy in Indonesia ? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), Singapore: ISEAS, 2009, hal., 127. 
111  membela investor daripada masyarakat kecil. Secara vulgar seorang informan mengatakan bahwa:  Pemerintah yg mengelola negara itu selalu pisau bermata dua, ia cenderung berpihak pemilik modal, ia lebih baik mengorbankan masyarakat ketimbang menolak investor, ia lebih berpihak kepada kerusakan daripada perbaikan. Kalaupun ia berpicara soal perbaikan, itu hanya ada pada tataran wacana, wacana itu pun sebatas wacana penyesuaian (wacana adaptif) supaya tidak dianggap sebagai pihak yang sama sekali tidak berpikir tentang kerusakan lingkungan. Sebenarnya ia tidak serius menangani kerusakan, ia hanya serius bagaimana mengeksploitasi, mendatangkan investor, dan mendapatkan kekayaan untuk kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat Jember secara umum12.  Kekecewaan kaum santri sebenarnya juga terkait dengan pengabaian pemerintah kabupaten terhadap aspirasi warga masyarakat dan elit-elit santri dalam pengambilan kebijakan. Menurut mereka, ketika calon bupati mau maju dalam Pilkada, mereka selalu sowan (mendatangi) ke para kyai, menyapa dan mengajak dialog kalangan aktivis santri, serta turun ke bawah menyapa warga masyarakat. Namun pada gilirannya mengelola kekuasaan dan sumberdaya alam, rezim pemerintah cenderung berjalan sesuai dengan gagasan dan kepentingannya sendiri. Belum lagi aset dan pendapatan dari pengelolaan sumberdaya ekonomi local seperti tambang yang dipastikan sangat besar, dinilai tidak jelas seperti apa akuntabilitas pengelolaan dan peruntukannya13.  Menurut kalangan aktivis santri, sudah sewajarnya jika pemerintah kabupaten melibatkan dan meperhitungkan aspirasi kaum santri. Bagaimanapun, mayoritas penduduk Jember adalah umat Islam berlatar santri (tradisionalis). Mengabaikan aspirasi dan partisipasi kaum santri, sama halnya dengan mengabaikan aspirasi sebagian besar penduduk Jember. Sudah saatnya kaum santri diposisikan sebagai subjek utama dalam pembangunan di daerahnya, jangan sebatas dijadikan objek belaka. Pemberian CSR sebagai bentuk kompensasi atas eksplorasi sumberdaya alam, dinilai bukan sebagai solusi yang tepat. Pemberian CSR justru                                                           12 Disadur dari hasil interview, 30 Mei dan 7 Juni 2012. 13 Wawancara dengan kyai Saifur Rijal (Gus Syef), 5 Desember 2016; kyai Akhyaudin (Gus Yak), 27 September 2016.   
112  dinilai sebagai bentuk baru dari domestikasi kaum santri dalam ranah pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumberdaya alam tambang14.  Dilihat dari sudut pandang teori keluhan, keseluruhan kekecewaan kaum santri sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam gerakan social kontra tambang itu, terkait erat dengan gagasan mereka terkait dengan berbagai hal. Di antara persoalan-persoalan yang sangat dipertimbangkan dan diperhitungkan kaum santri antara lain adalah subordinasi kapitalisme (seperti pemberian CSR dan pemberian peluang kerja tentunya di sector informal non-strategis), intervensi dan kebijakan non-populis negara (pemberian izin tambang tanpa melibatkan peran serta masyarakat), pembangunan yang tidak merata (pengabaian terhadap kawasan pesisir), dan posisi inferior atau subordinasi dari masyarakat dalam interaksinya dengan kekuasaan negara dan pasar15.    2. Membela Kepentingan Rakyat Kecil   Kalangan elit, intelektual dan aktivis santri terdidik menyadari betul akan posisi dan peran yang harus dilakukannya dalam kehidupan sosial. Sebagai agen-agen agama terdidik, mereka merasa bertanggung jawab terhadap berbagai problema social, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena itu, ketika terjadi persoalan social yang tengah dihadapi oleh warga masyarakat ataupun umatnya, mereka mau tidak mau, merasa terpanggi untuk ikut mencarikan solusinya. Dalam konteks demikian inilah, aktvitas dan keterlibatan kaum santri dalam memecahkan berbagai problema social itu bukan semata-mata untuk –meminjam istilah Gramsci memenuhi kepentingan kelasnya— ataupun           –dalam logika Marxisme—mengejar kepentingan duniawinya (material) yang bersifat praktis-pragmatis16.  Lebih dari itu, gerak aktivitas kaum santri diorientasikan pula pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat idealistic dalam dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akherat. Pembentukan masyarakat madani atau                                                           14 Wawancara dengan Ahmad Taufik, 30 Oktober 2016 dan Nafiur Rafik, 20 Nopember 2016. 15 Abdul Wahib Situmorang, Gerakan Sosial………….., hal., 25-30. 16 Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20, Bandung: Mizan, 2005, hal., 24-25. 
113  masyarakat sipil (civil society) yang berdaya, mandiri dan otonom serta memiliki kemampuan dalam membangun pola relasi kekuasaan dengan negara maupun pasar, masih tetap menjadi cita-cita yang diidealkan dan hendak dibumikan oleh segenap aktivis kaum santri. Semua ini tidak akan pernah terwujud kalua tidak ada kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat yang sejauh ini masih subordinatif. Negara agar tetap berpijak pada posisi dan perannya sebagai institusi politik tertinggi yang harus bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan memberdayakan warganya secara partisiatif, harus terus dikontrol agar tidak melenceng dari khittah-nya. Bagaimanapun, negara rentan dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh rezim-rezim aparaturnya untuk memenuhi kepentingan sekelompok kecil dan mengabaikan kelompok besar warga negara17. Atas dasar pertimbangan dan kepentingan itulah, kaum santri bangkit untuk berperan serta dalam melakukan pembelaan terhadap perjuangan warga masyarakat Paseban yang tengah menuntut keadilan soal tambang. Satu hal yang penting dicatat ialah bahwa tidak semua organ santri yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, memilih sikap diam, pasif dan konservatif dalam menyikapi persoalan tambang. Unsur-unsur PCNU Kencong, misalnya, salah satu organisasi NU cabang di Jember, diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) dan sekaligus pendukung bupati terpilih (MZA Djalal) saat Pilkada (2009-2014). Namun, dalam kasus tambang Paseban, PCNU Kencong justru lebih memilih dan memihak kepada kepentingan warga masyarakat Paseban yang tidak menghendaki tambang dan sekaligus beroposisi dengan kekuasaan. Dalam pandangan mereka, penambangan pasir besir di Paseban akan membawa dampak negatif (madharat) lebih besar, terutama bagi kelangsungan hidup warga masyarakat Paseban yang nota bene sebagian besarnya adalah warga nahdliyin18. Sebagaimana dimaklumi, desa Paseban masuk ke dalam wilayah kecamatan Kencong yang sekaligus menjadi daerah kekuasaannya PCNU Kencong. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi segenap elemen PCNU Kencong untuk                                                           17 Wawancara dengan Nur Hasan, 7 Oktober 2016; Hermanto dan Siaful, 30 )Oktober 2016. 18 Kyai Sadid Jauhari, 27 September 2016; Pujiona Abd Hamid, 20 September 2016, dan Gus Syef, 5 Desember 2016. 
114  ikut berpartisipasi dalam melindungi denan membela nasib warganya. Tidak mungkin NU Kencong hanya berpangku tangan dan membiarkan warganya berjuang sendirian dalam melawan tambang. Terlebih, sejumlah pengurus NU tingkat ranting di desa itu bersama-sama elemen warga masyarakat, mendatangi para kyai dan pengurus cabang NU, untuk meminta masukan dan bantuannya dalam memperjuangkan nasib mereka.   Di saat bersamaan, agen-agen pemerintah dan pemodal hilir mudik mendatangi para kyai, pengurus, dan elit-elit NU dengan membawa sejumlah penawaran menggiurkan. Dalam sejumlah kesempatan, mereka diajak agen pemerintah dan pemodal untuk mendiskusikan rencana eksplorasi tambang di Paseban. Mereka diyakinkan bahwa eksplorasi tambang di Paseban tidak akan sampai merusak ekologi pesisir dan merugikan kepentingan umum. Sebab, rencana penambangan sudah melalui serangkaian kajian terutama AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dengan melibakan pakar di bidangnya. Dengan dibukanya penambangan, otomatis warga berkesempatan untuk mengakses pekerjaan dan kesejahteraannya dipastikan meningkat. Tidak sebatas itu, pihak pengelola tambang juga menjanjikan perbaikan jalan di desa Paseban, bantuan perbaikan tempat ibadah (masjid, mushalla), CSR bagi desa dan pesantren19. Sekalipun agen pemerintah bersama-sama pemilik modal terus menebarkan bujuk rayunya kepada sejumlah pengurus PCNU, para aktivis dan elit pesantren, namun mereka masih mengedepankan hati naruni mereka dengan tetap memilih untuk menolak semua intervensi kultural dari pihak-pihak berkepentingan. Menurut pengurus PCNU dan elemen-elemen nahdliyin lainnya, sangat kompak dan solid dalam mem-back up gerakan warga dalam menolak kebijakan pemerintah daerah. Bahkan, pengurus dan kyai pesantren turut memerintahkan para aktivis santrinya untuk ikut mengonsolidasikan kekuatannya dalam mem-back up gerakan sosial kontra tambang. Di antara sejumlah santri ada yang aktif terlibat dalam demontrasi massa baik di desa Paseban maupun di Pemkab dan DPRD Jember20.                                                           19 Interview dengan sejumlah aktivis dan pengurus NU Kencong, 5 Nopember 2016. 20 Interview dengan sejumlah aktivs dan pengurus NU Kencong, 5 Nopember 2016. 
115  Pertimbangan serupa juga dikemukakan para aktivis santri dari berbagai Ornop, Ormas, dan LSM. Hampir semua aktivis santri dari berbagai latar organisasi social-keagamaan (NU, GNKLNU, PMII), memberikan argumentasi bahwa tekad mereka untuk ikut terlibat dalam melakukan perlawanan terhadap tambang, didasarkan pada pembelaan kepentingan masyarakat kecil. Pembelaan mereka bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan primordial bahwa korban terbesar dari pertambangan adalah warga masyarakat Paseban yang mayoritas nahdliyin. Setiap bentuk penambangan yang eksploitatif dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat, pasti akan mereka tolak. Perlawanan mereka tidak akan berhenti hanya semata-mata ada sharing atau bagi hasil atau keuntungan dari pendapatan usaha produksi tambang yang lebih berimbang dengan kalangan pemilik modal dan penguasa21.   3. Menjaga Ekologi Pesisir Hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya menjadi wacana yang banyak diperbincangkan dan bahkan menjadi salah satu isu sentral dalam gerakan-gerakan social kontemporer. Maraknya gerakan sosial yang mengambil focus pada lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari berbagai praktek eksploitatif pengelolaan lingkungan alam oleh manusia. Terdapat dua aliran utama yang turut mewarnai wacana pemikiran para actor gerakan lingkungan, pertama, konsep yang meletakkan manusia berada pada matra tertinggi di antara makhluk-makhluk hidup dan benda di alam semesta (antroposentrisme), kedua, konsep yang meletakkan bahwa manusia dan makhluk hidup serta benda di alam semesta ini memiliki kedudukan sejajar (ekosentrisme)22. Wacana pemikiran ekosentrisme menekankan bahwa sudah selayaknya manusia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari makhluk hidup dan benda alam lainnya dan karenanya merasa berhak untuk mengatur, menata dan mengeskplorasi                                                           21 Interview dengan sejumlah aktivis PMII, 4-10 Nopember 2016. 22 Persaingan dua kubu pemikiran ini terus berlangsung sampai sekarang ini dan bahkan semakin menghebat. Kelompok antroposentrisme yang didukung oleh kekuatan modal, institusi pendidikan, kebudayaan, ajaran agama terus menjadi arus utama dalam proses penyusunan rencanan pembangunan, pengambilan keputusan politik ekonomi di seluruh tingkatan dengan berbagai istilah dan penghalusan Bahasa. Namun substansinya tetap sama yakni mengabdi pada paradigm antroposentrisme. Abdul Wahab Situmorang, Gerakan Sosial…………………., hal., 66-67. 
116  sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya, manusia –yang hakekatnya memiliki posisi sejajar—memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan untuk keberlanjutan kehidupannya sendiri dan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi hak makhluk hidup lainnya untuk dihargai keberadaannya. Bagaimanapun antara manusia dan makhluk hidup lainnya saling membutuhkan dalam suatu sistem besar alam semesta. Eksistensi kehidupan bukan monopoli manusia semata, tetapi juga hak makhluk hidup lainnya23.  Dalam perkembangannya, gerakan sosial menentang kerusakan lingkungan hidup terus menguat dan berkembang. Ada gerakan deep ecology (ekophilosofi, philosofi alam baru, ekologi radikal atau revolusi ekologi) dan eco sosialisme. Secara umum kedua gerakan ini menghendaki perubahan revolusioner menyangkut relasi antara manusia dengan alam dengan meninjau kembali konsep-konsep metafisika, kosmologi dan etika lingkungan hidup terhadap alam. Deep ecology, misalnya, berupaya untuk mempertanyakan premis-premis mendasar paradigm dominan penyebab hancurnya alam daripada mempertanyakan gejala-gejala krisi lingkungan hidup, dampak dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan eco sosialisme yang berhaluan neo-Marxisme, menggugat krisis ekologi sebagai dampak dari ekonomi kapitalisme24.  Di Indonesia sendiri, gerakan sosial berbasis lingkungan (ekologi) berkembang pesat. Berbagai NGO ataupun LSM yang memiliki ruang lingkup gerakan lingkungan, terbilang cukup banyak. Satu LSM yang memang concern dan sudah memiliki reputasi nasional dalam gerakan lingkungan adalah wahana lingkungan hidup (Walhi). Tidak ketinggalan, organisasi-organisasi massa berbasis agama juga mengembangkan organ yang khusus menangani isu-isu lingkungan. Dalam lingkungan organisasi Islam tradisionalis (NU), terdapat lembaga atau organisasi non-struktural yang bergerak dalam menangani persoalan lingkungan, yaitu Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nahdlatul Ulama (GNKLNU).                                                           23 Abdul Wahab Situmorang, Gerakan Sosial…………………., hal., 66. 24 Abdul Wahab Situmorang, Gerakan Sosial…………………., hal., 67-78. 
117  Di Jember sendiri, GNKLNU diisi oleh sejumlah aktivis santri yang sangat progresif. Memang tidak banyak aktivis santri yang bergabung ke dalam organisasi yang langsung bertanggung jawab ke PBNU. Meski demikian, sejumlah kecil aktivisnya tergolong militan dan bahkan radikal dalam menyuarakan isu-isu kehutanan dan lingkungan. Dalam kasus tambang Silo dan terakhir Paseban, aktivis GNKLNU tercatat sebagai actor gerakan yang paling vocal dan keras dalam menentang rencana eksplorasi tambang di wilayah kabupaten Jember. Bagi mereka, tambang akan menghancurkan ekologi hutan dan pesisir yang menjadi penyangga keseimbangan kawasan. Kehancuran hutan dan lingkungan pesisir juga akan berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat Jember pada umumnya25.  Sekalipun gerakan sosial kontra tambang tidak mengusung satu identitas seperti gerakan ekologi (deep ecology maupun eco sosialisme), namun isu lingkungan cukup mewarnai pula dalam aksi-aksi kolektif kaum santri tersebut. Komitmen kaum santri untuk terlibat dalam gerakan perlawanan di Paseban, berkaitan erat dengan pertimbangan dan kepentingan untuk menjaga eksistensi ekologi pesisir. Bagaimanapun, kawasan pesisir pantai selatan Jember itu, telah menjadi denyut nadi kehidupan warga masyarakat Paseban. Sekalipun tidak semua warga Paseban hidup di sekitar dan menggantungkan hidupnya dari kawasan pesisir, sebagian besar dari mereka, termasuk warga yang ajuh dari pesisir, tetap saja memiliki kesadaran ekologi pesisir tinggi. Dalam alam kesdaran mereka, pesisir merupakan bagian dari kawasan sosio-kultural dan geografis Paseban. Tidak sedikit dari warga Paseban yang berprofesi sebagai petani sawah, ikut terlibat dalam melakukan ritual petik laut yang diselenggarakan oleh para nelayan dan warga di sekitar pesisir. Demikian halnya dalam perawatan dan peruwatan kawasan pesisir melalui penghijauan, warga Paseban ikut serta terlibat di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa warga masyarakat desa Paseban, tanpa terkecuali masih memiliki perhatian dan kesadaran ekologis terhadap kawasan pesisir pantai Paseban. Gambaran lebih jauh tentang kesadaran ekologis warga masyarakat Paseban dapat dibaca pada sub-bab ekologi pesisir Paseban.                                                              25 Wawancara dengan aktivis GNKLNU Jember, 7 Nopember 2016. 
118  Jika industri tambang yang merupakan bagian dari ekonomi kapitalisme berhasil diwujudkan oleh kalangan pemilik modal, krisis ekologi di kawasan pesisir selatan Jember, tidak akan bisa dihindari lagi. Menurut pemikiran aktivis santri, sistem dari ekonomi kapitalisme yang tidak bisa dihilangkan adalah sifatnya yang eksploitatif. Kerja korporasi tidak sebatas melakukan eksplorasi semata, melainkan eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang terkandung di pesisir dan sekaligus tenaga buruhnya. Muara dari mesin industri itu tidak lain adalah untuk mendapatkan surplus ataupun keuntungan sebesar-besarnya. Mengikuti pendapat Marx, kapitalisme sebagai sebuah konsep dan aksi tidak hanya mengalienasi buruh dari lingkungan sosialnya, tetapi juga mengalienasi alam semesta dari manusia26. B. Perjuangan terhadap Akses Sumberdaya Ekonomi-Politik Lokal Sejumlah argumentasi yang dijadikan sebagai basis rasionalitas oleh kaum santri dalam menjelaskan aktivitasnya menolak tambang di Paseban, bukanlah suatu variable sosial yang sama sekali independen dari berbagai kondisi struktural yang melingkupinya. Memahami semua gagasan di atas sebagai satu-satunya aspek determinan yang mendorong kegairahan kaum santri untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial membela kepentingan wong cilik, sama halnya dengan memposisikan mereka sebagai malaikat ataupun dewa penolong yang melakukan segala aktivitas sosialnya tanpa pamrih. Sebagai manusia biasa, kaum santri yang berperan menjadi aktor gerakan sosial, tidak pernah bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi yang bersifat kebendaan yang melingkupi kehidupannya. Mengikuti pendapat Ernest Mandel, sebagaimana disitir di atas, kekhawatiran terhadap mersosotnya kontrol mereka terhadap pengendalian dan pengelolaan lahan, merosotnya status dan prestise, ancaman industry korporasi kapitalis, dan sejenisnya merupakan aspek-aspek material yang turut mempengaruhi kaum kaum santri dalam melakukan aksi-aksi protes.  Untuk dapat memahami bagaimana ide-ide yang diproduksi oleh kaum santri itu bertalian dengan dimensi-dimensi yang bercorak kebendaan dan sekaligus politik, maka perlu dipahami reposisi kaum santri yang menjadi aktor pergerakan                                                           26 Abdul Wahab Situmorang, Gerakan Sosial…………………., hal., 66. 
119  dalam konstelasi kekuasaan. Dalam hal ini, aksi-aksi protes yang digelar kaum santri dalam kasus tambang di Paseban, tidak bisa dinafikan dari persaingan dan pertarungan mereka dalam konstelasi kekuasaan daerah. Aroma pertarungan di antara sesama kekuatan sosial dan antara kekuatan sosial versus kekuatan ekonomi-politik, dalam memperebutkan akses dan kontrol sumberdaya alam di pesisir selatan Jember, cukup kuat. 1. Mayoritas Non-Hegemonik Kaum santri berlatar Islam tradisionalis memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi posisi dirinya sebagai kelompok mayoritas dalam jumlah, namun minoritas dalam hal kekuasaan ekonomi-politiknya. Mayoritas tinggal di pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil dan buruh tani, Muslim tradisionalis belum beranjak dari strata sosialnya yang berada di lapisan bawah. Garis politik pembangunan yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil, juga turut berkontribusi terhadap stagnasi kedudukan sosial-ekonomi Muslim tradisionalis. Dalam berbagai literature dijelaskan bahwa keberadaan umat Islam, tidak terkecuali santri tradisionalisnya, selalu termarginalkan bukan saja dari struktur kekuasaan, melainkan juga dari hasil-hasil pembangunan. Ketika terjadi perubahan politik pasca reformasi, mobilitas kaum santri terutama dalam akses kekuasaan dan perekonomian, mengalami peningkatan. Tidak sedikit dari kaum santri yang berhasil menduduki posisi-posisi strategis di lembaga birokrasi pemerintahan, lembaga politik dan mendapatkan peluang terhadap sumberdaya ekonomi berbasis proyek pemerintahan. Di sejumlah daerah berbasis santri, wajah birokrasi diwarnai oleh pejabat dan birokrat yang berlatar santri. Bahkan tidak sedikit dari elit-elit santri yang berhasil mendapatkan posisi politik tertinggi sebagai kepala daerah melalui Pilkada langsung.  Di Jember, mobilitas kaum santri dalam struktur kekuasaan juga mengalami peningkatan. Berbeda dari periode Orde Baru, kader santri sangat langka di birokrasi pemerintahan. Saat bersamaan, identitias dan simbol-simbol santri juga tidak cukup tampak, tenggelam dalam kebijakan rezim kekuasaan yang represif terhadap Islam. Sekarang kondisinya jauh berbeda, kader-kader santri terdidik dan simbol-simbol kesantrian mulai mewarnai wajah birokrasi pemerintahan daerah. Pemerintah 
120  kabupaten sejak era bupati Syamsul Hadi Siswoyo (bupati pertama pasca reformasi) sampai sekarang, memberikan ruang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan untuk dipentaskan di birokrasi pemerintah seperti Jember bershalawat, istighatsah dan dzikir bersama, dan sejenisnya. Terlepas dari komodifikasi politik oleh rezim berkuasa, namun aktivisme bernafaskan Islam kian semarak dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.   Dalam dunia perpolitikan, dalam beberapa periode pasca Orde Baru (1999 samapi 2004), kaum santri berhasil tampil sebagai kekuatan hegemonik. Dalam beberapa pemilihan umum legislatif, partai berbasis santri tradisionalis, dalam hal ini PKB, tampil sebagai pemenang. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PKB memperoleh 498.989 suara (DPRD II), 500.602 (DPRD I), dan 406.410 suara (DPR RI). Dengan perolehan suara sebesar itu, PKB menempatkan wakilnya sebanyak 17 orang (DPRD II), 3 orang (DPRD I), dan 3 orang (DPR RI). Secara nasional, PKB mendapatkan 13.336.963 atau 12,6 persen dari total suara pemilih sebesar 105.845.937, dan berhasil masuk ke dalam 4 parpol besar27. Hasil pemilu berikutnya (2004), PKB berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemenang pemilu sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut ini. Tabel 6 Hasil Pemilu Legislatif DPRD TK II Tahun  2004 No. Parpol  Prosentase 1. PKB  37,78 2. PDI-P  17,78 3. Partai Golkar  13,33 4. PPP  13,33 5. Partai Demokrat  8,89 6. PAN  6,67 7. PKPB  2,22 Sumber Data: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012   Kendatipun kaum santri (terutama kelas menengah terdidiknya) berhasil menempati posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga pemerintahan, namun mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai kelompok non-hegemonik. Menurut                                                           27 Aryudi A. Razaq, 14 Tahun Berkhidmat..................., hal., 21. 
121  mereka, mayoritas nahdliyin masih belum mengalami perubahan signifikan dalam status dan kedudukan sosial-ekonomi dan politiknya. Sebagian besar dari mereka tetap berkutat dengan profesi petani gurem dan buruh tani. Bahkan ketika tanah tidak lagi dapat menjadi tempat gantungan hidupnya, tidak sedikit dari mereka yang migrasi keluar daerah dan luar negeri untuk bekerja di sector-sektor informal non-strategis, sebagai buruh migran28. Posisi non-hegemonik kaum santri dikaitkan pula dengan kekuasaan daerah. Mulai dari era kolonialisme sampai pasca reformasi sekarang ini, kaum santri yang nota bene menyandang status sebagai mayoritas di daerahnya, justru gagal sebagai pengendali utama kekuasaan daerah. Dalam beberapa kali Pilkada pasca reformasi yang menempatkan kaum santri sebagai pemenang pemilu legislative, pada kenyataannya selalu gagal meloloskan kandidatnya yang berasal dari kaum santri sendiri. Sebagai contoh, ketika dilangsungkan Pilkada legislative pada periode 2000, NU-PKB yang sudah di atas angina di mana jumlah kursinya mencapai 17 kursi dan hanya membutuhkan 4 kursi tambahan saja, kaum santri gagal memenangkan calonnya yang berasal dari internal santri sendiri, yakni K.H. Yusuf Muhammad –seorang kyai terkemuka dan politisi senior di DPR tingkat I. Tabel 7 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Periode 2000-2005 No. Nama Partai Pengusung Perolehan Suara 1. Drs. Yusuf Muhammad, LML - Drs. H. Kadarisman PKB dan PAN 19 2. Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, M.Si – Drs. H. Bagong Sutrisnadi, M.Si PDIP, PPP, Partai Suni, dan Fraksi TNI/Polri 22 3. H. Moh. Zaenuri, SH – H. Warsono Mulyadi Golkar 4 Dokumen DPRD Jember Implikasi dari kekalahan dalam percaturan politik daerah, membuat kaum santri tidak memiliki akses dan kontrol kekuasaan dominan. Tidak banyak kader-                                                          28 Wawancara dengan Hermanto, Saiful dan Adzkiya, 30 Oktober 2016. 
122  kader santri yang dapat diperjuangkan untuk memasuki dunia kerja di dunia birokrasi professional yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah. Saat bersamaan, kaum santri tidak bisa leluasa pula untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBD pemerintah kabupaten, untuk peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitasnya, peningkatan kelembagaan pesantren, masjid, madrasah dan organisasi-organisasi berbasis Islam tradisionalis. Tidak banyak yang bisa dilakukan kaum santri kecuali mendapatkan akses bantuan sejumlah program dan dana sosial yang jumlahnya tidak signifikan. Sejumlah charity dari pemerintah yang bisa diakses kaum santri antara lain berupa bantuan organisasi keagamaan seperti PCNU sebesar Rp. 50.000.000,- pertahun, bantuan masjid sebesar Rp. 10.000.000,-, banutan guru ngaji Rp. 400.000,- setiap tahunnya, dan sejenisnya29.  Bantuan-bantuan semacam itu tentu dipandang tidak cukup proporsional mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember dinilai cukup besar (sebagaimana ilustrasi dalam table di bawah). Sebagai representasi dari warga nahdliyin, elit-elit santri yang terlibat dalam aksi protes berharap tambang bisa dikelola oleh pemerintah dengan bagi hasil yang lebih berimbang dan transparan dengan pemodal, sehingga hasilnya benar-benar bisa dinikmati masyarakat banyak. Tabel 8 Produk Domestik Regiona Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar  Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) No. Nama Pendapatan (Jutaan Rupiah) 1. Pertanian/ Agriculture 10. 142.040,88 2. Perdagangan 941.885,58 3. Industri Pengolahan 1.833.751,26 4. Listrik dan Air Bersih 226.113,71 5. Bangunan 837.229,07 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5.269.471,63 7. Transportasi dan Komunikasi 1.139.252,00                                                           29 Wawancara dengan Pujiono, 20 September 2016 dan Nafiur Rafik, 20 Nopember 2016. 
123  8 Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan 1.599.416,93 9. Jasa-jasa 2.529.388,99  Total 24.518.550,06  Sumber Data: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012   Keseluruhan sektor bidang kehidupan di atas (mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, dan lain-lain) telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember sebesar Rp. 1.882.586.732.606,79. Secara lengkap potret pendapatan daerah kabupaten Jember pada periode 2011 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.  Tabel 9 Terget dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  (Jutaan Rupiah) No. Uraian Pendapatan Rencana Realisasi (%) 1. Pendapatan Asli Daerah 172.299.295.701,32 182.797.340.158,79 106,09 2. Dana Perimbangan 1.237.545.929.831,00 1.250.834.951.524,00 101,07 3. Lain-lain Pendapatan Sah 444.200.784.240,00 448.954.440.924,00 101,07  Jumlah 1.854.046.009.772,32 1.882.586.732.606,79 101,54  Sumber Data: Kabupaten Jember Dalam Angka 2012   Dalam posisi demikian itulah, kaum santri memilih mengambil sikap berseberangan dengan kekuasaan. Dalam banyak hal, kaum santri cenderung mengambil sikap kritis dan antagonistic dengan kekuasaan. Meski apa yang ditampilkan kaum santri tidak serta merta dapat dipahami sebagai bagian dari kekuatan oposisional dalam kaitannya dengan control balance kekuasaan. Kecuali dalam kasus tambang, sikap dan tindakan oposisional cukup kuat diperagakan oleh kaum santri melalui aktivitas kolektifnya. Dalam hal ini, tentunya oposisi dan aksi protes yang dilakukan kaum santri (bukan semata-mata didorong oleh hal-hal yang 
124  bersifat moral keagamaan), berkelindan dengan posisi mereka yang alienatif dari pusat kekuasaan. 2. Dimensi Ekonomi-Politik Tuntutan kaum santri yang terlibat aksi protes agar sumberdaya alam tambang di Paseban dikelola secara demokratis, dengan mempertimbangkan aspirasi public secara luas dan menghitung dampak ekologisnya, sesungguhnya beririsan pula dengan tujuan-tujuan yang bersifat politik dan materialistik. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, tidak seluruh elemen santri yang terlibat dalam aksi protes, menolak total semua bentuk tambang. Sebagian dari mereka menyatakan tidak masalah dengan industri tambang di Paseban, asalkan dilakukan dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat. Jika prosesnya sudah dilakukan melalui mekanisme yang benar, berwawasan ekologis, dan hasil produksinya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga masyarakat Jember, mereka pun well come dengan tambang. Persoalannya, industri tambang selama ini hanya menjadi kapling sejumlah kecil elit ekonomi-politik (rezim negara dan pasar) dengan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat. Pernyataan-pernyataan semacam ini mengindikasikan dengan jelas perihal pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan dari para aktor gerakan sosial yang berdimensi tidak saja ideologis, namun sekaligus juga politis.     Satu fakta yang sulit dinafiikan ialah bahwa aksi-aksi protes menolak tambang itu didasarkan pula pada kalkulasi rasional atas dasar (bukan semata-mata untung rugi) peluang untuk mendapatkan akses dan keuntungan dari produksi tambang. Seorang elit santri pernah berseoroh bahwa andaikata hasil pengelolaan tambang yang diperkirakan milyaran bahkan triyunan rupiah, 0,5 persen saja diperuntukkan untuk warga nahdliyin ataupun umat Islam di Jember, pasti dampak perkembang dan kemajuannya akan luar biasa. Biar kecipratan (mendapat bagian dari hasil produksi), mau tidak mau kaum santri harus terlibat dalam gerakan. Kalau hanya berharap budi baik dan mengandalkan bantuan dari pemerintah kabupaten, hasilnya tidak seberapa. Maksimal, bantuan dirupakan dalam bentuk dana sosial 
125  untuk organisasi keagamaan, pesantren, masjid, guru ngaji dan sejensinya, yang jumlahnya tidak cukup signifikan30. Statemen elit santri di atas kian menegaskan jika gerakan sosial yang mereka lakukan tidak hanya berdimensi moral, melainkan juga politik dan bahkan material. Hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat doktrin politik dalam NU yang, sedikit banyak, turut menjadi pertimbangan kaum santri, memang bertalian erat dengan dimensi kepentingan ekonomi. Dalam sejumlah literatur tentang NU dapat diperoleh gambaran jelas mengenai tujuan politik NU, di antaranya ialah, pertama, menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat NU, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan seperti pesantren, madrasah dan masjid dan juga membangun dan merawat prasarana sosial seperti kantor organisasi, klinik kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Kedua, berusaha mendapatkan peluang-peluang bisnis bagi pemerintah bagi NU dan pendukungnya. Peluang semacam ini akan memberikan keuntungan langsung kepada mereka yang mampu mendapat kedudukan dan dianggap dapat membantu Islam dan umat Islam pada umumnya. Ketiga, mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi pemerintahan. Masuknya Muslim tradisionalis dalam birokrasi dipandang akan meningkatkan kedudukan NU di masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat suara umat di kalangan pemerintah31.  Dalam pandangan kaum santri, konsep kesejahteraan masyarakat dapat dipahami dari konsep Izzul Islam wal Muslimin (keagungan Islam dan umatnya). Semua tindakan yang diangap dapat meningkatkan keimanan umat atau masyarakat, dipandang kaum santri sebagai cerminan dari Izzul Islam tersebut. Achmad Shiddiq berpandangan bahwa Izzul Islam dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk melalui umat Islam yang telah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan masyarakat. Keberhasilan dalam bidang-bidang ini sangat penting bagi umat untuk bisa mandiri, mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, serta memiliki harga diri. Umat Islam yang terpaksa menggantungkan                                                           30 Hasil bincang-bincang santai dengan Pujiono, 20 September 2016; kyai Sadid Jauhari, 27 September 2016; Gus Syef, 5 Desember 2016. 31 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 86-87. 
126  hidupnya dari bantuan atau belas kasihan kelompok lain, dinilai bertentangan dengan spirit Izzul Islam32. Konsep ini memang kerap digunakan untuk menegaskan perpolitikan kaum santri yang muaranya tidak lain adalah tujuan moral-keagamaan (politik untuk agama). Meski demikian, sulit pula memungkiri kenyataan jika konsep itu juga dimanfaatkan oleh sebagian kaum santri untuk melegitimasi aksi-aksi sosial-politiknya (agama untuk politik). Sebagian elit santri mengaitkan aksi protes yang mereka lakukan dengan konsep Mabadi Khaira Ummah (prinsip-prinsip kebaikan bagi ummat) yang sangat popular di NU. Kaidah yang pertama kali dirumuskan oleh Macfudz Shiddiq (1930-an) ini, focus pada masalah sosial ekonomi dan bertujuan untuk membangun kemampuan dan keberdayaan swadaya umat melalui usaha-usaha bersama. Landasannya ialah bahwa keyakinan bahwa Islam tidak akan dapat mewujudkan aspirasi sosial dan keagamaannya tanpa landasan ekonomi yang kuat33. Dalam konteks gerakan perlawanan, kaum santri menilai bahwa eksplorasi tambang bertentangan dengan konsep Mabadi tersebut, karena sifatnya yang kapitalistik-eksploitatif yang potensial mengancam keberdayaan ekonomi warga masyarakat Paseban yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam pesisir.  3. Dampak Pertarungan Politik Lokal Polarisasi di internal kaum santri sebagai dampak dari Pilkada, berpengaruh pula terhadap reposisi kaum santri dalam interaksinya dengan kekuasaan. Akibat pilihan politik yang berbeda, kaum santri terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok kepentingan. Setidaknya, aktivisme para politisi santri dalam mengajak organ-organ masyarakat sipil Islam, telah membelah kaum santri ke dalam dua kekuatan besar, satu kekuatan sosial-politik mendukung kepentingan politik NU-PKB, satu lagi mendukung NU-PKB/PKNU di luar kelompok satunya.  Polarisasi yang sangat kuat terjadi terutama pada Pilkada 2005/2009 dan 2010/2014. Pada Pilkada 2005, kaum santri terpecah menjadi dua kelompok utama yakni pengurus structural PCNU Jember mendukung PKB faksi Miftahul Ulum mencalonkan Syamsul Hadi Siswoyo dan elemen NU kultural mendukung PKB                                                           32 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 88. 33 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama………………., hal., 88. 
127  faksi Madini Farouk mencalonkan MZA Djalal. Pada Pilkada 2010, jajaran pengurus PCNU Jember mendukung PKB mengajukan calon Guntur berpasangan dengan K.H. Abdullah Syamsul Arifin, sedangkan elemen NU kultural mendukung PKNU mengusung calon incumbent, MZA Djalal. Dalam kedua Pilkada ini, posisi PCNU Kencong lebih condong kepada MZA Djalal34.    Sebenarnya, polarisasi politik di kalangan kaum santri terutama di tingkat masyarakat sipilnya, jauh lebih kompleks. Di kalangan struktural PCNU Jember, sebagian besar jajaran pengurus Syuriyah-nya condong ke pencalonan MZA Djalal, sedangkan pengurus Tanfidziyah-nya lebih memilih Syamsul Hadi ataupun Guntur/ K.H. Abdullah Syamsul Arifin. Organ-organ structural, lembaga-lembaga dan badan-badan otonom NU serta elemen-elemen kultural nahdliyin, juga terpolarisasi mengikuti garis kepentingan kelompok masing-masing, bukan garis kebijakan PCNU structural35. Dalam kedua periode Pilkada langsung itu, konstelasi kekuasaan daerah dimenangkan oleh MZA Djalal dengan barisan pendukungnya. Tentu saja, elit-elit  santri yang berada di kubu MZA Djalal mendapatkan peluang lebih besar dalam mengakses sumberdaya ekonomi dan kekuasaan negara. Sebaiknya, kaum santri yang berada di kelompok Syamsul Hadi Siswoyo dan Guntur/K.H. Abdullah Syamsul Arifin, harus menerima nasib politik terpinggirkan dari ranah kekuasaan. Sebagaimana karakter kekuasaan pada umumnya, rezim berkuasa berkecendrungan untuk mengadopsi, pertama-tama, orang-orang yang tentu saja berkeringat dalam percaturan politik. Soal profesionalitas dan kompetensi baru menempati urutan kesekian dalam rekruitmen tenaga ahli dalam struktur kekuasaan36. Dalam perjalanannya, barisan santri di kelompok pertama lebih banyak bersikap konservatif dan pro-status quo, sedangkan santri di barisan kedua memiliki sikap sebaliknya, cenderung kritis dan reaktif dalam menyikapi kekuasaan. Posisi dan pola relasi semacam ini pula yang turut berdampak terhadap aksi-aksi kolektif kontra tambang di Paseban. Meski tidak semuanya, sebagian besar elit santri yang                                                           34 Wawancara dengan Nur Hasan, 21 Nopember 2016. 35 Wawancara dengan nafiur Rafik, 20 Nopember 2016. 36 Wawancara dengan Ahmad Taufik, 30 Oktober 2016. 
128  berposisi oposisional terhadap kebijakan pemerintah soal tambang ataupun terlibat secara praktis dalam gerakan sosial kontra tambang, berasal dari kalangan santri yang selama ini terpinggirkan dari kekuasaan sebagai dampak dari Pilkada.  C. Keberhasilan Aksi Protes Keterlibatan kaum santri bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya dalam gerakan sosial menolak tambang di Paseban, turut berkontribusi penting dalam memperkuat aksi kolektif tersebut. Berpadunya berbagai unsur masyarakat sipil dan ditambah elemen masyarakat politik, telah menjadikan gerakan sosial memiliki energi dan kekuatan (baca: hegemonic) untuk menekan negara agar menarik kembali izin eksplorasi tambang yang telah diberikan kepada pihak korporasi. Hasilnya, gerakan sosial mampu mewujudkan agenda perjuangannya yakni mengagalkan tambang di Paseban.  Selain itu, aksi kolektif kontra tambang di Paseban, melibatkan aktor gerakan lintas kelas, tidak sebatas berasal dari kalangan aktivis terdidik (kelas menengah), melainkan juga dari warga masyarakat yang berada di lapisan kelas bawah. Kolaborasi di antara dua kekuatan inilah yang telah menjadi semacam kartu As bagi keberhasilan gerakan sosial kontra tambang di Paseban37. Para aktivis pergerakan yang berasal dari kelas menengah memang memiliki keunggulan komparasi (dibandingkan kelas bawah) dalam hal pengetahuan dan skill organisasional, namun demikian tidak semua ide, gagasan dan praksik pergerakan di lapangan semua berasal dari mereka. Saat bersamaan, warga masyarakat desa Paseban, juga bukan sebagai pelaksana pasif dari ide ataupun gagasan yang diproduksi oleh kalangan aktivis. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara keduanya mampu membangun sinergi yang didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menolak kebijakan tambang oleh negara.  Tentunya, fakta keterlibatan kolaboratif antara kelas menengah dan kelas bawah dalam gerakan dan perubahan sosial itu, turut mengoreksi pandangan yang terlalu bersifat middle classes-centered ataupun lower classes-centered. Satu sisi, terdapat pandangan (sebagaimana dikemukakan oleh Moore) yang melihat kelas                                                           37 Wawancara dengan Harun, Lasidi, Irfanudin, 26 Oktober 2016. 
129  menengah sebagai aktor progresif dalam perubahan dan demokratisasi. Di sisi lain, terdapat pula pandangan (sebagaimana dikemukakan oleh Rueschemeyer, Stephens dan Stephens) yang cenderung melihat kelas pekerja sebagai aktor progresif dalam mendorong perubahan dan demokrasi38. Sekali lagi, kasus di Paseban menunjukkan dengan jelas bahwa keberhasilan gerakan sosial kontra tambang, melibatkan peran kolaboratif antara kelas menengah dengan kelas bawah. Secara objektif, para actor yang terlibat dalam gerakan protes berkepentingan untuk menolak tambang dengan beragam pertimbangan dan kepentingannya yang variatif, sebagaimana sudah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya. Para agen gerakan yang sama-sama menolak tambang jelas tidak berada pada posisi pro-status quo, melainkan pro-perubahan. Sebaliknya, kelompok yang mendukung kebijakan negara dalam memberikan izin kepada pihak korporasi untuk melakukan eksplorasi tambang, berada di posisi pro-status quo. Ketika keduanya terlibat dalam pertarungan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya masing-masing, dan pada akhirnya tuntutan dimenangkan oleh kelompok oposisi, apakah ini berarti kemenangan kekuatan sosial dengan jenis kepentingannya yang bersifat ideologis (reformis)? Dalam derajad tertentu, keberhasilan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh kaum santri bersama agen-agen civil society lainnya, dari beragam kelompok dan kelas, jelas menunjukkan kemenangan actor dengan corak kepentingan ideologis (daripada politik) yang reformis. Meski demikian, menimbang actor pergerakan dari kalangan civil society itu beragam, maka kepentingan ideologis mereka yang dikategorikan reformis itu tidaklah sama persis. Dilihat dari argumentasi para actor gerakan, tujuan mereka menolak tambang sangatlah beragam. Sebagaimana diulas sebelumnya, alasan dan kepentingan actor gerakan ada yang dikaitkan dengan gerakan ekologis, penolakan kebijakan negara yang kapitalis, pengabaian aspirasi warga masyarakat, dan lain-lain.  Sebagai implikasi dari argumentasi masing-masing actor itu, ada actor gerakan yang mau bernegosiasi kembali dengan pemerintah kabupaten, dengan                                                           38 Erick Hiariej, Masa Depan Demokrasi di Indonesia, dalam Erick Hiariej, Ucu Martanto, Ahmad Musyaddad (ed.) Politik Transisi Pasca Soeharto……………………, hal., 50-54. 
130  catatan semua prosedur dan proses penambangan melibatkan berbagai pertimbangan sebagaimana mereka kemukakan. Tetapi terdapat pula kalangan aktivis yang bersikap radikal menolak semua bentuk penambangan karena ending-nya tetap saja merugikan kepentingan warga masyarakat kecil. Dalam hal ini, kepentingan reformis kelompok pertama lebih menghendaki perubahan tata kelola tambang yang jauh lebih demokratis. Sedangkan kelompok kedua, banyak dipengaruhi oleh pemikiran sosialis yang menghendaki perubahan secara radikal tanpa banyak kompromi dengan kalangan kapitalis (pemlik modal). Selama sistem kapitalisme yang dominan dalam tata kelola sumberdaya alam, mustahil akan tercipta keadilan redistibutif terhadap hasil-hasil produksi. Implikasinya, warga masyarakat kelas bawah akan tetap subordinatif dihadapan kelas pemilik modal.  Saat bersamaan, kegagalan rezim ekonomi-politik untuk melanjutkan rencanan penambangannya, tidak serta merta dipahami sebaga bentuk kekalahan total kalangan status quo tersebut.  Untuk sementara waktu, mereka dapat dikatakan gagal mewujudkan kepentingan ekonominya itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, boleh jadi kekuatan status quo bisa mencari celah kembali untuk merealisasikan kepentingan ekonominya yang tertunda tersebut. Hal ini, ke depan akan sangat tergantung dan ditentukan pertarungan di antara dua kekuatan sosial tersebut. Ketika kalangan reformis tetap mampu mengonsolidasikan kekuatannya, maka mereka akan tetap bisa melindungi sumberdaya alam potensial di Paseban. Sebaliknya, jika kelompok pro-status quo mampu mengonsolidasikan kekuatan dirinya sembari berhasil mereduksi kekuatan reformis, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berhasil mewujudkan kepentingan ekonomi-bisnisnya. 
131  BAB V GERAKAN SOSIAL DAN DEMOKRATISASI DI TINGKAT LOKAL   Salah satu ciri utama dari suatu sistem sosial-politik demokratis adalah adanya pola hubungan kekuasaan (power relation) yang relatif berimbang antara civil society dan negara. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mendukung perkembangan demokrasi. Suatu negara disebut demokratis bila terdapat kekuatan civil society yang berperan aktif dalam membatasi dan memperkuat kekuasaan negara. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, negara harus mendapatkan persetujuan civil society dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Saat bersamaan, civil society yang sehat, kuat dan otonom, juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi negara dalam memberikan ruang konsruktif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil tersebut. Bab ini mengulas dampak dari gerakan sosial yang dilakukan kaum santri bersama-sama elemen civil society lainnya terhadap perkembangan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam hal ini, demokrasi lebih dipahami sebagai kerangka perimbangan kekuatan terutama antara masyarakat sipil (civil society) dan negara. Tren terkini bahkan mengaitkan demokrasi (dalam pengertian perimbangan kekuatan) dengan gerakan sosial baru (new social movement) yang melibatkan kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, aktivis lingkungan, homoseksual, dan lain-lain1. Dalam kasus Paseban, gerakan sosial kontra tambang yang juga melibatkan perjuangan kelompok-kelompok subordinatif yang berasal dari warga masyarakat desa lapisan bawah, kalangan aktivis lingkungan dan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya, terutama kaum santri, tentunya berdampak pula terhadap perkembangan demokrasi di Jember.                                                            1 Erick Hiariej, Pendahuluan, dalam Erick Hiariej, Ucu Martanto, Ahmad Musyaddad (ed.) Politik Transisi Pasca Soeharto……………………, hal., 12-13. 
132  Pertanyaannya ialah apakah gerakan sosial kontra tambang di Paseban yang berhasil menggagalkan kebijakan negara dan sekaligus rencana eksplorasi tambang oleh pihak pemodal itu, menandakan adanya perimbangan pola relasi kekuasaan terutama antara civil society dengan negara?  A. Kapasitas Civil Society Keberhasilan kaum santri bersama-sama elemen civil society lainnya dalam mendesakkan agenda perjuangannya dalam hal pengelolaan tambang di Paseban, seolah menegaskan keberadaan dan peran progresif civil society dalam gerakan transformatifnya. Dalam berbagai literatur, civil society digambarkan sebagai tulang punggung dengan corak ideologi-politiknya yang progresif dalam mendorong perubahan sosial. Umumnya, pandangan yang bertolak dari tradisi liberal menganggap civil society sebagai elemen reformis dalam proses demokratisasi2. Begitu eratanya hubungan antara keduanya, samapi-sampai muncul pandangan bahwa tidak ada demokrasi tanpa civil society, demikian pula sebaliknya.  Tulisan ini sendiri berargumen bahwa keberhasilan elemen-elemen civil society dalam mengonsolidasikan gerakan perubahan sosial dalam menolak tambang di Paseban, menjadi bukti penguat atas posisi dan peran organisasi sipil yang dicitrakan sebagai agen demokratisasi. Bagaimanapun, tanpa desakan kuat yang melibatkan aliansi aktor pergerakan lintas kelas dan identitas, kebijakan negara terkait dengan tambang, akan jalan terus tanpa banyak rintangan. Pemerintah terbukti tidak bisa mengabaikan begitu saja aksi massa yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok civil society, dan kemudian memilih untuk menarik izin eksplorasi tambang. Dalam kasus Paseban ini, setidaknya ada tiga hal penting terkait dengan perkembangan positif civil society dalam proses demokratisasi di tingkat lokal, pertama, kohesivitas di tingkat masyarakat sipil dalam merespon kebijakan negara; kedua, otonomi civil society dalam menghadapi intervensi negara; dan ketiga, kemampuan civil society dalam memperjuangkan agenda perubahan dan demokratisasi.                                                             2 Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan……………………, hal., 32-33. 
133  Pertama, kohesivitas civil society. tidak sedikit para ahli yang menilai bahwa keberadaan dan perkembangan civil society pada era demokrasi pasca Orde Baru tidak jauh baik dibandingkan pada era Orde Baru. Memang, selama periode Orde Baru kekuatan sipil tidak memiliki ruang kebebasan untuk bisa tumbuh dn berkembang secara cukup sehat. Negara Orde Baru yang otoriter melakukan kontrol ketat terhadap perkembangan civil society yang dinilai potensial membahayakan posisi status quo. Meski demikian, kalangan aktivis yang menjadi aktor dan penggerak utama civil society justru mampu memanfaatkan celah untuk membangun civil society yang kritis, reformis, dan transformatif.  Sembari terus fokus melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan publik (ekonomi, pendidikan, hak asasi manusia, gender, lingkungan, dan lainnya), agen-agen civil society reformis aktif pula melancarkan aksi-aksi transformasi sosial yang banyak bertabrakan dengan kebijakan rezim berkuasa. Sekalipun civil society pada era Orde Baru tidak kohesif betul sebagai akibat politisasi yang dilakukan rezim berkuasa3, namun kalangan aktivis yang pada umumnya teralienasi dari struktur kekuasaan, memilih jalan gerakan transformasi sosial dan demokratisasi melalui instrumen civil society. karenanya, tidak heran jika wajah dominan civil society pada era Orde Baru cenderung kritis dan transformatif. Menurut sejumlah aktivis santri, hubungan antara civil society dengan negara Orde Baru sudah sangat jelas (lebih banyak bersifat konfliktual), hampir semua elemen aktivis menjadikan rezim negara otoriter sebagai musuh bersama4.   Sementara itu, perubahan politik pasca Orde Baru yang ditandai oleh kebebasan politik dan berekspresi, dinilai tidak banyak membawa perubahan mendasar pada kematangan civil society. Alih-alih kekuatan civil society berkembang semakin matang,                                                            3 Penyingkiran politik terhadap sebagian besar kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk kelas pekerja, merupakan ciri utama dari dari strategi politik Orde Baru di bawah rezim Suharto. Dalam konteks inilah, ketidakhadiran elemen-elemen civil society, terutama di kalangan kaum pekerja, yang signifikan dan independen penting dipahami. Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan……………………, hal., 38. 4 Wawancara dengan sejumlah aktivis PMII, IKA-PMII, dan PCNU cabang Jember dan Kencong, 4-10 Nopember 2016. 
134  solid dan kohesif serta berkemampuan untuk mengatasi konflik dan perpecahan internalnya, justru terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dengan agenda dan kepentingannya yang tidak saja beragam, melainkan juga bertabrakan5. Di samping terfragmentasi, civil society pasca Orde Baru juga dinilai kurang progresif dalam memainkan peran pentingnya baik sebagai katalisator, fasilitator maupun negosiator antara masyarakat dengan negara dan pasar. Meski tidak sepenuhnya keliru, gambaran civil society pasca Orde Baru, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, juga tidak sepenuhnya tepat. Kasus gerakan sosial kontra tambang di Paseban, justru menampilkan sisi progresivitas agen-agen civil society. Terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dengan orientasi perjuangan dan kepentingan yang beragam, elemen-elemen civil society, terbukti masih memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan mampu mengonsolidasikan kekuatannya dalam menghadapi intervensi kekuatan negara dan pasar. Dalam hal ini, gerakan sosial kontra tambang menjadi ajang pembuktian civil society di Jember dalam mengontrol dan mengimbangi kekuatan dominatif rezim ekonomi-politik (rezim negara dan pemodal).   Kedua, otonomi civil society. Independensi dan kemandirian merupakan karakteristik utama dari civil society. Lahir dari ide, gagasan dan pembiayaan berdasarkan swadaya dari bawah, serta bergerak di luar struktur negara, menjadikan suatu asosiasi atau organisasi civil society organizations (CSO) sebagai kekuatan sosial independen. Kehadiran organisasi ini juga berkepentingan untuk ikut memainkan peran penting dalam proses perubahan dan demokratisasi, dengan berposisi sebagai fasilitator yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan negara. Karena dalam prakteknya, negara kerap tampil sebagai kekuatan dominan dan bahkan intervensif terhadap kehidupan publik, maka organisasi civil society pun kerap menjadi pem-back up kepentingan publik. Bagaimanapun, peran-peran yang dilakukan oleh civil society, tidak mudah dijalankan kecuali memiliki otonomi dan independensi dalam berhadapan                                                            5 Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan……………………, hal., 39-40. 
135  dengan kekuasaan negara. Sebab, ketika civil society memiliki ketergantungan tinggi dengan negara, ia hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari rezim negara belaka. Sejauh ini, pesantren, NU, dan organisasi-organisasi sipil Islam lainnya, yang menjadi basis organisasional gerakan sosial kaum santri, memiliki otonomi dan independensinya dalam berinteraksi dengan kekuasaan. Dalam mengembangkan peran-peran sosialnya, elemen-elemen civil society Islam itu, tidak menggantungkan mutlak pendanaan dan program-program dari negara ataupun pemerintah. Meski demikian, organ-organ civil society Islam tetap terbuka akan kerja sama dan penerimaan berbagai bantuan seperti dana pendidikan, sarana dan prasarana madrasah dan pesantren, dan program hibah dari pemerintah. Selama ini, hubungan antara civil society Islam dengan negara  lebih banyak bersifat interdependency.  Selain itu, relasi antara civil society Islam dengan negara bersifat dinamis dan bahkan fluktuatif. ada saatnya, civil society Islam menjadi mitra negara dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Di saat berlainan, kerap pula di antara keduanya terjadi ketegangan, persaingan dan pertentangan. Dalam kasus kebijakan tambang di Paseban, relasi antara kedua elemen sosial-politik tersebut, lebih menampilkan sisi kontradiksinya. Dalam hal ini, organ-organ dari civil society Islam lebih banyak memilih berdampingan dengan masyarakat dalam memperjuangkan agenda perubahan dan demokratisasi. Bukan sebatas menjadi fasilitator, agen-agen civil society dari kalangan santri bahkan memposisikan diri sebagai bumper bagi aksi protes menolak tambang. Dalam persaingan yang melibatkan dua kekuatan sosial dan politik tersebut, negara bukan tanpa melakukan tindakan intervensif untuk melemahkan dan memacahkan gerakan perubahan. Sebagaimana sudah diulas, intervensi yang dilakukan oleh rezim ekonomi-politik melaibatkan berbagai sumberdaya mulai material sampai kekerasan menggunakan instumen keamanan negara (militer dan kepolisian). Hanya saja, elemen-elemen civil society pada umumnya memiliki keteguhan dalam beroposisi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasilnya, kekuatan civil society relatif tetap kohesif dan berhasil mendesakkan agenda perjuangan trasnformatifnya. Fakta ini 
136  menegaskan jika civil society Islam dalam derajad tertentu masih memiliki otonominya dalam berhadapan dengan kekuasaan negara. Ketiga, kemampuan transformatif civil society. Ketika organ-organ civil society terfragmentasi dan tidak terkonsolidasikan secara lebih kohesif, hampir mustahil memiliki kekuatan untuk mengimbangi kekuatan dominan negara, apalagi mendesakkan agenda perubahan yang diperjuangkannya. Dalam banyak kasus, keberhasilan gerakan sosial dikarenakan daya tekan dan perlawanan yang relatif solid, utuh dan kuat yang berasal dar kelompok oposisi. Keberhasilan gerakan reformasi 1998 yang berujung pada lengsernya Suharto, dikarenakan soliditas dan kohesivitas kekuatan oposisi dalam melakukan tekanan terhadap rezim berkuasa. Hal yang sama terjadi pula pada gerakan sosial kontra tambang di Paseban yang melibatkan kekuatan civil society yang relatif padu dan kohesif dalam perjuangannya.  Otonomi, kohesivitas, dan kepemilikan sumberdaya yang memadahi, dapat diidentifikasi sebagai elemen-elemen yang pada gilirannya menentukan tingkat kemampuan transformatif civil society dalam mendesakkan agenda perubahan. Mengikuti pandangan Bourdieu bahwa posisi-posisi dan kepemilikan sumberdaya (modal) itu akan menentukan pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam menjelaskan pola hubungan antar-kelas sosial, misalnya, Bourdieu berpendapat bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pertarungan itu, memiliki kecenderungan untuk mendayagunakan aneka kepemilikan modalnya, terutama modal sosial, budaya, dan simbolik yang berbeda6. Konsep kekuasaan sebagai “kemampuan transformatif” (pandangan khas yang dipegang teguh oleh orang-orang yang memperlakukan kekuasaan dalam istilah perilaku pelaku) sekaligus dominasi (fokus utama orang-orang yang menyoroti kekuasan sebagai kualitas struktural) bergantung pada pemanfaatan                                                            6 Haryatmoko, “Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu”, dalam Basis Nomor 11-12, Tahun ke-52, November-Desember 2003, hal., 11. 
137  sumberdaya. Dalam hal ini, kekuasaan merupakan sebuah konsep relasional dan hanya berfungsi demikian melalui pendayagunaan kemampuan transformatif7. Melalui kemampuan transformatif yang dimilikinya ituah, agen-agen civil society terbukti mampu untuk mengubah peta pertarungan dan sekaligus memenangkan pertarungan. Sebagaimana dikemukakan oleh para aktivis santri, pada awalnya kelompok kontra tambang, baik di tingkat warga masyarakat desa Paseban maupun masyarakat sipil pada umumnya, berada pada posisi subordinatif. Hanya saja seiring dengan kemampuan aktor gerakan perubahan dalam membingkai isu atau wacana penolakan tambang, dan mendayagunakan resourches seperti jaringan keorganisasian Islam tradisional yang dimilikinya, menjadikan kelompok anti tambang kian membesar dan berhasil menjadi kekuatan hegemonik8. Ketika berada pada posisi hegemonik inilah, gerakan sosial yang dilancarkan civil society pro-perubahan, berhasil memenangkan pertarungan, terutama dengan kekuatan negara dan pasar.  B. Perubahan Sikap Negara Sebagai kekuatan politik yang memiliki kemampuan lebih, negara memang lebih sering berhasil (daripada gagal) menjalankan berbagai kebijakannya kendatipun beseberangan dengan aspirasi dan kepentingan sebagian besar publik. Selama periode Orde Baru, misalnya, negara benar-benar tampil sebagai kekuatan politik hegemonik tunggal, yang mampu mengontrol segala aspek kehidupan selama 32 tahun lebih.                                                            7 Kemampuan transformatif kerahkan menuju upaya-upaya aktor untuk membuat atau memaksa orang lain agar memenuhi keinginannya. Kekuasaan dalam pengertian relasional ini berkaitan dengan kemampuan para aktor untuk mewujudkan hasil-hasil yang perwujudannya bergantung pada kinerja dan ketundukan orang-orang lain. Dengan demikian penggunaan kekuasaan dalam interaksi dapat dipahami dalam istilah fasilitas yang dimanfaatkan dan didayagunakan oleh para partisipan sebagai unsur bagi produksi interaksi tersebut sehingga mempengaruhi kinerjanya. Sistem sosial diciptakan sebagai praktik yang teratur: dengan demikian kekuasaan di dalam sistem sosial dapat disikapi sebagai aspek yang melibatkan relasi antara otonomi dengan ketergantungan hasil reproduksi di dalam interaksi sosial. Dengan demikian relasi kekuasaan selalu bersifat dua arah. Relasi kekuasaan merupakan relasi otonomi dan ketergantungan, bahkan pelaku yang paling otonom sekalipun tetap tergantung dalam kadar tertentu, sedangkan aktor atau pihak yang paling bergantung  dalam suatu hubungan sekalipun tetap mempertahankan otonomi tertentu. Anthony Giddens, Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial, terj. Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal., 162-165. 8 Hanif, Murtadlo, dan Rifki, 5 Nopember 2016; Faisol, Harun dan Irfanudin, 26 Oktober 2016. 
138  Gejolak politik yang muncul baik di kalangan ruling elites ataupun pertentangan-pertentangan yang berasal dari kalangan civil society, rezim penguasa dengan mudah berhasil mengatasinya. Dalam pola relasi kekuasaan yang timpang, tidak heran jika negara era Orde Baru selalu tampil sebagai pemenang dalam persaingan dan pertarungannya dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil.  Pada awal era reformasi, kekuasaan negara sempat mengalami kemerosotan seiring dengan jatuhnya rezim hegemonik Orde Baru. Era pemerintahan Habibie sampai Megawati, kekuasaan negara belum cukup stabil dan kuat untuk mengontrol dinamika kehidupan sosial dan politik yang sering diwarnai oleh berbagai gejolak dan konflik sosial. Baru pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), posisi kekuasaan negara kian stabil dan rezim berkuasa pun mulai memiliki power, untuk mengendalikan kehidupan sosial dan politik secara lebih baik. Implikasinya, negara kembali bisa tampil dominan dalam mengatasi berbagai kekuatan sosial-politik antagonistik. Dalam beberapa kasus yang melibatkan pertentangan antara negara dan civil society seperti persoalan mega skandal bank century yang mendapatkan protes dan presser dari kalangan aktivis pergerakan untuk diselesaikan, dapat dengan mudah diatasi oleh kekuatan negara.   Meskipun demikian, kekuasaan negara pasca Orde Baru dapat dikatakan tidaklah sehegemonik kuasa negara era Orde Baru di bawah rezim otoritarianisme Suharto. Tidak dalam semua hal, negara berhasil mengatasi aksi-aksi protes yang disuarakan oleh kalangan civil society. Sebagai contoh, kasus kriminalisasi terhadap KPK dalam konfliknya dengan pihak kepolisian, rezim negara mengambil kebijakan yang tidak bertabrakan dengan aspirasi dari agen-agen civil society reformis. Fakta ini menegaskan jika pilihan kebijakan oleh rezim negara itu, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh aksi protes yang dilakukan oleh agen-agen civil society. Gambaran mengenai dinamika relasi kekuasaan antara negara dan civil society di level nasional tersebut, dapat diamati pula di tingkat lokal sebagaimana terjadi di Jember. Dapat dikatakan bahwa konsoldiasi kekuasaan di tingkat local, berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan di tingkat nasional. Sejak periode 2000-an sampai 2014, 
139  kepala daerah terpilih di Jember, terbilang sukses melakukan reorganisasi kekuasaan pemerintahan. Berbagai kekuatan sosial-politik yang beragam dan bertabrakan sebagai dampak dari Pilkada pun dapat dikelola dan dikendalikan secara cukup baik dengan kekuatan (bukan kekerasan militeristik) alokatif ataupun distributif dalam bentuk money politics dan kekuasaan. Syamsul Hadi Siswoyo (2000-2005) dan MZA Djalal (2005-2014), termasuk dua bupati yang berlatar birokrat Orde Baru yang sukses memposisikan diri kembali dalam panggung kekuasaan pemerintahan melalui prosedur demokrasi elektoral. Keduanya juga sama-sama memiliki kemampuan dalam mengendalikan kekuasaan dan mengatasi berbagai kekuatan sosial-politik yang berseberangan dengan garis kebijakan rezim berkuasa9.  Di era bupati Syamsul, kebijakan untuk membangun lapangan terbang (Lapter), termasuk mega proyek daerah yang banyak mendapat kritik dan tantangan dari elemen masyarakat. Kondisi masyarakat Jember yang sebagian besar masih berada di garis kemiskinan dengan tingkat buta aksara terbesar di Jawa Timur, dinilai belum membutuhkan sarana transportasi udara moderan tersebut. Di era bupati MZA Djalal, program pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang menelan biaya ratusan miliar rupiah, juga tidak luput dari sorotan dan aksi protes dari elemen-elemen civil society. Hanya saja, semua pertentangan yang berasal dari kalangan civil society maupun dari sebagian masyarakat politiknya, dapat diatasi dengan mudah oleh rezim berkuasa10. Hal ini mengafirmasi kenyataan bahwa posisi negara lebih dominan dibandingkan masyarakat sipil yang tidak berhasil memengaruhi kebijakan public yang diambil oleh rezim berkuasa.  Satu dari sekian kecil kasus yang melibatkan kontradiksi dan pertentangan antara agen negara dan agen civil society yang lantas berhasil dimenangkan oleh kekuatan kedua itu, adalah penolakan tambang emas di Silo dan tambang pasir besi di Paseban. Semua rezim berkuasa, baik Syamsul Hadi maupun MZA Djalal, yang keduanya sama-sama berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam potensial itu,                                                            9 Wawancara dengan Adzkiya dan Saiful, 30 Oktober 2016. 10 Ahmad Taufik, 30 Oktober 2016 dan Nur Hasan, 7 Oktober 2016. 
140  gagal merealisasikannya. Kedua rezim berkuasa tidak mampu mengatasi aksi perlawanan dari kekuatan civil society. Kendatipun rezim ekonomi-politik sudah mengerahkan sumberdaya kekuasaan yang dimilikinya, pendanaan maupun aparat keamanannya, namun tetap saja tidak bisa menaklukkan kekuatan massa yang dimotori oleh kaum santri bersama eemen-elemen civil society lainnya. Sebaliknya, aksi protes yang dilancarkan oleh elemen-elemen civil society justru berhasil mewujudkan agenda perjuagannya, yakni memengaruhi kebijakan pemerintah kabupaten dan sekaligus  rencana eksplorasi tambang pasir oleh pihak pemodal. Kegagalan pemerintah dalam mengawal kebijakannya soal tambang berarti pula bahwa negara tidak lagi memiliki kekuatan hegemonik penuh untuk melaksanakan kebijakannya.  C. Kebijakan Berubah, Relasi Kekuasaan Tetap Peran kaum santri dan elemen civil society dalam melancarkan aksi protes penambangan di Paseban memang membawa pengaruh nyata bagi perubahan kebijakan pemerintah kabupaten. Pada kenyataannya, pemerintah tidak melanjutkan rencana pengelolaan sumberdaya alam tambang yang menuai rintangan dan perlawanan keras dari elemen masyarakat sipil di Paseban dan Jember pada umumnya. Sekalipun mungkin bisa saja memaksakan kebijakannya, pada akhirnya pemerintah lebih memilih untuk mengubah haluan kebijakannya. Pemerintah lebih memilih sikap akomodatif daripada konfrontatif. Hingga berakhir masa pemerintahannya, MZA Djalal tidak pernah lagi menerbitkan izin eksplorasi tambang pasir di Paseban. Derap langkah civil society dalam gerakan sosial kontra tambang memang berhasil menciptakan perubahan politik (kebijakan pemerintah) yang cukup mendasar. Setelah berhasil memperjuangkan agendanya, apakah lantas menjadikan civil society tetap sebagai kekuatan sosial yang padu, solid dan kohesif serta memiliki kemampuan untuk membangun pola relasi kekuasaan yang berimbang? Setelah aksi-aksi kolektif menolak tambang berkhir, semua elemen civil society kembali beraktivitas sendiri-sendiri mengikuti ruang lingkup kegiatan keorganisasiannya masing-masing. Demikian halnya dengan elit dan aktivis santri, mereka kembali ke habitatnya dan berkutat dengan 
141  aktivitas asosiasional ataupun organisasionalnya seperti majlis ta’lim, majlis dzikir, pesantren, madrasah, NU dan sejenisnya11. Lebih lanjut, tidak ada lagi agenda kolektif yang melibatkan semua komponen civil society yang sama-sama pernah terlibat dalam gerakan sosial kontra tambang. Begitu perjuangan menolak tambang berhasil, berakhir pula aktivisme mereka dalam melakukan agenda-agenda bersama. Kalangan civil society pro-perubahan terbukti gagal mengonsolidasikan diri dan menghasilkan suatu agenda konkrit dalam kaitannya dengan reformasi pengelolaan sumberdaya alam tambang. Kelompok ini juga tidak cukup berhasil merumuskan suatu platform perjuangan politik demokratik dalam pengelolaan lingkungan (ekologi) dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.  Tidak sebatas itu, perpecahan di lingkungan internal civil society juga melanda kekuatan sosial itu, di tingkat pedesaan. Di Paseban, misalnya, sejumlah aktivis pedesaan yang sempat berhasil membangu asosiasi sipil AMPEL (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan), terpecah akibat konflik politik pemilihan kepala desa. Dalam soal konservasi lingkungan pesisir melalui kegiatan penghijauan, satu kelompok melakukan penanaman pohon mangrove bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, dan satu kelompok lagi melakukan penghijauan dengan jenis tanaman yang beragam bekerjasama dengan aktivis dan salah satu partai politik. Kelompok nelayan juga terpecah menjadi dua, yakni kelompok Kulon (Barat) dan kelompok Wetan (Timur)12. Sekalipun dalam soal tambang, masing-masing kelompok masih tetap pada pendiriannya (menolak), perpecahan berimplikasi pula pada kekuatan civil society di tingkat desa itu, untuk mampu menjadi pengontrol rezim politik pemerintah desa.  Alih-alih berkembang menjadi kekuatan sosial hegemonik, elemen-elemen civil society kembali terfragmentasi mengikuti garis kepentingan organisasi maupun kelompoknya. Implikasinya, pola relasi kekuasaan yang melibatkan civil society dengan negara, tidak banyak mengalami perubahan. Sekalipun tidak selalu berhasil                                                            11 Wawancara dengan Ahamad Taufik, Hermanto, Saiful dan Adzkiya, 30 Oktober 2016; Hanif, Rifki dan Murtadlo, 5 Nopember 2016. 12 Wawancara dengan Faisol dan Harun, 26 Oktober 2016. 
142  memaksakan kehendaknya, negara pasca Orde Baru tetap menjadi kekuatan dominan dibandingkan civil society. Mengikuti pandangan Daniel S. Lev, negara, siapa pun yang mengendalikannya, secara tidak seimbang merupakan kontestan yang lebih kuat dan tampaknya akan tetap demikian untuk jangka waktu lama. Pandangan Lev ini terbukti masih menemukan relevansinya dalam kasus relasi kekuasaan antara civil society dan pemerintah daerah (negara) di Jember.  
143  BAB VI PENUTUP   A. Kesimpulan Di tangan aktivis santri pergerakan, agama kerap menampilkan dirinya sebagai kekuatan transformatif dalam kehidupan publik (public sphere). Apa yang ditunjukkan oleh sejumlah aktivis santri untuk mem-back up gerakan sosial warga masyarakat Paseban, dalam rangka menolak kebijakan tambang, menegaskan fungsi transformatif agama tersebut. Sekalipun keterlibatan aktivis santri dalam aksi kolektif kontra tambang itu, tidak bisa dilepaskan dari motif dan kepentingan yang bercorak materialistik dan politik, namun pertimbangan moral-keagamaan dan intelektual, tetap menempati ruang istimewa dalam diri kaum santri. Sebagai agen agama, aktivisme sosial-politik mereka, sama sekali tidak lepas dari preferensi keagamaan, dalam pengertian yang ideasional.  Hasil penelitian sendiri menegaskan bahwa agama tidak sekedar dikapitalisasi oleh kaum santri untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya yang bersifat materialistik dan politik.  Agama juga tidak sebatas dijadikan sebagai simbol, legitimasi dan aksesori dalam aksi karikatif yang dilakukan oleh aktivis santri. Lebih dari itu, agama dengan jitu difungsikan oleh aktivis santri menjadi semacam ideologi (Marx), etika atau spirit (Weber) dan/atau teologi perlawanan terhadap kebijakan sentralistik agen negara dan eksploitatif agen pasar. Agama yang termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasisipil dan jaringan sosial, secara cerdas dimanfaatkan pula oleh aktivis santri sebagai modal sosial dan kultural (versi Bourdieu) dalam memobilisir massa dan memperkuat basis gerakan sosial dalam menolak eksplorasi tambang pasir. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan sesama aktivis santri yang berasal dari latar keorganisasian yang berbeda, terjadi karena campur tangan agama. 
144  Kesamaan identitas keagamaan di antara sesama aktivis santri yang bergerak di berbagai organisasi sosial dan politik, turut memudahkan komunikasi di antara mereka dalam membentuk jejaring sosial. Ikatan primordial yang bersumber dari agama, pada kenyataannya konstruktif dalam memperkuat jaringan dan gerakan sosial yang diorientasikan pada perlawanan terhadap status quo dan sekaligus perubahan sosial dan demokratisasi. Tidak sebatas berhenti pada terbentuknya solidaritas sosial berdasarkan ikatan primordial, aktivis santri juga cukup terbuka dalam membangun komunikasi dan aliansi dengan berbagai kekuatan civil society dan berbagai kekuatan sosial-politik lainnya. Terjalinnya aliansi longgar antara aktivis santri dengan elemen-elemen civil society lainnya dan masyarakat bawah, menjadi bukti bahwa kaum santri mampu melampaui ikatan primordialisme mereka. Dalam hal ini, masing-masing aktor gerakan, termasuk kasum santri, sadar betul bahwa persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Paseban dan agenda perjuangan mereka, bukanlah persoalan primordial, melainkan persoalan public yang menuntut partisipasi dan tanggung jawab secara kolektif. Khusus terkait dengan kiprah kaum santri dalam aksi-aksi kolektif menolak tambang, hasil penelitian telah menemukan temuan penting. Secara garis besar, terdapat tiga poin atau simpulan penting, yaitu (1) kaum santri sebagai agen aksi-aksi kolektif (gerakan sosial) menolak tambang; (2) motif dan kepentingan kaum santri dalam melancarkan aksi kolektif kontra tambang; dan (3) aksi kolektif kaum santri dan dampaknya terhadap demokratisasi di tingkat lokal.   1. Kaum Santri dan Gerakan Sosial Baru Kasus eksplorasi sumberdaya alam tambang pasir di kawasan pesisir Paseban, Jember, termasuk salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian besar dari segenap segmen masyarakat sipil di daerah Jember dan bahkan lintas daerah. Respon elemen masyarakat sipil terhadap kasus tambang Paseban –dan juga tambang mas di Silo-- terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan 
145  kepenitngan publik lainnya seperti korupsi, penetrasi pasar berjejaring modern, dan lainnya. Berbagai elemen masyarakat banyak yang turut andil dalam aksi-aksi kolektif untuk menolak kebijakan negara (pemerintah kabupaten) yang dinilai lebih pro-pasar (pemilik modal). Dari sekian aktor aksi kolektif menolak tambang, kaum santri dari kalangan Muslim tradisionalis di Jember, tercatat sebagai aktor sosial yang berperan penting dalam keseluruhan proses aksi perlawanan. Sebagaimana gerakan sosial pada umumnya, tidak semua elemen santri terlibat aktif dan mengambil peran progresif dalam aksi kolektif mendesakkan perubahan soal kebijakan tata kelola sumberdaya alam tambang. Hasil penelitian sendiri menunjukkan jika sebagian besar dari elemen kaum santri tetap lebih bersikap diam (silent majority), lainnya justru berada di posisi status quo, dan sebagian lagi turun gelanggang untuk melakukan aksi protes melawan tambang. Tercatat, kaum santri yang banyak terlibat dan melibatkan diri dalam aksi protes itu, antara lain adalah para aktivis mahasiswa (PMII), aktivis LSM (GNKLNU, Sarbumusi), pengurus organisasi massa (PCNU), elit pesantren, elit agama, dan tidak ketinggalan aktivis politik dan politisi santri.  Dari keseluruhan kaum santri yang terlibat dalam aksi protes atas tambang, yang menjadi motor dan sekaligus tulang punggung gerakan tidak lain adalah kalangan pegiat civil society. Semua aktor santri yang disebutkan di atas (kecuali kalangan politisi) tidak lain adalah penggerak organisasi massa (Ormas), organisasi non-pemerintah (Ornop), lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang merupakan elemen-elemen civil society dalam kehidupan masyarakat Muslim. Keterlibatan mereka dalam aksi-aksi protes terhadap bentuk ekploitasi baru dalam wujud rupanya industri pertambangan, kian meneguhkan posisi mereka sebagai agen civil society progresif dalam gerakan dan perubahan sosial. Kendatipun corak kepentingan dari masing-masing aktor santri yang terlibat dalam aksi protes itu beragam dan tidak semuanya dapat dijustifikasi ideologis (sebagaimana dijelaskan lebih detil dalam kesimpulan kedua), namun reposisi antagonisme agen-agen masyarakat sipil santri 
146  dalam berhadapan dengan kekuatan dominatif dan konservatif (negara dan pasar), dapat dikatakan cukup progresif ataupun reformis.  Keterlibatan kaum santri dalam aksi-aksi kolektif tidak berlangsung secara singkat, melainkan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sejak muncul rumor penambangan sampai terjadinya aksi protes dan bahkan masih berkelanjutan pasca aksi massa. Pengelolalan lahan pesisir untuk lahan pertanian dan penghijauan oleh warga seperti pertanian semangka, buah naga, tanaman mangrove dan berbagai jenis tanaman lainnya sekarang ini, dapat dikatakan sebagai aksi kolektif dalam melindungi dan menyelamatkan kawasan pesisir dari penjarahan agen-agen kapitalisme. Aksi-aksi kolektif kaum santri sendiri diwujudkan dalam berbagai bentuk gerakan mulai dari sosialisasi, pendidikan poplar/kewargaan, pengorganisasian, demontrasi, advokasi kebijakan, dan moral forces. Melalui serangkaian bentuk aksi kolektif yang didukung pula oleh sumberdaya jaringan (formal maupun informal) santri seperti pesantren, kelompok-kelompok pengajian, dan sejenisnya, turut berkontribusi penting dalam memperkuat gerakan dan sekaligus mendesakkan perubahan. Pada akhirnya, aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh kaum santri dalam aliansinya dengan berbagai kekuatan civil society lintas kelas dan kelompok, berhasil mendesakkan agenda perubahan. Bagaiamapun, pemerintah dan pemilik modal, tidak lagi meneruskan rencananya untuk melakukan eksplorasi tambang pasir di Paseban. Sampai pergantian rezim kepemimpinan, rencana eksplorasi tambang tidak lagi dilanjutkan. Meskipun muncul lagi sayup-sayup isu tentang dibukanya kembali kran untuk pengelolaan sumberdaya alam pesisir potensial itu, namun faktanya pemerintah belum mengeluarkan izin resmi lagi. Fakta di atas cukup untuk menegaskan jika kaum santri tetap menjadi pilar penting bagi civil society progresif yang berperan menentukan dalam memperjuangkan agenda perubahan dan demokratisasi. Tentu saja, keterlibatan kaum santri sendiri, ataupun agen civil society lainnya, tanpa melibatkan kerja sama ataupu aliansi yang siftnya lintas kelas dan komunitas/kelompok, kemungkinan besar, aksi 
147  kolektif tidak akan sampai berhasil mendesakkan agenda perubahan sosialnya. Karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa aliansi antar-kelompok ataupun kelas sosial yang menjadi agen-agen civil society, berpeluang besar terhadap keberhasilan gerakan sosial. Dalam hal ini, keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh satu kelas saja, apakah kelas menengah yang didengung-dengungkan memiliki keunggulan komparatif (Moore) ataukah kelas bawah yang kerap dinilai paling progresif dalam menggerakkan perubahan (Rueschmeyer). Dalam hal ini, aktor historis yang berperan penting dalam menciptakan gerakan sosial dan mendesakkan perubahan, bukanlah kaum santri dan aktor-aktor lain dari kelas menengah ataupun kelas bawah, melainkan perpaduan antar-berbagai kekuatan dari kelas sosial yang beragam. Selain itu, keterlibatan kaum santri dalam aksi kolektif menolak tambang, juga turut memperkuat pandangan yang menilai bahwa kaum santri merupakan agen Islam publik yang masih menunjukkan peran penting agama dalam kehidupan public. Berbeda dari agen-agen Islam politik yang kerap mempolitisir agama untuk tujuan dan kepentinga politik praktis, apa yang dilakukan kaum santri justru menampilkan fakta sebaliknya. Sekali lagi, apa yang dilakukan kaum santri itu kian memperkuat tesis tentang peran Islam dalam ruang public sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah pakar public religion (Jose Casanova). Bangaimanapun di tengah menguatnya penetrasi modernism dengan berbagai macam atributnya seperti sekularisme, materialisme, dan individualisme, yang diprediksikan akan menenggelamkan agama, kenyataannya justru bertolak belakang. Di tangan aktivis santri, sebagaimana kasus Paseban, agama berfungsi sebagai sistem nilai, norma, etika, spirit dan bahkan ideologi perlawanan terhadap kekuatan dominan yang direpresentasikan oleh negara dan pasar (pemilik modal) yang berkepentingan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam pesisir dan sekaligu mengeruk keuntungan material dari hasil industrialisasinya itu.  2. Kepentingan Kaum Santri dalam Gerakan Sosial Baru 
148  Motif dan kepentingan kaum santri untuk terlibat dan melibatkan diri dalam aksi protes atas tambang di Paseban, tidaklah tunggal, melainkan beragam. Sebagaimana perspektif teori gerakan sosial baru, aksi kolektif kaum santri tidak hanya berkorelasi dengan pertimbangan dan kepentingan yang bercorak materialistik dan politis, melainkan juga ideologis. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengngat fakta sosiologis bahwa kaum santri yang berperan menjadi aktor aksi protes berasal dari beragam kelompok dengan latar sosial, ekonomi, dan politik yang tidak tunggal. Aktivis santri yang berlatar mahasiswa, elit agama, pengurus ormas, LSM, dan politisi, merupakan sejumlah elemen kaum santri yang terlibat aktif dalam aksi-aksi protes tersebut. Secara garis besar, pertimbangan dan kepentingan kaum santri dalam menolak tambang didasarkan pada sejumlah variable sosial penting. Pertama, kekecewaan terhadap kebijakan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam tambang. Hampir semua elemen santri berpendapat bahwa rencana pemerintah kabupaten memberikan izin kepada pihak swasta untuk eksplorasi tambang dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat, suatu kebijakan yang dinilai sarat dengan kepentingan pasar (neo-liberalisme). Dalam banyak kasus, pengelolaan tambang sebatas menyejahterakan sekelompok elit penguasa dan pemodal semata, serta membawa kesengsaraan bagi warga masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. Kalaupun industri tambang dapat memberi akses pekerjaan kepada warga masyarakat desa, bisa dipastikan, jenis pekerjaan yang mereka dapatkan tidak lain adalah pekerjaan di sector informal, sebagai pekerja kasar (hard worker) dengan upah yang minim. Kedua, membela kepentingan publik. Aktivisme kaum santri dalam aksi protes diorientasikan pula pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat idealistik. Pembentukan masyarakat madani yang berdaya, mandiri dan otonom serta memiliki kemampuan dalam membangun pola relasi kekuasaan dengan negara maupun pasar, masih tetap menjadi cita-cita yang diidealkan dan hendak dibumikan oleh segenap aktivis santri dalam kenyataan. Semua ini tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat yang sejauh ini masih subordinatif. 
149  Negara agar tetap berpijak pada posisi dan perannya sebagai institusi politik tertinggi yang harus bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan memberdayakan warganya secara partisiatif, harus terus dikontrol agar tidak melenceng dari khittah-nya. Bagaimanapun, negara rentan dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh rezim-rezim aparaturnya untuk memenuhi kepentingan sekelompok kecil dan mengabaikan kelompok besar warga negara. Atas dasar pertimbangan inilah, kaum santri bangkit untuk berperan serta dalam melakukan pembelaan terhadap perjuangan warga masyarakat Paseban yang tengah menuntut keadilan soal tambang. Ketiga, pertimbangan ekologis. Sekalipun aksi protes tidak mengusung satu isu seperti ekologi (deep ecology maupun eco sosialisme), namun wacana lingkungan tetap mewarnai aktivisme kaum santri. Komitmen kaum santri untuk terlibat dalam gerakan perlawanan di Paseban, berkaitan erat dengan pertimbangan dan kepentingan untuk menjaga eksistensi ekologi pesisir. Bagaimanapun, kawasan pesisir pantai selatan Jember itu, telah menjadi denyut nadi kehidupan warga masyarakat Paseban. Sekalipun tidak semua warga Paseban hidup di sekitar dan menggantungkan hidupnya dari kawasan pesisir, sebagian besar dari mereka, termasuk warga yang ajuh dari pesisir, tetap saja memiliki kesadaran ekologi pesisir tinggi. Dalam alam kesdaran mereka, pesisir merupakan bagian dari kawasan sosio-kultural dan geografis Paseban. Tidak sedikit dari warga Paseban yang berprofesi sebagai petani sawah, ikut terlibat dalam melakukan ritual petik laut yang diselenggarakan oleh para nelayan dan warga di sekitar pesisir. Demikian halnya dalam perawatan dan peruwatan kawasan pesisir melalui penghijauan, warga Paseban ikut serta terlibat di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa warga masyarakat desa Paseban, tanpa terkecuali masih memiliki perhatian dan kesadaran ekologis terhadap kawasan pesisir pantai Paseban. Gambaran lebih jauh tentang kesadaran ekologis warga masyarakat Paseban dapat dibaca pada sub-bab ekologi pesisir Paseban. Keempat, kalkulasi ekonomi-politik. Tuntutan kaum santri yang terlibat aksi protes agar sumberdaya alam tambang di Paseban dikelola secara demokratis, dengan mempertimbangkan aspirasi publik secara luas dan menghitung dampak ekologisnya, 
150  sesungguhnya beririsan pula dengan tujuan-tujuan yang bersifat politik dan materialistik. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, tidak seluruh elemen santri yang terlibat dalam aksi protes, menolak total semua bentuk tambang. Sebagian dari mereka menyatakan tidak masalah dengan industri tambang di Paseban, asalkan dilakukan dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat. Jika prosesnya sudah dilakukan melalui mekanisme yang benar, berwawasan ekologis, dan hasil produksinya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga masyarakat Jember, mereka pun well come dengan tambang. Persoalannya, industri tambang selama ini hanya menjadi kapling sejumlah kecil elit ekonomi-politik (rezim negara dan pasar) dengan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat. Sejumlah aktivis santri pernah berseoroh bahwa andaikata 0,5 persen saja dari hasil pengelolaan tambang yang diperkirakan milyaran bahkan triyunan rupiah,itu, diperuntukkan untuk warga nahdliyin ataupun umat Islam di Jember, pasti dampak perkembang dan kemajuannya sangat luar biasa. Biar kecipratan (mendapat bagian dari hasil produksi), mau tidak mau kaum santri harus terlibat dalam gerakan. Kalau hanya berharap budi baik dan mengandalkan bantuan dari pemerintah kabupaten, hasilnya tidak seberapa. Maksimal, bantuan dirupakan dalam bentuk dana sosial untuk organisasi keagamaan, pesantren, masjid, guru ngaji dan sejensinya, yang jumlahnya tidak cukup signifikan. 3. Gerakan Sosial Baru dan Demokratisasi Tidak dalam semua hal, kaum santri bersama elemen-elemen masyarakat sipil di Jember dapat bergumul dan bersatu padu untuk terlibat di dalamnya. Kekecualian, dalam kasus tambang di Paseban –dan juga tambang emas di Silo— elemen-elemen masyarakat sipil bertemu, menjalin aliansi sosial (kendatipun bersifat longgar dan tidak permanen ataupun berjangka panjang), dan membangun kohesivitas untuk sama-sama terlibat dalam gerakan sosial menolak kebijakan rezim pemerintah yang dinilai berwatak neo-kapitalistik. Dalam kasus ini pula, elemen masyarakat santri seolah mampu menunjukkan identitas dan jati dirinya sebagai organisasi civil society yang mandiri, otonom, dan independen dalam berhadap-hadapan dengan kekuasaan negara. 
151  Tidak sebatas mampu mengimbangi kekuatan intervensif negara, elemen civil society juga memiliki  kemampuan dan kapasitas politik untuk memperjuangkan agendanya dan memaksa negara untuk mengubah kebijakannya soal pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dilakukan secara tidak demokratis. Hanya saja, kohesivitas dan kapasitas civil society yang melibatkan kekuatan kaum santri tersebut, tidak berlangusng pasca keberhasilan kekuatan sipil tersebut dalam menggagalkan rencana penambangan pasir besi di Paseban. Kenyataannya, pasca gerakan protes, elemen-elemen civil society kembali terpolarisasi dan terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dengan orientasi dan tujuan perjuangannya yang tidak seragam. Dalam berbagai kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti reformsi birokrasi dan penegakan korupsi, elemen-elemen civil society sulit untuk menjalin kesatupaduan dan kohesivitasnya dalam memperjuangkan berbagai agenda reformasi.  Jadi, sekalipun kaum santri bersama elemen civil society cukup berhasil membangun kohesivitas dan kapasitasnya dalam menolak tambang, namun tidak berarti mereka memiliki kekuatan yang berimbang dalam berhadapan dengan kekuasaan negara di sepanjang kesempatan. Terfragmentasinya kembali civil society pasca tambang, menjadikan kekuatan sosial ini tidak lagi memiliki kapasitas dan independensi tinggi dalam berhadapan ataupun mempengaruhi kekuasaan negara. Sekalipun tidak selalu berhasil memaksakan kehendaknya, negara pasca Orde Baru tetap menjadi kekuatan dominan dibandingkan civil society. Mengikuti pandangan Daniel S. Lev, negara, siapa pun yang mengendalikannya, secara tidak seimbang merupakan kontestan yang lebih kuat dan tampaknya akan tetap demikian untuk jangka waktu lama. Pandangan Lev ini terbukti masih menemukan relevansinya dalam kasus relasi kekuasaan antara civil society dan pemerintah daerah (negara) di Jember.  B. Saran-saran Kajian mengenai gerakan sosial memiliki ruang lingkup dan berkaitan dengan banyak hal yang sangat luas dan kompleks. Penelitian ini sendiri membatasi diri pada 
152  aktivisme kaum santri dalam aksi-aksi protes –bersama-sama elemen masyarakat sipil lainnya dan masyarakat kelas bawah— atas rencana penambangan pasir besi di Paseban, Jember. Identifikasi aktor, motif dan jenis kepentingan aktor, dan dampak gerakan terhadap demokratisasi yang bertitik tolak dari perspektif gerakan sosial baru berbasis civil society, merupakan sejumlah segmen persoalan dan pendekatan kajian yang digunakan dalam studi ini. Banyak hal yang belum diungkap secara spesifik oleh studi ini seperti perubahan-perubahan dalam jalinan kekuatan civil society, pola relasi kekuasaan yang berlangsung di kalangan civil society dan dalam interaksinya dengan kekuasaan, peran negara dalam gerakan protes, posisi agama dalam gerakan protes (apakah sebagai simbol, sumber nilai, spirit, ideologi, ataukah teologi perlawanan atau bahkan sudah meningkat ke pembebasan), penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.  Karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan agama dan gerakan sosial dilihat dari sudut pandang dan ruang lingkup topik kajian yang lebih variatif. Kajian-kajian lanjutan diperlukan untuk bisa memberikan sumbangan baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian-kajian ini akan dapat meningkatkan wawasan konseptual-teoritis dan paradigmatic tentang agama dan gerakan sosial di era kontemporer dan dalam konteks Indonesia pasca reformasi. Secara praktis, penelitian serupa akan dapat membantu untuk ikut memperbaiki kondisi-kondisi sosial masyarakat, terutama dalam menentukan arah perubahan sosial secara lebih demokratis.  Harus diakui bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam waktu singkat ini, sekitar 3 (tiga) bulan, masih membutuhkan pengayaan data tambahan dari lapangan. Banyak data yang masih butuh  diperdalam dan diperluas serta dikonfirmasi dengan berbagai naras umber, agar lebih akurat. Oleh karena itu, pekerjaan rumah tabahan bagi peneliti adalah tidak menganggap hasil penelitiannya sudah cukup akuntabel, melainkan perlu ditindaklanjuti lagi dengan terjun ke kancah dan dengan mendialogkan hasil kajian terlebih dahulu unutk mendapatkan feed back, masukan dan kritik dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap gerakan sosial kontra tambang di Paseban. 
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